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BABl 

PENDAHULUA-~ 

1-l Latar Belakang 

Praktik monopoli sebenarnya sudah dikenai pada tahun I 602 jauh sebelum 

jaman pemerintahan Soekamo, yaitu pada saat Pemerintah Belanda atas 

persetujuan Staten Generaal memberikan hak (octrooi) untuk herdagang sendiri 

(monopoh) pada VOC di wilayah Indonesia (Hindia Tirnur)'. Dirnana kegiatan 

monopoli terns ber!anjut sehura Indonesia dibawah kekuasaan penjajah Belanda, 

lnggris, dan Jepang hingga Proldrur3Si Kemerdekaan Indonesia Pada saat itu 

dianut ekonomi kolonial. Menurut Soekamo2
, elronomi Indonesia yang berwatak 

kolonial setidak-tidakeya memiliki tiga eiri sebagai berikut. Pertama, 

diposisikaanya perekonomian Indonesia sebagai pemasok bahan mentah bagi 

negara-negara industri maju. Kedua, dijadika.nri:Ya perekooomian Indonesia 

sebagai pasar produk negara-negara industri maju. Ketiga, dijadikannya 

perekooomian Indonesia sebagai tempat untuk memutar kelebihan kapital yang 

terdapat di negara-negara industri maju. Kemudian untuk mengatasi_ ekonomi 

lroloniaL Bung Karno, Bung Hatta beserta Bapak pendiri bungsa lairnlya sepaket 

1lDtuk menjadikan de!OOkxasi ekonomi sebagai dasar penyelenggaraan 

perekonomian Indonesia. Dimana dasar-dasar pengelo)aan perekonomian negara 

diatur dahan P.asal 33 Undaag-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 

(UUD I 945). Namun., karena adanya kepentingan pe1itik yang diberlakekan oleh 

Belanda, maka pengaturan perekonomian negara mengalami perubaban diatur 

dahan Pasal 38 Undang-Undaag Dasar Sementara Republik Indonesia Serikat 

tahun I950 (UUDS 1950). Pada dasarnya Pasal 38 UUDS 1950 serupa dengan 

Pasal 33 UUD 1945. UUDS 1950 hanya bersifut sementara, tetapi sudab terdapat 

pengaturan mengenai larangan kegiatan monopoli yang diatur pada pasai 37 ayat 

(3), yang berbunyi: 

1 R.Supomo, Sejarah Politik Hukum Ada£ Dari Zamcn Kompcni Sehingga 1848, Jilid I 
Pradnya Paramita, Jakarta, 19&2. hal.9. 

1 Revrisond Bawsir, Demoluasi indonesia Terancam Punah, <~ttp://www.~_atudunia.net/ 
nodp/J.334>, diakses 22 November2008. 
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2 

«Penguasa mencegah adanya organisasi-organisasi yang bersifat monopoli 
partikelir yang merugikan ekonomi nasional menurut peraturan-perd.turan 
yang ditetapkan dengan Undang-Undang~. 

Parla tahun 1959, pengaturan mengenai 1arangan kegiatan monopoli pada 

UUDS 1950 dihapuskan seiring diberlakukannya kembali UUD 1945. Namun, 

secara teori tidak berarti kegiatan monopoli dilegalkan kllrena masih terdapat 

kebijakan yang mengatur mengena~ larangan J!IDllOpoli, misalnya da.lam 

Ketetapan Majelis Pennusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia 

MPRS-RI No. XXIIIIMPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Ekonomi, 

Kenangan, dan Pembangurum3
• Disamping itu terdapat perundang-undangan yang 

menunjuknn larangan moMpoli. seperti Pasal l3 Undang-Undang Pokok Agraria 

Nomor 5 tabun 1960 yang berisi monopoli di bidang pertan&han barus dicegah; 

dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tabun 1984 tentang Perindustrian 

mengenai pencegahan pemusatan atau penguasaan industri oleh salah satu 

kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugik.an masyarakat; 

dan Pasal 382 bis KUHP tentang larangan melakuknn perbuatan curang yang 

menyesatkan khalayak umum dan dapat menimbulkan kcrugia:n. Namtm, pada 

kenyataannya peraturan~peraturan tersebut diat:as sifatnya masih parsiaJ dan beJum 

komprehensif sehingga kurang memadai untuk mencipiakan iklim persaingan 

usaha yang sehat. Padahal berpadoman pada Paneasila yang berbunyi ~Keadi!an 

sosial bagi seluruh rukyat Indonesia", pemerintab seharusnya menerapklui 

mekanisme pasar yang mengacu pada asas keadilan yang merata. Dengan 

demikian, pemerintab era Orde Baru pada dasamya mengetabui pentingnya 

perundangwundangan tersend.iri yang rnengatur mengenai larangan monopo1i. dan 

persaingan usaba yang tidak sehat demi terciptanya iklim persaingan yang sebat, 

namun pada kenyataanya tidak cukup keinginan untuk merealisasik:annya4• 

3 Pasal 7 (c) TAP MPRS·Rl No. XXUJ/M:PRS/1966 menyatakan bahwa didalam 
demokr&Si ekonomi dl Indonesia tidak ada tempat bagi rnonopoli yang mentgikan masyarakat. 
Lihat Jobnny Ibrahim, Huk.um Persaingan Usaha: Fiiosofi, Teori, dan lmplilrosi .Peneropalt11)'a di 
Indonesia, (Malang: Bayumedia).007), hal. 13. 

4 Menurut Suian Remy Sjahdeni. ada beberapa alasan sulitnya pembentukan Undang­
undang Antimonopo1i. Pertama, lu:Jrena Pemerintah menganul lwnsep bahwa perusahaan ·~ 
perusahaan besar periu ditumlruhkan unluk menj'adi lolwmotif pembangunan. Perusahaan -
perosahaan ter.sebut hanya mungkin menjadi besar untuk kemudian menjalankan fungsinya 
:rehagai Jokomotif pembangum:m apahila perusahaan~perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. 
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Kegagalan pemerintah Orde Barn didalam melaksanakan amanat GBHN di 

bidang pembangunan ekonomi kbususnya dalam mencegab praktik monopoli, 

mengakibatkan terjadinya pemnsatan kekuatan ekonomi pada suatu kelornpek 

masyarakat terten!u yang disebut sebagai monopoli. Monopoli menghalangi 

terjadinya persaingan sehat dan mengakibatkan tereiptanya ekonomi biaya tinggi 

(high cost economy) yang membebani masyarakat luas, itu tezjadi karena faktor­

faktor prodoksi tidak berjalan secara efisien, sementara basil-basil praktik 

monopoli hanya dinikmati oleh beberapa gelintir orang atau kelompok ilsaha 

tertentu, sedangkan rakyat semakin miskin dan menderita5 
.. Demikian termaktub 

. dalam Bab ll Ketetapan MPR No. XIMPR/1998 tentang Pokok-Pokok Refunnasi 

Pembangnnan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisosi Kehidupan Nasio­

nal6. Didalam Ketetapan tersebut terdapat amarurt dalam upaya penanggu!angan 

Perlakuan khusus itu adalah dalam hentuk pemherian proteksi yang dapat menghafangi mOSltknya 
perusahaan lain dalam bidang usCJha tersalmt a/au dengan kat a lain memberiko.n posisi mcMpoli. 
Kedua. pemberianfasilitas monopoli perlu ditempuh karena penm;haan itu telah mel'!}adi piover 
di t.Y:.ktor yang bemmgkutan. Tanpa fasllilas monopoli dan proteksi, maka sulit bagi pemerintah 
untuk dopat memperoleh kesediaan itJvestor menanamkan modalnya di sektor tersebut. Ketiga. 
adillah untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni-kroni manJan 
Presiden Soeharto dnn pejabaf-.pejabar yang herkuasa pada waktu itu. Lihat Sutan Remmy 
Sjahdeini, larangan Proktik Monopoli dan Persoingpn Usaha Tidak Sehat, Jumal Hukum Bisnis, 
vol. 10/2000, haL 5. 

} Ibid., baLlS. 
6 

Keberhasilan pembangunan yang tefah dicapai selama tiga puluh dua tahu'n Orde B(Uu 
tdah mengalami kemerosoltut yang mmrprihatinlum, karena terjadinya krisis moneter 
pertengahan tah"n _1997. yang· b-erltmjut menjadi kri:sis ekaiWmi yang lebih luas.. Landm;an 

efumomi yang diangg(lp ~- temyata tidok berdaya mengalami gejolak keuangan elrste.nral serta 
kesuliJan-kesulitan makro dan mila-o ekorwmi 

Hal inl di:t.·ebabknn oleh luuena penyelenggaman perekontmtkln nasional kurang 
mengacu ke.pada amanat Pasal 33 tlndtUtg-UFtdang Dasar 194-S dan cmderung menunjukan 
corak yang sangm monopoTIStik. Para pengusaha yang dekat dengan elite kekuasaan 

mendapatkan priorita$ khusus yang berdampak timbulnya kesenjangan sosial. Kele.mahan 
fimdhmentaf itu juga disehabkan pengabaian pere.konQmian keralgoatan yang sesungguhnya 

bermndur pada basis sumber daya a/am dan sumher daya manusia sebagai unggulan komparatif 
dan !r.ompe.tiJiJ 

Munculnya lwnglomerasi dan sekelnmpok luu:il pengusaha Jwat yang tldak ditfulamg 
oleh semangat kewirQ.usahaan sejati, mengakibaJkan keJahanan ekonomi menjadi sanga/ rapuh 

dan tidak kompetitif- Sebagai akibaiiJ)'a. krisis moneter yang melando Indonesia, tidak dapat 
diatasi secara baik sehingga memerlukan htja keras untuk bang kit kembali. 

Rentanrrya ekonomi Indonesia dipicu oleh jatuhnya nilai tukar rupiah sampai ke tingkaJ 
terendah. Pemerintah tidak mengambillangkah yang kongkrit dan jelas untuk mengatasi krisis 
leur$ lersebut. Pembangunan indhStri tidak herbasis kepada masyarakat atau potensi unggulan 
dae. ·all, lidak ada keterkaitan arrtara industri besar, menengah, dan kecil yang serasi, serta juga 

struktur indusiri ,yang lemah dalom hubungon industri huln dan hllir. Di samping itu sebagian 

Universitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH UI, 2009



4 

krisis sehubungan dengan prnkrek monopnli, yaitu pada Bab IV A Pasal 2 (c) 

mengenai agenda yang barus dijalankan yaitu «Membuat perekonomian lebih 

efisien dan kompetitif dengan mengbilangkan berbegai prnkrek monopnli serta 

mengemba.ngkan sistem insentifyang mendorong efisiensi dan lnoVasi". 

Demi merealisasikan tujuan iklim usaha yang kondusifdan menghilangkan 

praktek monopoli sebagaimana menjadi salah satu agenda dalam Ketetapan MPR 

No. XIMPR/1998 tentang Pokok-Pokok Refurmasi Pembangunan dalam Rangka 

Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasiona~ meka disusunlah Undang­

Undang Nomor 5 Tahuo 1999 tentang Larangan Prnkrik Monopnli dan Persaingan 

Usabe Tidlik Sebet (UU No.5 tahuo 1999) berdasarkan Paru:asila dan Pasal 33 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan 

memperbetikan keseimbengan antara kepentingan pelaku usabe dan kepentingan 

wnum. Undang-undang ini disahkan pada tanggal 5 Maret 1999. Tujuan yang 

hendak dicapai dengan adanya undang-undang tersebut termaktub dalam Pasal 3 

UU No.5 tahun 1999, sebegai berikut: 

a. menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efis!ensi ekonomi 
nasional sebegai satah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat; 

b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pnngatuxan persaingan 
usaha yang sehat sehlngga menjamin adanya kepa.stian kesempatan 
berusaba yang sama bagi pelaku usabe besar, pelaku usabe menengah, 
dan pelaku usaha kecil; 

c. mencegab prnkrek monopnli dan atau persaingan usaha tidak sebet yang 
ditimbulkan oleh pnlaku usaha; dan 

d terciptanya efektivitas dan efisierisi dalam kcgiatan usaha. 

Lahirnya UU No.5 tahun 1999 tidak terlepas dari tekaoan IntematioruJ! 

Monetary Fund (IMP) kepada pemerintah Indonesia agar pemerintah Indonesia 

segera memberantas prnkrik monopnli dan persaingan usaha tidak sehat yang 

teljadi di Indonesia melalui kesepakatan yang tertuang dalam Letter of Intent 

(Lol) pada tahun 1998. Melalui penandatanganan Lol, maka terjadi liberalisasi 

besar laban per/Qnian yang subur teiah herubah fimgsi menjadi lahr:m industri sehingga dari 
kondisi semula swasembada beras telah berobah menjadi pengimpor beras. 

Sistem perbankan yang tidak mandiri Jwrena inten:ensi pemerimah terhadap Bank 
Sentrol yang terlalu kuat melemahkan ekonomi nasional. Hubungan erat antara penguasa dengan 
pemilik &mk~hank .<JWDsta telah mert)'li!babkcm pemberian jasflitas yang tidak terbuka yang 
merugikan masyaralrot dan negara. Di samping ilu, ketidalchati-hatian dan k.ecurangan dunia 
perbanltan dalam mengelola dana, memperparah karu:lisi ekonomi. Huruftebal dari peneliti. 
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pasar rite! Indonesia, yakni dengan adanya pemberian kebebasan kepada investor 

asing untuk 11ll!Suk ke industri rite! yang dituangkan dalam Keppres No.99/1998 

dan SK Menteri Investasi No.29/SK/1998 tentang industri rite!. 

Dengan adanya kedua perundang-undangan diatas, maka tahun 1998 

menjadi awal perubahan bagi perkembangan perpasanm modem. Sebelum 

diberlakukannya ketentuan tersebut (tairun 1980-an), penetrasi rite! asing 

_dilakukan melalui pola. waralaba dimana rite! asing memberilran bak kepada 

perusahaan lokal untuk mengelo1a jaringan rite! tersebut. Namun, sejak 

diberlakukannya Keppres No.99/1998 dan SK Menteri lnvestasi No:29/SKIJ998 

maka investor asing boleh :melakukan investa~i langsung di sektor perdagangan 

eceran7
• Hal ini diawali dengan masuknya Daily Forma International milik 

Hongkong yang mengakoisisi 12% sabam PT. Hero Supermarket Tbk pada tahun 

1998. Diikuti dengan masukuya Carrefour sebagai pioneer pasar serba ada 

(bipermarket) yang tergolong pasar IIDdem menyebabkan perubahan dalam 

kegiatan usaha yang berbentuk supermarket menuju hipermarket. Carrefour 

dikelo1a oleh PT. Carli Satria Megaswalayan (basil kerja sama antara Carrefour 

Netheriands BV dan PT. Tigaraksa Satria Tbk.). Pada tahun yang sama terdapat 

hypermart lain deogan nama Continent yang merupakan kerja sama antara 

Promodes (Prancis) dengan grup Sinarmas untuk mendirikan PT. Continras Utruna 

Indonesia. Di dalarn tujuan untuk memajukan dan meningkatkan usahanya, pada 

tahun 2000 teljadi merger global antara Carrefour. dengan ProiiDdes yang . 

menyebabkan seluruh gerai Continent di Indonesia bcrganti nama menja.di 

"Carrefour"". Konsep hipermarket temyata mendapat sambutan haogat dari 

konsumen supermarket maupun konsumen pasar tradisional dan pas3r modern 

lainnya karena produk-produk yang ditawarkan lebih beragam dan harganya 

rela!if lebih murah. Sejalan dengan penerimaannya konsep hipermarkct di mata 

konsumen, Carrefour me1akukao ukspansi hingga tahun 2002 terdapat 10 gerai. 

Pesatnya perkembaogao hipermarket dalam dunia rite! Indonesia juga diinsakan 

dengao masuknya new entrants di pertengaban tah!ll1 2002, "Giant" (basil kerja 

sama antara PT. Hero supermarket Tbk dengan Dairy Farm International), 

7 PT. Bisinfocus Data Prntama. Peta Bisnis Rite/ Modern di indonesia, (Tanggerang: 
Bussiness information Focus,2004), bal.43. 

8 Jbid,hal.16, 
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"Hypermart" (PT. Matahmi Putra Prima Tbk.) yang masuk pada tahun 2004, dan 

"Lotte Mart'" (akusisi alas PT. Makro Indonesia oleh PT. Lotte Shopping) tahun 

200810_ 

Eksisteosi hypermarket di dunia rite! Indonesia semakin terus berkembang 

dengan ditandainya perluasan gerai oleh tiga hypermaket terbesar yakni 

Carrefour, Giant, dan Hypermart. Perkernhangan ini dirasakan mulai dari tahun 

2003 jumlah hypermarket di Indunesia mencapai 43 gerai, kemudian di tahun 

2004 meningkat menjadi 68 gerai, tahun 200~ menjadl 83 ger.li, dan tahun 2006 

mencapai 105 geraiu. Konsep hypermarket yang menawarkan one stop shopping 

dengan keleluasaan, kenyamanan, dan kelengkapan, serta 'jaminan" barga murah 

membuat masyurukat tertarik untuk mengunjunginya. Hyparmarket identik 

dengan harga murah, meskipun pada kenyataan:1ya tiduk semua harga berada di 

bawah harga pasar. Apabila dicermati sistem penempatan harga yang dianut 

adalab sistem subsidi silang sehingga apabila hargajenis produk yang satu berada 

di bawah harga pasar, belum tentu harga jenis produk lahmya juga berada di 

bawab harga pasar. Penetapan harga yang relatif murah dari harga pasar ini 

diperoleh hyparmarket dalarn usaha keijasamanya dengan pemasok besar dan 

biasanya untuk jangka wuktu yang lama. Hal ini yang menyehabkan mereka dapat 

melakukan efisiensi dengan memanfaatkan skala ekonomi yang besar_. 

Semakin meltiasnya pendirian pasar :modern dl Indon~sia mernbawa dampak 

positif bagi pertumbaban ekenomi dan iklim usaha di Indonesia, misalnya di 

9 Makro dengan koasep perkulakao didirikan pada ta.hun 1992 dengan gera.i pertama 
dibuka di Pasar Rebo. Jakarta. Makro merupakan kerja sama antara HSV Makro dengan PT_ 
Kharaba Unggul (milik TP Rachmat). Pada !abun 1998, mitra lokat melepaskan saham sebanyak 
83% kepatfa Metro AG (holding comptJ"Y Makro) dan berubah menjadt Pt. Makm Indonesi~ 
Tahun 200&, PT. Makro Indone$ia akhimya bt:rpindah- Iangan dari perusahaan Belanda SHV 
Holding N. V ke Lotte Group (PT, Lotte Shopping:) dari Korea Selalan dcngan mengakulsisi l O()OA, 
kepemilikannya dl perusabaan itu. Dengan demikian 1erjadi transfurmasi dari perkulakan menjadi 
k:onsep hypermarkct, sebab Lotte Group pada dasamya menganut konsep pasar serba ada atau 
bypermarket dan bukan pasar perkula.kan. Lihat PT. Bisinfows Data Pratama, Peta Bisnis Rile] 
M<Jdi!rn di lndQnesia, (Tanggerang: Bussiness Information Focus, 2004). hal 7-3, 47 dan Antara, 
"Lotte Harus Patuhi Aturan,"' -<http://cetak.kompas.oom/readlxmlfl009101/21102Q620l/!otte. 
barus.patuhi.at!Jran>, diakses 1 Mci 2009, dan "Lotte Group Akuisisi Makro," <bttp://mix.cq.idJ 
index2_pho?optiOn"'oom £Qntent&do pdF=l&.id-285>, diakses 1 Mei 2009. 

10 Li!tat PT. Bisinfocus Data Pmtama, Peta Bisnis Rite/ Modem di Indonesia, 
(Tanggerang: Bussiness Infonnation Focus, 2004), hal7-8, 47, dan Ta.ufik Hidayat, "Ceng.kraman 
Hypermarket di Bisnis Rltcl." <bitp:J/www.swa.co.idJ§wamajalah!sajian/details.php?cid=l& 
id=895S>, diakses 1 Mei 2009. 

11 Data diperoleh dari Nielsen, 2007 dalam Linda T. Silitonga, "Hipermarket Kompak 
Jadi Strategi Ekspansi." <bttp:f/web.bisnjs.com/artikel/2i<l529..html>, diakses 3 Mei 2009. 
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bidang penyediaan ten.aga kerja sebagaimana diketahui indus!ri rite! merupakan 

sektor kedua terbesar dalam hal penyerapan tenaga kmja12
• Disamping itu, 

meluasnya pasar lllDdem dapat merangsang kreatifitas pedagang pasar lainnya 

termasuk pedagang pasar tmdisional dalam mengembangkan usahanya. Karena 

adanya persaingan maka para pedagang akan berlomba-lomba untuk menarik 

perhatian konsmnen, hal ini kemudian dnpat merangsang pedagang untuk 

melakukan suatu inuvasi dalam tujuan mempertabankan pasar. Kenyataan di 

lapangan, tidak selalu dampak positif yang dirasakan melainkrm terdapat juga 

dampak negatif Misalnya, pasar trad.isional yang menjual produk sejenls yang 

dapat ditemui peda pasar modern diruana harga yang ditawarkan oleh pasar 

modnrn relatif lebih murab daripada pasar tmdisional Hal ini tentunya akan 

menguntungkan pasar modern, namun bagaimana dengan pasar tradisional? Pasar 

tradlsional memilik:i segmen tersendiri dimana sebagian besar konsumennya 

memilih berbeJanja di pasar tradisional karena alasan pentingnya kontak: sosial 

dalrun transaksi pasar. Namun1 apa yang akan terjadi apabila masing-masing pasar 

modern dan pasar tradisional yang menjual jenis item yang sama didirik:an secara 

face to face, terlebih apabila harga yang ditawarkan di pasar modnm lebih rendnh 

daripeda pasar tradisional. 

Kenyatan di lapangan, apa yang disebutlran diatas sering ditemui di· 

lingkangan pasar Indonesia. Misalnya, keberadnan Carrefour yang niempunyai 

kemampuan keuangan yang kuat dan mampu melakakan ekspansi setiap 

tahunnya. Hingga saat inJ Carrefour memiliki 31 gerai di Jabodetabek. 

Kernarnpuan Carrefour untuk terns me!akukan perluasan gerai di setiap tahunnya 

. mengakibalklw keresahan terhadap pertmnbuban pasar tradisional. Oleh sebab itu, 

untuk menjaga porsaingan diantara toko modem dan jnga pasar tradisionaL maka 

pemerintah mengelnarkan Perpres No.112 tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang 

menyatakan ~wa hipermarket. supermarket) departement store, perkulakan, dan 

yang lain harus melaksanakan sistem zonasi yaitu sesual dengan tata kelola ruang 

12 Kamar Dagang dan lndustri fndonesia, "'Butir-Butir Pemikira.n Perdagangan Indonesia 
2009-2014: Nasionalime dalam Era Perd.agangan Bcbas," <http://mudraiad.com/upload!Buku% 
?OKadin Bab%20lli Perdagangan%20Dalam%20Negetj.pdf>, .diakses 3 Mei 2009. 
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wilayah setempat. Adapun peraturan zonasi13 adalah ketentuan-ketentuan 

Pemerintah Daemh selempat yang mengatur pemanfualan ruang dan unsur-ururur 

pengeodalian yang disusun untuk setiap zona perunlukan sesuai dengan rencana. 

rinci tala ruang. Di DKI Jakarta. peraturan zonasi pasar mengacu pada Perda No. 

2 tahun 2002 lentaog Pe<pasaran Swasta di Propinsi DKI Jakarta. 

Menurnt catatan Asesiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), 

terdapa! 51 pasar tradisional yang berdekatan dengao pasar modem, dan 45 nalt 

yang berdekatan dengao bipermarket.14 Selafu dari peda ilu seiring maraknya 

pembangunan pasar modern, lerdapel delapan pasar yang mati dan beralih fungsi 

aklbat ditinggalkan pembeli, yaitu Pasar Blora, Pasar Cipinang Barn, Pasar 

Kramat Jaya, Pasar Cilincing, Pasar Muncang, Pasar Prumpung Tengah, Pasar 

Sinar Ulara, Pasar Karel Pedurenan." Tidek beropemsinya pasar tersebul diatas 

kemungkinan dikarenekan perkembangan pasar modem yang semakln meningkat 

dan menempati lokasi yang strategis atau berdekatan dengan pasar tradisional 

sehingga mengakibatkan konsumen pasar tradisional beralih ke pasar modem. 

Saat ini masih terdapat pasar modem dan pasar tradisional yang letaknya 

berdekalan, misalnya Carrefuur di Mega Mall Pluit berdekatan dengan Pasar 

Muara Kareng, Pasar Pondok lndah berdekatan dengao Carrefour dan Giant 

Lebek Bulus, dan Carrefuur Cempaka Putib yang berdekatao denga Pasar 

Cempaka Putib- Pasar Gembrong- dan Pasar Sumur Batu. Beberapa pasar modem 

ini didirikao dengao jarak kuraog dari 2,5 km. Hal ini bertentangan dengan 

peraturan mengenai Luas dan Jarak Penyelenggara Usaha yang diatur seeara rinci 

pada Pcrda No.2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. Pada Perda itu 

disebutkan pembangunan pasar modem (luas diatas 4000m2
) dengan pasar 

tradisional harus berjarak radius minimal 2,Skm. Narnun, pada kenyataaonya 

masih banyak terdapat peritel-peritel yang tidak memenuhi persyaratan pada 

peraturan tersebut. 

Carrefuur membuka gerai barn di Blok M Square pada Desember 2008, 

dimana pada bangunan tersebut juga terdapat pedagang-pedagang yang terkurnpul 

--------
!) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaau Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern 
14 Dala diperoleh dati "Pasar Tradisional Terancam Punab- Jumlah Pasar Modem Saat 

Ini Sudah Sangat Keterlaiuan,"' Republika, (21 Februari 2008): 18. 
15 Ibid 
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mombentuk pasar tradisional. Keberadaan Carrefour sebagai peritol yang 

mempunyai kemarnpuan keuangan dan popularitas cukup tinggi mempunyal 

potensi untuk melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan persaingan tidak 

sehat. Disamping itu, keberadaan Carrefour berpotensi melanggar Perda No.2 

Tahlln 2002 tentaog Perpasaran·swasta di DKI Jakarta 

Berkaitan dengan Jatar belakang yang Ielah diuraikan diatas, maka peneliti 

akart menyoroti tentang masalah penerapan zonasi penyelenggara usaha peritel 

modem yang dapat mengakibetkan persaingan tidak sehat dilihat dari aspek 

hnkum persaingan usaha 

Berdasarkan 1atar belakang permasalahan tersebut diatas, peneliti tertarik 

untnk meneliti tesis dengan perrnasalahnn tersebut, dengan judul: ''TINJAUAN 

YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PENATAAN LETAK 

PERPASARAN DI DKI JAKARTA BERHASARKAN HUKUM 

PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA" (Studi Kasus: Carr<>four). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menjadikan rumusan masalah 

sehagai berikut: 

I. Apakah penetapan Perpres Nomor 112 Talrun 2007 tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan. dan Toko Modem 

sesuai dengan primlp-prinsip persaingan usaha yang sehat? -

2. Apakah pemberian izin pendirian pasa:r modern dapat mematikan usaha 

pasar tradisiona[ (usaha. kecil) dilibat dari aspek hukum persaingan 

usaha? 

1.3 Tujoan Penclitian 

Penelitian ini bertujuan untnk mengetahui haJ-hal sebagai berikut: 

I. Mengkaji dan manganalisis sejauh mana pemberlakuan Perpres Nomor 

I 12 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, 

Pusat Perbelanjaan, dan T oko Modern dapat menjaga terjadinya 
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persaingan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang 

sehat. 

2. Mengetahui akihat pemberian izin terbarlap pasar modern dapat 

berpengamh terbarlap keberadaan pasar tradkmal sekitarnya, dan 

mengetahui adanya kemungkinan-kemungkinan dalam persaingan yang 

dapat menghambat suatu kegiatan perpasiu-an ditinjau dari Undang­

Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

· . Persaingan Usaha Tidak Sehat. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasit penelitian ini diharapkan dapat memberlkan manfaat serta kegunaan 

baik sccara teoritis maupun secara praktis, 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi 

pembentukan dan pengembangan hukum ekonomi khususnya di bidang 

hukum persaingan usaha. 

2. Kegunaan Praktis 

Dengan disusunnya tesis ini, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 

sumbangan pemikiran bagi lembaga KPPU dan Pengadilan dalarn 

memutuskan perkara yang sama, praktisi, ~tau masyarakat khususnya 

pelaku usaha yang menaruh minat terbarlap hukum persalligan 

1.5 Kerangka Tooritis dao Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Penelitian ini menggunakan teori keadilan sebagai fairness yang 

merupakan kebajikan utama dalam institusi sosial~ sebagaimana kebenaran 

dalam slstem pemikhan16 Disini keadilan tidak lepas dari konsep moral 

mendasar yang dapat didefinisikan dalarn konteks yang melibatkan 

kesadaran rutinitas, dan pengertian moraL Penderitaan yang disebabksn 

16 John hwls (a}. Teori Keadifan: Dasar~Dasar FilM![at Polilik Untuk Mewujudkan 
Kesejahleraan Sosial dalam Negara {A Theory Of Justice], diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dm 
Heru Prasetyu (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), baL3. 
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oleb gejala alam tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan, namun 

yang dapat dikatakan sebagai ketidakadilan adalab kegagalan untuk 

melepaskan diri dari penderitaan tersebut. Sehingga keadilan itu sendiri 

merupakan suatu masalab dimana tidak hanya terdapat unsur kesadaran 

tetapi juga suatu aktivitas yang mernpunyai tujuan17
, Hal-hal yang adil dan 

tidak adil dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu pelakn, tindakan dan urusan 

yang dieiptakan oleh pelakn dan tindakannya sebagai berikut:. 

I. Dalam pengertian yang tradisiomll, keadilan eral hnbungannya 

dengan individu pelaknnya seperti 'hanya Tuhan', 'hanya Raja', dan 

fhanya manusia'. 

2. Dalam penggunaan yang modern, menggambarkan keadilan pada 

suatu thntakan tertentu dan keputusannya daripada pelakunya. 

Tindakan atau keputusan yang adil adalah sesuatu yang sensitif 

terbadap hak-bak dan fuktor yang mempengaruhinya. Sehingga 

tindakan atau keputusan yang tidak adil dapat dikatakan melanggar 

hak-bak tersebut. 

3. Adanya peran institusi yang dapat menunjukan sikap keadilan dalam 

berbagai tingkatannya berupa masyarakat, role of law, dan st,tem 

hukum. Penandaan sesuatu dikatakan adil atau tidak adil pada 

masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda, 

misalnya ditandai dengan adanya pembagian keuntungan dan behan 

yang dilaknkan secara tidak adil Sistem hukum sendirl yang 

diasumsikan sebagai sesuatu yang dengan sendirinya mengikuti dan 

melindungi keadilan dapat pula menjadi adil dan tidak adil''. 

Dalam bukunya yang berjudul A Theory of Justice, Rawls membagi dua 

prinsip keadilan dalam original position, sebagai berikut. 

"First: each person is to have an equal right to the most extentive basic 
liberty compatible with similar liberty for others. Second: social and 
economic inequalities are to he arrange so that they are both (a) 

11 Mark Tebbil, Philosophy of Law, (London: Ratledge, 2000), p3g, 3~15 dalam Teori 
Huk.um yang dikumpulkan oieh Hikmahanto Juwana, hal.4445. 

!& Ibid 
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reasonably expected to be everyone's advantage, and (b) at/ached to 
position and offices open to all. "19 

Prinsip pertama mengatakan bahwa setiap orang mernpunyai bak yang 

sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama 

bagi semua orang"'. Apabila dihubungkan dengan perspektif pasar bebas 

yang dipelopori oleh Adam Smith'\ maka prinsip pertama ini yang paling 

seb-uai'2. Smith mengat.akah bahwa the end of jUstice_ is to secure from injury 

(tujuan keadilan adalah unluk melindungi dari kerugian)23
. Oleh sebab itu. 

uotuk mencapai keadilan maka tidak perlu adanya campur Iangan 

pamerinlah karena pasar akan mengkoreksi dengan serulirinya apahila 

terdapat sesuatu yang tidak sesuai''. Lebih lanjut pandangan Rawls terbadap 

perspektif Smith atas pasar be bas membenarkan prinsip pertarnanya dengan 

mengatakan " ... is consistent with equal liberties and fair equality of 

opportunity''. Namun, didalam implementasi pasar bebas yang sejalan 

dengan prinsip pertamanya ternyata menyehabkan mekanisme pasar gagal 

berfungsi secara balk sehingga dapat menimbulkan ketidakadi!an25
. Hal ini 

dikarenakan, bahwa didabun kebebasan kndrati terdapat persamaan 

19 John Rawls (b): A Theory of Jusrice, (Cambridge: The Belknap Press of llarvad 
University, 1971}, pg.60. 

10 Rawls (a), op. cit., hal72. 
21 Dalam pengcrtim pas.ar bebas, sistem ekonomi pa.sar adalah suatu mekanisme yang 

terinci dan terkoordinasi di"bawah sadar manusia dan sektor usaha melalui sistem hru:ga dan pasar, 
Smith mencitmkm pasar hebas sebagai upaya seseorang untuk mendayagunakan modalnya 
sehingga mampu menghasilkan nilai paling tinggi Dimana dalam usaha pen.ingkatannya, ia fidak 
berniat untuk meningkalkan kepentingan umum dan tidak tabu sejauh mana ia bergerak ke arah itu 
karena tujuannya untuk mengejar kebahagian sendiri. Lihat Adam Smi!lt, An Enquiry into the 
Nalure and Causes of the Wealth ojNaJions, (New York: Modern Librar;,·, 1973), pag.423. 

n Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha_· Filosofi.. Teori, dan Jmplikasi Peneraparmya di 
Indonesia, (Malang: Bayumedia,2007). hal.83-85. 

:n RL. Meek, D.D.Raphael danP.G. Stein, e.J:l, Lectures on Jurisprudence, (Indianapolis: 
Liberty Fund, 1982), pg.9. 

?A Dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation, Adam Smilh memperkenalkan 
prinsip Jnvisble Hand pada mekanisme pasar yang merupakan keseimbangan antara permint.aan 
dan penawnran pada keadaan persaingan yang sempurna. Artinya, apablla terjadi hal-hal yang 
tidak diingiokan pada pasar bebas. maka dengan senWrinya pasar akan mengkoreksi. Smith 
mcnganut paham laissez faire, dimana perekonomian beljalan tanpa adanya campur tangan 
pemerintab. Lihat M unir Fuady, Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat. 
Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003, hlm. 24 dan Samuelson, Nordhaus. Economics, Sixteenth 
Edition. (/few Delhi: Tata McGraw-Hm Edition,199&), hlm.7. 

s Rawls {b). op.cit., pag.272 dan Johnny Ibrahim dalam Hukum Persaingan Usaha: 
GiJosqfi, Teari, dan lmplikasi Penerapannya di indonesia, (Malang: Bnyumedia. 2007), haLl [6-
117. 

Universitas lndone$ia 

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH UI, 2009



13 

kesempatan yang formal. Artinya semua orang setidaknya mempunyai hak 

hukum · yang sama untuk akses pada semua kedudukan sosial yang 

menguntungkan. Dimana setiap orang yang masuk ke dalam pasar dengan 

bakat dan kemampuan yang alamiah yang berbeda-beda, peluang sama yang 

diberikan p3sar tidak akan menguntungkan semua peserta. Sebingga pasar 

bebas yang didalamnya te:rdapat perbedaan bakat dan kemampuan alamiah 

hanya akan menimbulkan ketidakadilan26
• 

Pada prinsip kedua dikatakan bahwa ketidaksetaraan dalam distribusi 

sumber-sumber dapat dibenarkan dengan acuan kepentingan orang-orang 

. yang paling tidak beruntuog. dimana prinsip ini dikenal dengan "prinsip 

perbedaan" atau the difference princip/e27
• Didalam konsep keadilan sesuai 

prlnsip perbedaail, Rawls meletakan kewajiban sehngai parameter keadilan. 

Dimana mereka yang dilahirkan lebih beruntung, mempunyai kewajiban 

untuk melakukan redress terbadap mereka yang dilahirkan tidak beruntung. 

Principle of redress ini tidak diartikan secara bamfiah sebegaimana bagi 

mereka yang dilabirkan lebih beruntung barns memberi ganti rugi kepada 

mereka yang kurang beruntung28
, melaiukan keberuntungan orang yang 

beruntung juga harus meningkatkan ekspektasi orang yang paling tidak 

beruntung: Disini Rawls melihat keadilan dari pola distribusi yang sah jika 

primary goor:Y~ terdistribusi secara merata atau sempuma30
• Prinsip in1 

merupakan sUatu penyempumaan konsep keadilan dalam or~ginal position 

yang sifutnya leksikal dengan mensyaratkan suatu keadilan barns mampu 

melindungi hak serta menjamin terpenuhinya tingkat kepentingan maximum 

dari kelompok masyarakat yang tidak benmtung (the least advantaged)" .. 

u ibrabim, op.cit., haU 17. 
11 Dikemukakan oleh John Rawls dalam "A 1'heory of Justice," sebagaimana dikutip oleb 

Johnny Ibrahim dalam Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teo:ri, dan lmplika$i Penerapannya di 
Indonesia, (Malang: Bayumedia, 2007), hal. It 5. Lihat juga N.E Simmonds, Central Issues in 
Jurisprudence, Law and Right, (London: Sweet & Maxwell, 1986), pagAJ. 

18 Ibrahim, op. cit, haLl15-ll9. 
19 Menuru.t Rawls, yang termasuk primary goods melipnti hak-bak dasar. kebebasan, 

kekuas3an, kewil»!waan. kesempat.an, pendapatan, dan kesejahteraan. 
30 Atif Wibowo, leori Keadilan John Rawls,"" <http;;//staff.blog.ui.ac.id/ari5II2008/ 

l2101/toori-keadi!an-iobn-rawls/#c.omment-lfl367>, diakses 25 Desember 2008. 
11 Ok:Umriza, 1oori Keadilan: Pcrspekrif John Rawls," <http://Qkthariza.multiply.com/ 

iournallitemll2>, diakses 25 Desember 2008. 
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Menurut Pigouvian, didalam sislem ekonorni yang efisien kemungkirum 

tidak menguntungkan semua orang, terutama bagi kelompok rniskin. Karena 

itu rasional bagi individu-individu yang h<irsepakat untuk memastikan 

bahwa gap atau kesenjangan mendatangkan manful!! bagi kelompok 

tenniskin dan meletakkan tangguug jawab ini dalam tangan negara32 , 

Oleh sebab itu didalam perkembangannya teori The Invisible Hand 

kurang sesuai khususnya pada persaingan di pasar bebas karena efisiensi 

yang diciptakan oJeb suatu perusahan tanpa adanya campur tangan 

pemerintab, kenyataannya dapat menimbulkan dampak nega!lf yaitu 

kesenjangan sosial. Pada akhirnya teori ini digantikan dengan teori The 

Visible Hand yang berupa turut campumya pemerintah melalui penyediaan 

perundang-und::mgan untuk memastikan babwa persaingan dapat berjalan 

sesuai yang dihm!pkan33
, 

Lebih lanjut, Rawls berkeyakinan bahwa masyarakat sebagai sebuah 

Jembaga kerja sama sosial bauya bisa berkembaug dengan baik apebila hak­

hak dasar sebagai warga negarn diberi tempet dan dilindungi oleh pelaksana 

negara (pemerbuah) melalui konstitusi34
. Disini hukum dipahami sebagai 

suatu sistem yang berusaba menciptakan keadilan melalui adanya peraturan 

yang mengatur tentang masyarakat. Apabila dihubungkan dengan original 

position maka dapat disimpulkan bahwa sit:J.lasi perbedaan dalam sosial 

ekonorni harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling 

menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah kbususuya 

didalarn tujuan untuk mencapai prospek kesejabteraan, pendapetan, dan 

otoritas35 
• 

.u Lihat Ian Saphiro, Evolusi Hak Dalom Teori Liberal [The Evolution of Rights in 
Liberal Theory], diterjemahkan olch Freedom Institute ( Jakarta: Kedutaan Besar Amerlka Serikat 
Jakarta; Freedom Institute; Yayasan Ohor Indonesia, 2006), hal. 226-227. 

_ n Munir Fuad:y, Hulwm Anti Manopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: 
Citra Adi!7" Baktl, 2003), hll1.24. 

3 Yobanes Ehim More Mero, "Konsep Keadilan Sebagai Fairness Dalarn Perspektif 
John Rawls,"' <http:l/roy.gpera.~?Qrn/efraimmorelblog/2007/i lll7Jkonst-politik-john-rawls>, 
diakses 25 Desember 2008. 

15 Lihat Heny Priyono, Teori Keadilan John Rawls, dalam: Tim Redaksi Oriyarkara 
(Ed.), Diskursus Kema$Jir.trakaran dan Kem(mtJsiaan, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993) 
ha!.38 dan Theo Hujbers, Filsafat Hultum dolam Lintasan Sejarah, (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 
ha1.200 dalam Datji DbarmodiharjQ dan Shidarta, Pokok-Pokok Filsafat T.fukum: Apa dan 
Bagaimana Filsaftll Hukum Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 2004), ha!.165. 
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Indonesia memiliki konsep keadilan yang secara tegas dapat ditemukan 

dalam dasar ncgara PancasiJa yaitu sila ke-2 yang berbunyi '1KemanusiUan 

yang adil dao beradab", dao sila ke-5 yang berbunyi "Keadilao sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia". Artinya dengan adaoya keadilan sosial yang 

hendak dicapai maka akao terciptalah negara · hukum di Indonesia*. 

Keadilan Pancasila mengandung arti bahwa setiap orang di Indonesia akan 

mendapat perlaknan yang adil baik dalam bidang bnk:um, politik, sosial, 

ekonomi dan kebndayaon. 

Didalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan 

pencapaian mllsyarakat yang adil dao makmur, perekonomian disusun 

berdasar etas demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang­

Undang-Undang Dasar 194537
• Demokrasi ekonomi bertnjnan untuk 

mengutamakan sebesar-besamya kemllkmuran rakyal. Dan oleh sebeb 

pentinguya kedilan dalam penggunaan sumber daya alam mal<a demokrasi 

ekonomi disosun berdasarkan usaba bersama yang berasaskan kekeluargaan, 

artinya masyarakat bebas me)akukan distribusi secara maksima1 dalam 

pernenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok:nya selama mampu menciptakan 

kehidupan kemitraan antar pelaku ekonomi yang sa1ing ketergantungan dan 

saling menguntungkan. Sebagaimana Ielah diketahui mengenai difference 

principle oleh Rawls~ -maka tujua:n adan)la derookrasi -ek9nomi yaitu 

membatasi agar tidak terjadi kemllkmuran yang terpu.'lat pada . orang 

seorang, sek.elompok orang~ atau perusahaan yang tidak sesuai dengan 

prinsip kedilan dao pemerataan. 

36 Pasal I ayat (3) Undang~Uodang Dasar 1945 menyatakan bahwa 'indonesia adalab. 
Negara Hukum", dengan dcmiki.an terdapat bebetapa unsur-unsur turunan yang diakui didaiamnya 
meliptrti: 

I. Kepastian bukurn yang berupa asas 1egalitas; undang--undang yang mengatur 
tindakan yang berwenang sehingga warga dapat mengetabui apa yang dapat 
diharapkan; undang-undang tidak boleh beriaku surut; hak asasi dijamin dengan 
undang-undang.; pengendalian yang bebas dari pengaruh kekuasaa.n lain; 

2. Asas persamaan yang meliputi hak untuk memilib dan dipilih bagi warga negara dan 
peraturan untuk badan yang ditetapkan oleh parlemen; parlemen mengawasi tindakan 
pemerintah; 

3. Asas pemerinlahan untuk rakyat melipoti hak asasi yang dijamin oleh Undang­
Undang Dasar; dan adanya pemerintahan sec.ata efektif dan e6sien. 

L.ihat M. Seheltema dalam "De Rechtsstaat Herdacht," sebagaimana dikutip oleb Azhary dalam 
Negaro Rulwm Indonesia, (Jakarta: UI-Press, 1995). hal. 50. 

37 Indonesia (a), Umlang-Urrdang Dasar 1945, ps. 33 ayat (4), 
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Dalam penelitian ini akan dibabas mengenai adanya dua pelaku 

ekonomi yang memiliki Jatar belakang ekonomi yang berbeda, dan 

upayanya dalam memperoleh kesempatan usaha yang adil. Pelaku usaba ini 

diwajibkan untuk menganut asas demokmsi ekonomi dengan 

memperhatikan keseimhangan antara kepentingan pelaku usaha dan 

kepentingan umum3*. Demokrasi ekOnomi disini merupakan sistem 

perakonomian ke a.rah open market (pa.sar terbuka), dimana pam pelaku 

uSaha bebas 'memasuki pasar, yang berarti tidak ada -artificial barrier balk 

dari pem.erintah maupun dari para pelaku usaha yang besar dan dominan 

pada pasar bersangkutan. Pasar bebas pada umumnya bertujuan untuk 

memaksimumkan perolehan kekayaan melalui efisiensi ekonorni. Namu~ 

adanya pasar bebas memungkinkan dapai menyebabkan pelaku ekonomi 

lemah tidak marnpu bersaing dengan pelaku ekonomi kuat. Hal ini 

disebabkan pasar tidak mengadepankan isu-isu yang berhubnngan dengan 

kepatutan dan keadilan, sesual dengan pendapat Malloy bahwa: 

"The market does not care about the issue of fairness or justice. 
Allocation of scarce resources is made on votes of dollars in the market 
place. The market leaves it to society to provide an equal opportunity 
for all people to have a chance at success and earning the money to 
cast their 'vote'. As long as there are no artificial barier to success, no 
one should be offened by the functioning of the marke/39

. " 

"Pasar tidak peduli terbadap isu-isu yang berkaltan dengan kepatutan 
. dan keadilan. Alokasi terbadap sumber-sumber yang langka dibuat 
bardasarkan pilihan terbadap nilai tukar di pasar. Pasar menyerabkan 
kepada masyarakat untuk memberikan peluang yang sama terbadap 
semua orang guna mencaoai kebethasilan dan memperoleh uang 
berdasarkan pilihan mereka. Selama tidak ada rintangan yang diadakan 
untuk memperoleh keberhasilan, maka tidak seonutg puo akan dibuat 
kecewa oleh berfungsinya pasar40.» 

Untuk mencegah teijadinya pemusatan kekayaan pada individu atau 

kelompok tertentu, dan uotuk mengbambat adanya peluang perilaku 

mematikan terhadap pelaku ekonomi lainnya di pasa:r, maka perlu dibentuk 

n Indonesia (b), Undang·Undang Tentang Larangan. Praktek Monopofi dan Persainga" 
Usaha TidakSehat, UU No.5 Tahunl999, LNNo. 33 iahun 1999, TLN No. 3817, Pa.sal2. 

n Ibrahim, ioc.cit.,haL 63·64. 
40 ibid. 
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suatu perundang-undangan yang s= khusus mengatur masalah yang ada. 

Dalam penelitian ini, Undang-Undang Nomor 5 Tabun 1999 tentang 

Larangan Praktek Monopeli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat herlakn. 

· Disini peoeliti akan memhabas apakab substansi regula.<i yang ada sesuai 

dengan: permasalahan yang terjadi sehingga benar dapat menciptakan 

persaingan yang sehat. 

Kelabiran regnlasi dihentuk oleh para. regulator dengan asumsi 

- berdasa.rkan public {merest selurubnya. Namun. pada kenyataannya 

seringkali dibalik proses penyusunan suatu ~gulasi itu terjadi kompromi 

antara kelompok-kelompok lrepentingan atau interest groups yang 

menggnnakan pilihan-pilihan rasional paling ekooomis menurut mereka. 

Pada akhirnya peneliti akan menyimpulkan apakab hukum alan regnlasi 

yang berlakn dapat mef\iadi suatu landasan herpijak dan aturan main yang 

sama {level p/ayingfie/d) terhadap masing-masing pelaku usaha dalarn pasar 

tersebut. 

2. Kerangka Konsepsual 

Dalam penelitian ini dignnakan beherapa istilab yang berkaitan dengnn 

obyek penelitian, gnna mel\gbindari berbagai pena1Siran atas istilab-istilah 

yq digunakan, dihawah ini dikemukakan haherapa definisi operasional: 

a. Pelakn usaha41 adalah setiap Oral\g perornngan atau badan usaha, baik 

yang herhentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan 

dan herkedudukan atau melaknkan kegiatan dalam wilayah Republik 

Ind~nesia, baik sendiri maupun bersama-sama meJa1ui perjanjian 

penyelenggaraan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 

b. Usaha keci142 adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan 

mernenuhi kriteria kekayaan bersih atau basil penjualan tabunan serta 

kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang inl. 

41 Indoncsia (b), loc..cii, Pasall angka 5. 
41 lndonesia (c), Undtmg~Undang Usaha Kecil, UU No.9, LN No.74 tahun 1995, TI . .N 

No.361l, Pasal 1 Angka l. 
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c. Pasar43 adalah sanma /tempat usaha untuk melakukan transaksi jual 

bali umum milik swasta dan atau pemerintah daerah, tempat pedagang 

seeam toratur dan lang:rung memperdagangkan barang dan jasa. 

d. Kekuatan pasar (mar/ret power)44 adalah kemampuan dad sualu 

perusahmm untk mengendalikan (dalam bat""·batas tertentu) barga 

penawaran dan syarat penjualan produknya tanpa segera mendapat 

gangguan persaingan. 

e. Pasar serba ada (hypermarket)" adalah sarana/ tempat usaha untuk 

melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga 

termasuk kebutuban sembilan bahan pokok seeam eceran dan langsung 

kepada konsumen akhir, yang didalamnya terdiri dari pasar swalayan 

dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangonan 

pengelolaannya dilakukan secara tunggal yang Juas hmtai usahanya 

lebih dari 4000m2 dan paling basar (maksimal) 8000m2. 

f. Pasar bersangkutan 46 actalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan 

atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaba atau barang dan/ 

atan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari harang dan/atau 

jasa tersebut. 

g. Pangsa pasar47 adalah presentase nilai jual atan bali baraug atau jasa 

!ertentu yang dikuasai oleh pelaku usaba pada pasar bersangkutan 

dalam t!lhun kalender tertentu. 

h. Stroktut pasar" adalah keadaan pasar yang memberikan petunjuk 

tentaug aspek-aspak yang memiliki pengarub panting terhadap 

perilaku usaba dan kine!ja pasar, antara lain jumlah penjual dan 

pembal~ hambatan masuk p:isar dan keluar pasar, keragaman produk, 

sistem distribusi, dan penguasaan pasar. 

43 Pasall Angka 13 Peraturan Daerah No.2 Tahun 2002 tentang Perpasaron SwasJa. 
44 Collins, Kamus Lenglt.ap Ekonomi, Edisi ke-2, (Jakaria: Erlangga). 1994-,hal-399, 
45 Pasall Angka 17 Pcrda No.2 Tahun 2002tentang Perpasarnn Swasta. 
~ 6 Indonesia (b), /()C.cit., Pasa:i l Angka 10. 
47 !bid., pasai 1 aogka f3_ 
"~ Ibid, pasal J angko. l L 
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1. Perilaku pa.sar49 adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dalam kapasistasnya sebagai pemasok atau p_embeli barang dan atau 

jasa untuk mencapai tujuan purusahaan, antara lain pen-capaiau laba, 

pertumbuhan aset, target penjualan, dan metode persaingau yang 

dignnakan. 

J. Monopeli50 adalah penguasaan atas produksi dau aiau pemasaran 

ba.rang dau ;rtau penggunaau jilsa tertentu oleh satu pelaku usaha atau 

satu kelompok pelaku usaha. 

k. Pernnsatan kekuatan ekonomi51 adalah penguasaan yang nyata atM 

suatu pasar bersangkntan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga 

menentukan harga barang dan a tau jasa. 

I. Persaingan usaha tidak sehat'' adalah persaingau antara pelaku usaha 

dalam menjalaukan kegiatan produksi dan atau pemasaran harang atau 

jasa yang dilakukan dengau cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha. 

m. Konsumen:s3 ada1ah setiap pemakai dan atau pengguna barang dan atau 

jasa haik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan 

pihak lain. 

n. Perjanjian54 adalah suatu perhuatan atau lebih pelaku usaha untuk 

mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan · 

nama apapun, baik 1ertulis maupun tidak tertulis. Perjanjian ini 

dibedukan menjadi perjanjian vertikal dan perjanjian IIDrisontal 

Perjanjian vertikal yaitu perjanjian dari hulu ke bilir antara pelaku 

usaha dengan pihak pemasok. Sedaugkan · perjanjian horisontal yaitu 

perjanjian antar pelaku usaha yang sejajar. 

49 lbid., Pasai 1 angka 12. 
50 Ibid., pasal I angka L 
"' Ibid .• pasal l angka 3. 
jt Ibid.., pasal I angka 6. 
SJ Ibid., pasal 1 angk:a 15. 
54 Ibid~ pasall angka 7. 
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1.6 Metode Penelitian 

Pendekatan utama yang akau digunakan dalam penelitian untuk keperluan 

tesis ini adalah metode yuridis norruatif'', yaitu penelitian yang ditujukau untuk 

meneliti adn tidaknya indikasi perbuatan persaingan ~ usaha tidak sebat 

dihubungkan dengan norma-norma hukum yang terdapet dalam peraturan 

perundang-undaugan dan putusan-putusan pengadilan. Mengingat norma-norma 

hukum tersebut mengandung nilai-nilai filosofis, maka dengan mengunakan 

pendekatan yuridis normatif diteliti pula penguasaan pasar dan posisi dominan 

berdasarkan prinsip role of reason dan per se illegaL 

Sebagai penelitian yuridis normatil; maka penelitian ini berbasis pada 

anaHsis norma hukum. balk hukum dalam arti law as it written in the bo(Jks 

(dalam peratur.m perundang-undangan), maupun hukum dalam arti law as it is 

decided by judge through judicial process (putusan-putusan pengadilan)". 

Metode ini tidak mementingkan data secara lruantitas tetapi lebih menekankan 

kepada analisis pendalaman. Pembahasan masalah ditelusuri dengan menyusun 

data secara slstematis, seJanjutnya dianalisa secara kualitatif yang disusun dalam 

uraian kaUmat. 

Didalam mengkaji peneiitian tesis ~ peneliti menggunakan metode 

penelitian preskiptif yaitu penelitian yang ditujukan unluk mendapatkan saran­

saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatas'i masalah~masalah 

tertentu. 57 

Guna memtnJang metode penelitian tersebut diatas, dilakuk.an penelitian 

kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk 

memperoleh data sekunder baik berupa baban hukum primer, hahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier. Se!ain daripada itu akan dilalrukan suatu 

penelitian lapangan yaitu melalui wa\Vancara. Bahan hukum primer berupa 

wawanca:ra dan produk Jemhaga legislatif", yaitu bahan hukum yang mempnnyai 

ss Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Jlukum, CeL3 (Jakarta: Ul~Prcss,1986). 
hai.SO. Soerjono Soekanto menghubungkan peneJltian hukum normatif dengan pengertian bukum 
sebagai Umu pengetabuan, kaedah dan norma, Hokum sebagai tata hukum positlf. Keputusan 
Pengadilan,ja1inan nilai~nilai. 

S6 Ronald Dworkin. Legal Research, (Daedalus: Spring, 1973), hal250. 
n Soerjono Soekanto,loc,cit., hat i 0. 
u Enid Campbell, et.aJI., Legal Research, Materials and Methods, (Sydney: The Law 

Book Company Limited. 1988), pg.l. 
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kekuatan hukum yang mengikat dan relevan dengan rnasalah yang sedang diteliti 

yaitu Peraturan Perundang-undengan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel 

ilmiah, jurnal, basil seminar, makalah, huku-huku, dan dokumen-dokumen. Bahan 

hokum tersier dipero!eh dari majalah hukum, buletin hokum, koran-kuran dan web 

· site. Adapun bahan llukum tersier meliputi bahan hukum yeng dapat memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap baban llukum primer dan sekunder, yaitu 

kamus hukum ekonomL 

1.7 Sistematika Penulisan 

PenUJisan tesis ini disusun ke dalam lima bab yeng sistematikanya sebagai 

berikut: 

Pada BAB I yang merupekan pendahuluan dari tesis ini, peneliti 

mengemukakan Jatar belakang serta rumusan masalah yang akan dibahas dalam 

,, tesis ini. Seianjutnya peneliti mcnuliskan mengenai tujuan kegunaan penelitian 

yeng dilakukan, metode penelitian yang digunakan, kerangka pemikiran yang 

berupa kerangka teoritis dan kerangka konseptua~ dan sistematika penulisan guna 

mempernrudah untuk mengetahui isi dari tesis ini 

Bab II menguraikan mengenai aspek hokum persaingan usaba yang 

membahas prinsip-prinsip persaingun usaba yeng sehat, struktur pasar, keadaan 

pasar, dan hambatan-harnbatan dalam persaingan usaha yeng dapet 

mengaldbatkan persaingan usaba tidak sehat. 

Selanjutnya dalam Bab lii membahas mengenai peranan pemerintah dalam 

meningkaikan iklim persaingan usaha yang sebat. Pemerintah selaku pibak 

regulator dan pengawas mengeluarkan kebijakan-kebijakan bempa parlindungan 

usaba keeil, pemberian izin usaha, dan pengawasan terbadap hubungan persaingan 

antara pasar trndisional dan pasar modern. 

Pada bab lV, peneliti membahas mengenai profil perusahaan Carrefour 

beserta pang;.a pasarnya. Peneliti mengemukakan gambaran umum mengenai 
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penerapan perkara yang berkaitan dengan penernpan le!ak pendirian usaha yang 

bertentangan dengan Perda No.2 Talmn 2002 ditinjau dari Aspek Huknm 

Persaingan Usaha. Peneliti juga membahas adanya kemungkinan tindakan 

Carrefour yang dapat merugikan pasar tradisiona1 terkait dengan masalah zonasi. 

Adapun pemberian izin .terhadap Carrefour untuk melakukan kegiatan berlokasi 

yang sama dengan pasar tradisional akan dianalisis sesuai prinsip-prinsip bukum 

persaingan usaha demi tujuannya menciptakan iklim persaingam usaha yang sehat 

dan kondusiE 

Bab V merupekam penutup dari tesis ini, yang meliputi dua sub bah, Sub hab 

yang pertama mengenai kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tesis ini, 

dan sub bab yang kedua mengenai saran-saram yang peneliti berikan berdasarkan 

pemha:hasan bab-bab sebelumnya. 

Univer.sitas Indonesia 

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH UI, 2009



BAB2 

liUKUM PERSAINGAN USAliA Dt INDONESIA DALAM UPAYA 

MENINGKATKAN PERSAINGAN SEliA T DI PERP ASARAN 

INDONESIA 

2.1 Peoyelenggaraan Perpasaran di Indonesia 

2.1.1 Tinjauan _Umum Tentang Pasar T.radisional dan Pas'ar Modem 

Pengertian pasar adalah area tempat bertemunya pihak penjual dan 

pembeli untuk melaksa.nakan trausaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang 

menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisiona! dan 

Pasar Modern, dan menurut pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi Pasar 

Eceran dan Pasar Perkulakanf Grosir59
. 

Pada nmumnya Pasar Rite! dibedakan menjadi dua yaitu pasar trndisional 

(wet market) dan pasar modem (modern market). Pasar trndisioual adalah pasar 

yang diba.ngun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerinlah Daerah, Swasta, Badan 

Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan . 

swasta dengan. tempif usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang 

dimiliki/dikelola oleh pedagang, meoengah, Sw.daya masyarakat atau koperasi 

dengan usaha slrala keci~ modal kecil dan dengan proses jual beli barang melalui 

tawar mcnawar60
• Ciri kbas utama dalam pasar tradisional yaitu adanya proses 

tawar menawar antara pembeli dengan penj~. biasanya penjua:I melayani 

kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen. Berbeda dengan pasar modern yaitu 

pusat belanja seperti Plaza, Mal~ Sboping Centre, dan sejenisnya yang 

pengelolaannya dengan menggunakan metode manajemen modern, diduknng 

dengan telmologi modern, serta mengotamakan pelayanan kenyamanan 

berbelanja. Ciri khas utama pasar modem yaitu baraog ditawarkan dengan harga 

59 Indonesia (a}, Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia 
Nomor 4201MPP/KepfJO/l997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. 

60 Lihat Pasal 1 Angka2 Peraturan Preslden :Rcpublik lndonesiaNomor 112 Tahun 2007 
tentang Penatun dan Pembinaan Pasar Tradisiooai, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem. 
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tetap ({VU!d price) dan terdapai label lmrga (bar code)61
• Hal lain yang 

membedakan antara pasar modem dan pasar tradisional yaitu dari segi kebersihan 

dan keamanan, pasar modem lebih unggul daripada pasar tradisional. 

Pasar tradisional identik dengan tawar menawar dan hal inilah yang 

menjadi keWJggulan daripada . pasar modern. Tawar menawar pada pasar 

tradisional merupakan kebudayaan yang masih penting untuk dipertahankan, 

sebab hanya· pada pasar tmdisional unsur interaksi secam manusiawi antara 

penjual dan pembeli terjadi. Pada awalnya, didalam pasar tradisional terdapat 

beberapa penjual yang menawarkau barang dagangannya masing-masing dengan 

lmrga yang beragarn. Oleh karena didaliunnya terdapat banyak penjual dengan 

lmrga yang berbeda, maka membebaskan konsumen untuk ikut menentukan lmrga. 

Hal demildan menyebabkau posisi tawar penjual dalam penetapau lmrga 

cenderung menjadi lemah Seiring semakin meningkatnya kebutuhan mauusia, 

munculab pasar modern yang memberlakukan lmrga pasti atau tidak dapat 

ditawar. Disini konlrol harga yang pada awalnya berada di Iangan korn;umen 

beralih ke tangan penjual sehingga bargaining power konsumen menjadi lemab 

karena tidak dapat menentnkan harga tawar menawar. Sejalan dengan 

perkembangan ja:man, sebagian besar masyarakat lebih menyukai berbelanja di 

pasar modern. Hal ini dikareoakau pasar modem memberikan pelayanan jasa yang 

bail<. ruangan nyarnan foil AC, penyajian barang-lmrang yang menw:ik, lmrga 

past~ self service, dan babkau dapat menjadi tempat rekreasi bngi keluarga dimana 

pasar modern menyediakau kebutubanrumab langga62
• Babkan takjanmg lerdapat 

suatu pasar modern yang memberlakukan harga promosi yang sama seperti yang 

ditawarkan pada pasar tradisional atau bahkau lebih murnh. 

Pada umumnya pasar modem dikatngorikan menjadi63
: 

J. Mini swlayan (mini market) yaitu jenis usaha rite! yang menjual 

lmrang-lmrang kebutnban rumab tangga sebari-lmri diutamakan prodok 

61 Indonesia (b). Keputusan Mented Perindustrian dan Perdagangan Nomor 
23/MPP/Kep/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan Menteri Perinduslrian dan 
Perdagangan Republik Indonesia, Ps, I Agk. 42. 

62 Adrl Poesoro, "'Pasar Tradisional di Era Persningan Global ," SMERU (April-Juni 
2007): 3-5. 

~ Liltat Perntnran Presiden Nomor 112 tatum 2007 tentang Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradlsional, Pu.sat Perbelanjaan, dan Toko Modern bandingkan dengan Pcraturan Daerah 
Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, 
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makanan dan minuman dengan cara self service. Luas lantai usahanya 

kurang dari 400m2
. Mini market biasa dikenal dengan convenit:nce 

store, dengan ciri khas jumlah check out caunter (kasir) seba:nyak 1-2 

buah. Contoh Alfa Midi, Am Pm, dan Circle K. 

2. Pasar swalayan {sllpermarket) yaitu jenis · osaha rite! yang 

konsumennya dapat melayani sendiri produk yang dibutuhkan mulai 

dari proses mencari pmduk, memba:ndingkan barga dan produk, hingga 

memutuskan . ullluk memllih produk yang diinginkan. Produk yang 

dijual berupa barang-barang kebutuben rumah tangga termasuk 

kebutuben sembilan bahan pokuk secara eceran, contohnya Hero, 

D'best, dan Golden Truly. Luas lanta.i usahanya berkisat 400m2
-

5.000m2. 

3. Toko serba ada (departement store) yaitu toko atau tempat kegtatan 

usaha cceran yang dikelola seeara tunggal, baik berdiri sendiri maupun 

yang merupakan bagian dari suatu pusat pertokoan/pusat perbelanjaan 

yang menjual berbagai macam sandang dan barang kebutuben rumah 

tangga, bukan kebutuben sembilan bahan pokok., yang disusun dalam 

baglan yang terpisah-pisah dan dalam pelayanannya dibantu oleh 

prnrnuniaga Luas lanta.i usaba:nya diatas 400m2
. Misalnya Malabar~ 

Metro, dan Sogo. 

4. Pusat perbelanjaan {mall/ plaza) yaitu tempat usaha atau suatu area 

tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan 

secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada 

pelaku usaba atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 

perdagangan. 

5. Hypermarket yaitu toku dengan ukuran yang sangat Iuas yang 

menawarkan ha.rga rendah dan merupakan gabungan departement store 

dan pasar swalayan dalam satu gadung. Luas lantai usahanya diatas 

5.000m'. 

6. Perkulakan yaitu suatu jenis us aha rite! yang meJ1iual kebutuben rumab 

langga sehari-bari atau komomditi yang diperlukan oleb lusinan, 
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kodian, grosiran, dan takaranl timbangan. Luas lantai usahanya diatas 

5.000m'. 

Di Indonesia, evolusi perpasaran dari pasar tradisional menuju pasar 

modem ditandai mulai dari sebelum tahun 1960-an dimana perkembe.ngan rite! 

masih dikuasai oleh toko tradisional atau para pedagang-pedagang independen 

lokal. Em tahun 1960-an mulai masuk toko zitel modern dengan konsep 

departemenf store yang ditandai dengan dibukanya toko serba ada Sarinah pada 

tabun 1962. Hingga kioi Sarinah dikenal sebagai pioneer departement store di 

Indonesia. Kemudian pada tahnn 1972 mulai masuk Gelael Supermarket dan 

diilruti dengan badimya new entrants Hero Supermarket. Pada saat itu pangeman 

pasar modern adalah swalayan yang pelayanannya dilukukan oleh konsumen 

sendiri karena toko tidak menyediakan pramuninga. Baraog-baraog yang 

dipe!jualbetikan diletakan di rak-rak/ tempat display barang sehingga 

memudahkan konsumen uotuk mengambil sendiri barang yang hendak dibeli. 

Pada tahun yang sama hadir toserba Matahari64 yang merupakan toko sandang. 

Kemudian diikuti dengan hadirnya Golden Troly, dan supermarket lainnya seperti 

Ramayana, dan Yogya. Pada tahun 1987 mulai dikenal convenience store atau 

swalayan kecil di Indonesia dengan hadirnya Circle K yang merupakan waralaba 

asal USA65
• Demikian pula diilruti dengan kehadiran lndomaret. Superindo, dan 

lndogrosir. 

Memasuki tahun 1990-an, Indonesia menjndi incaran hagi pihak asing untuk 

menanamkan bisnis ritelnya di Indonesia. Pada era ini konsep deparlement stare 

mengalami perkembangan hlngga bermunculan high class de.partement store 

sehagai bentuk inovasi rite! yang ditujukan pada segmen kelas atas. High class 

departemenf store ditandai dengan masuknya Sogo departement store asal Jepang 

(basil k02ja sama waralaba dengan group Gajah Tunggal) tahun 1990, dan diikuti 

oleh Metro departement store asal Singapore (hasil kerjasama waralaba dengan 

group Rajawali) pada tahun 1992. Kemudian di tahun-tahun berikutnya masuk JC 

Penny, Yaoban, Mark&Spencer, dan berbagai outlet high fashion lainnya. Hingga 

64 Pada awalnya Matahari merupakan toko pakaian (sandang) yang didirikan oleh Hari 
Darmawa:n dan isteri padn !Bhun I9SS. Gerni pertama toko Matabari berada di Pasar Baru Jakarta. 
Didalam pengembangan u.sahanya toko Matahari memperluas usaha: dengan membentuk toko 
serba ada atau depa.rtement st<Jre pada tahun 1972. 

t.s Liliat PT, Bisinfocus Data Pratama, op.cit.~ bat4-8. 
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pada tahun 1998 muncul Carrerour sebagai transformasi dari pasar swaiayan 

menuju pasar serba ada hipe~;market. Perkembangan pasar modern oleh ritel asing 

pasca tahun 1998 semakin marak, hal ini disebabkan oleh adanya liheralisasi 

melalui Keppres No. 99/1998 yang memberikan kebebasan kepada investor asing 

untuk berperan dalam hiSnis rite I Indonesia66. 

2.1.2 Kebij~kan Pasa'." di Indonesia 

Liberalisasi Pa.sar rite1 terjruli semenjak diberlakukannya Keppres 

No.991!998 tentang Bidang Usaba yang Dicadangkan untuk Usaba Kecil dan 

Bidangl Jems Usaba yang Terbuka untuk Usaha Menengali atau Usaha Besar 

dengan Syerat Kemitraan dan SK Menteri lnvestasi No.29/SK/1998 tentang 

pencabutan Keputusan Menteri Negara Investasi No. 11/SK/1998 ten tang 

Pelll!llllrnan Modal di Bidang Perdagangan Besar dan No.J2/SK/1998 tentang 

Penanaman Modal di Jlidang Perdagangan Eceran. Kebijakan tersebut pada 

dasamya selain untuk memberikan kesempatan terhadap investor asing untuk 

menanamkan modalnya di Indonesia, bertujuan untuk67: 

L Mengembangkan persaingan yang sehat, adi~ dan menghilangkan 

hamhatan yang menggarggu ekonomi pasar. 

2. Mengemhangkan perekonomian yang berorientasi glohal sesuai 

dengan kemajuan teknologi melaM pembangunan keunggulan 

kompetitif dan keunggulan. 

3. Mengembangkan industrl, perdagangan dan investasi dalam rangka 

meaingkatkan daya saing global. 

4. Men,gembangkan hubungan kemitraan <Ialani bentuk keterkaitan usaba 

saling menunjang dan menguntungkan antara usaha besar, menengah 

dan kecil dalam rangka rnemperlruat struktur ekonomi nasional. 

Sebagai tanggapan atas dikelnarkannya kebijakan tersebut · diatas, di 

bidang rite! banyak investor yang menanamkao modalnya di Indonesia. Sementara 

66 Bandingkaq PT. Bisinfocus Data Pratama_ op.cif., hal. 8--11 dengan "Metamorfosis 
Toko Retail Modem Indonesia Case Study Kroditmart", <http,:/fmdocasbregister.com/taglbisnis­
eceran/> , diakses 29 Maret 2009. 

67 Lihat Dirclaorat Sina Pasar dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 
Depart em en Perdagangan. op.cit., baL33. 
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itu, masyarakat Indonesia yang cendenmg mudah beradaptasi terbadap gaya hidup 

Barat mulai dapat menerima ritel asing. Hal ini mengakibatkan mudahnya peritel 

modern asing melakukan ekspansi. Apabila perluasan usaha ritel asing sudah 

sangat melebar, tentunya akan meresabkan sektor ritellokal tennasuk didalamnya 

pasar tradisional dan usaha kecil. Tedebih apabila lokasi pembangunan suatu rite! 

asing dilakukan berdekatan deogau ritellokal Untuk mengatasi keresahan pada 

rite! lokal tersebut dan demi tercapainya tujuan penataan dan pembanguuan 
. . . 

perpasa:ran68~ maka -dikeluarkan-Pe~ Presiden Republik Indonesia Nomor 

112 1'ahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan, dan Tokn Moderri. Dimana pada kebijekan ini diatur mengenai 

peogaturan :ron.asi, syarat perdagaagan, izin pengelolaan, dan peogembangan 

kemitrsan. Perpres ini mengacu pada masing-masing kebijekan peraturan daerab, 

di DKI Jekarta berlaku Peratw:an Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Perpasaran Swasta Di Propinsi DKI Jakarta. 

Adapun dasar hokum peratw:an perpasaran di Propinsi DKI Jakarta 

sebelum dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2002 terdapat pada: 

L Kep. Menperindag No. 76/Kp.llllll978 tentang Bidang Usaha 

Perdagaagan yang Terbukn dalam Rangka Penanaman ModaL 

2. lnpres Rl No.7 tahun 1982 ten tang Bantuan Kredit Pembangunan dan 

Pemugarim Pasar. 

3. Perda No.6tahun 1982 tentang Pengurusan P.Sar di DKI Jakarta. 

4. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.240 rahuo 1983 tentang Ketentuan 

Pembangunan Pusat-Pusat Pertokoan/ Pembelanjaan/ Perdagangan 

dan/ atau Pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan/atau 

Swadaya Masyarakat di Wilayah DKI Jakarta 

5. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.242 tahuo 1983 tentang Prosedur 

Pengajuan Permobonan dan Petunjuk Pelaksanaan Pernbangunan Pusat 

Pertokoan!Perbelanjaan/ Perdagangan dan/atau Pertokoan yang 

&s: Dalam rangka pengembangan industri dan perdagangan barang daiarn negeri serta 
kelanc.aran distrubusi barang perlu memberikan pedoman bagi penyelenggarrum pasar trndisional, 
pusrat perbelanjaan dan toko modem, serta oorma·norma keadi!an. saling menguntungkan dan 
tanpa tckanan dalam hubungan antara pemasok barang dengan toko modern serta pengembangan 
kemitraan dengan usnha kecil, sehlngga tereipta tertib persalngan dan keseimbangan kepentingan 
produsen, pemasok, toko modern dan konsumcn. Libat Perpres No. i 12 tahun 2007. 
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dibangun oleh Pihak Swasta dan/atau Swadaya Masyarakat di Wilayah 

DKIJakarta. 

6. In. Gubemur KDKI Jakarta No.2129 tahuu 1984 tentang Rekomeadasi 

Pembanguuan Pertokoan di Wilayah DKI Jakarta. 

7. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.718 iaJam 1985 tentang Juklak SK 

No.240tahun 1983. 

8. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.241 tahun 1985 tentang Ketentuan 

Kegiatan Usaha Pasar Swalayan atau Supermarket di Wilayah OK! 

Jakarta. 

9. Kep. Gubemur KDKI No.947 tahun 1992 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penyetoran dan Pencairan/ Pengguuaan Dana Kompensasi 

Pembanguuan Pusat-pusat Pertokoan/ Perbelanjaan! Perdagangan dan! 

atau Pertokoan di OK! Jakarta. 

10. Keppres R1 No.32 tahun !992 tentang Daftar Bidang Usaba yang 

Tertutup bagi Penanaman Modal. 

II. Perda DKI Jakarta No.8 tahun 1992 tentang Pengnsahaan Perpasaran 

Swasta di DKI Jakarta. 

12. Keppres R1 No .54 tahun 1993 tentang Daftar Bidang Usaha yang 

Tertutup bagi Penanaman ModaL 

13. Keppres R1 No.5! tahun 1995 tentang Daftar Bidang Usaba yang 

Tertutup bagi Penamunan Modal. 

14. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.67 tahun 1996 tentang Pernbentukan 

Tim Pengendalian Kegiatan Usaha Pasar Swalayan/ Supermarket di 

DKI Jakarta. 

15. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.405 tahun 1996 tentang Klasifikasi 

Bangunan Pusat Pertokoan/ Perdagangan/ Perbelanjaan dan/atau 

Pertokoan yang dibangun oleh Pihak Swasta dan! atau Swadaya 

Masyarakat di DKI Jakarta. 

16. Kep. Bersarna Menperindag dan Mendagri No.l45/MPP.Kep/5/!997 

dan No.57 tahun 1997 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar dan 

Pertokoan. 
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17. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.846 tahun 1997 tentang Petunjuk 

Teknis Pemungutan Retribusi Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKJ 

Jakarta. 

18. Kawai. Mendagri No.511.2/201/PUOD tahun 1997 tcotang 

Penggunaan lzin-izin barn bagi Pemhangurum Pasar Modern. 

19. Kep. Menperindag No.261/MPP/Kep/7/1997 tentang Pembentukan 

Tim Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertolroan PusaL 

20. Kep. Menperindag No.420/MPP/Kepll0/!997 tanggal 31 Oktober 

1997 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar dan Pertokoan. 

21. Kep. Gubernur KDKI Jakarta No.1518 tahun 1997 tentang 

Pembeolukan Tim Peneliti Kegiatan Usaha Grosir di DKI Jakarta. 

22. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.l930 tahun 1997 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengusahaan Perpasaran Swasta di DKI Jakarta. 

23. Sural Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.300/DJPDNIXI/1997 

tentang Prosedur Perijinan Pasar Modem. 

24. Letter of Intent tanggal15 Januari 1998 yaag berisi tentang pencabuta.o 

larangan bagi investor asing (PMA) untuk masak dalam industri rite! 

Indonesia dimana masuk dalam kriteria negatif investasi_ 

25. Kep. Menperindag No.23/MPP/Kep/l/1998 tentang Lembaga­

Lembaga Usaha Perdagangan. 

26. Surat Mendagri No.5! 1.21834/PUOD tahun 1998 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan Dasar dan Pertokoan. 

27. Kep. Menperindag No.107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan 

Tata Cara Pemberian Izin Usaba Pasar Modem 

28. Sural Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.I735/DJPDNIIVIJ998 

tentang Perihallzin Usaha Pasar Modem (IUPM). 

29. Kep. Meninvest!BKPM No.li/SK/1998 tentang Penanaman Modal di 

bidang Perdagangan Besar. 

30. Kep. Gubemur KDKI Jakarta No.50 tahun 1999 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Pengusaba.an Perpasaran Swasta di DKI Jakarta. 
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31. Keppres RI No.% tahun 2000 tentang Bidang Usaha Tertutup dan 

Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan Tertentu bagi 

PellJ!J1JU1lallModal. 

2.1.3 Faktor-Faktor Yang Wajib Diperhatikan dalam Pembangunanl'asar 

Didalam melakukan kegiatan usaha perpasanm, terdapat beberapa fuktor 

yang harus diperhatikan demi terlaksananya ikfun usaha yang kondusif. Faktor 

lokasi meTJJpukan faktor utama didalam pembangunan pasar. Dimana 

pembangunan pasar harus berada di lokasi sesuai dengan peruntukan menuru! 

Rencana Tala Ruang Wilayah Kabupaten/ Kola, dan Renca:na Detail Tala Ruang 

Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan ?..onasinya Pembangunan pasar balk pasar 

tradisiJnal maupun pasar modern, wajib memperhatikan jaruk lokasi pasar 

modern69 dengan pasar tradisional, toko modem, Usaha Kecil dan Usaha 

Menengah yang ada di sekitar wilayah pasar sebagai wujud menghindari 

timbulnya persaingan yang tiduk sehat (aspek sosial ekonomi). Pembangunan 

pasar juga barus menciptakan suasana nyaman dengan mengedepaukan estetika, 

kebersihan, sehat, dan aman. Demikian diharapkan dapat menimbulkan anhno 

dari masyarakst sehingga kegiatan perpasaran dapat mencerminkan pertumbahan 

ekonomi. Didalam me~entukan lokasinya, pengelola pasar wajib menjamin bahwa 

kegiatan usahany~ tidak ak:an mengganggu ketertiban dan keamanan umum, 

sesuai dengan azas penataan ruang, serta diharapkan mampil meningkatkan nilai 

tambah bagi kesejahteraan masyatakat maupun Dacrah"'. Faktor lain yang harus 

diperhatikan yakni mengenai prinsip persamaan, keadilan, serta kemitraan o!eh 

pasar skala besar atau menengah terhadap masyarukat koperasi atau pengusaha 

kecil atau golongan ekonomi lernah. Artinya baik pasar tradisional, pasar modern 

ataupun toko modem masing-masing mempunyai hak: untuk me)ak:ukan usahanya 

dan bersarna-sama bersaing seeara sebat. Kemudian, Pengusaha Besar yang 

49 Pada Perpres No.ll2 Tahun 2007 t:idak dipaparkan secsra jelas mengenai definisi 
pasar modern. Namun terdapat definisi mcngenai pusat perbelanjaan yakni suatu area tertentu 
yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara verlilral maupun horizontal. 
yang dijual afau disewakan kepada peloku usaha atau dikelola sendiri rmtuk meiakukan Mgiacan 
perdagangan barang. Sementara itu, Pcdoman Penge!olaan Pa:sar yang dikeJuarkan oleh Dilj'en 
Perdagangao DaJam Negeri mengklasifikasikan pusat belanja sebagai pasar modern. 

10 Lihat Direktorat Bina Pasar Dan Distribusi Ditjen Perdagangan Dalam Negeri 
Departemen Perdagangan~ cp. ciL, baL36. 
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~ pa.sar modern manpun to!m modem wajib me!akukan usaha 

kemitraan" dengan Kopernsi dan Pengusaha Kecil dan Menengah. 

2.2 lklim Persaingan Usaha di Indonesia Setelah Berlakunya Undang­

Undang Nomor 5 Tabun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopo!i 

dan Persaingan Usaba Tidak Sehat 

Peraturan meng~nai persaingan usaha sebelum 72 dan sesudah 

dikeluarkannya UU No.5 tahun 1999, diatur dalam: 

I. Pasal 382 bis KUHP yang menyatakan "Barang siapa mendapatkan., 

melangsungkan. atau memperluas basil perdagangart atau perusahaan 

milik sendiri atau orang lain, melakukan perouatan orang untuk 

menyesatkan khalayak umum atau seseorang tertentu, diancam karena 

persaingan curang, dengan pidana peling lama satu sahuu empet bulan atau 

denda paling banyak Rp.13.500,- jika bal itu dapet menirnbulkan suatu 

kerugian bagi sa~annya sendiri atau saingan orang lain". 

2. Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan "Setiap perbuatan yang melanggar 

hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkao orang yang 

menimbulkan kerugiruJ tersebut karena kesalahannya untuk mengganti 

kerugian terse but''. 

3. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 sahun 1984 tentang Perindustria:n, yang 

menyatakan babwa "Pemerintah me!akukan pengatnran, pembinaan dan 

pengembangan terbadap industri untuk: (1 ) .... , (2) mengembangkan 

persaingan yang baik dan sehat serta mencegah persaingan yaog tidak 

jujur, (3) mencegab pemusatan atau penguasaan industri oleb satu 

kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan 

masyarakat~. 

11 Kemitraan adalab bentuk kerjasama usaha antara Pengu.saha Besar dengan Pengusaha 
KeciJ dan Menengah dan Koperasi disertai dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan oleh 
pengusaha besar atas dasar prinsip saling menguntungkan. Kemitraan tersebut di1ak:ukan dengan 
pola yang sesuai dengnn sifat, karakteristik usaha yang dimitrakan. Dengan demikian akan tercipta 
suatu sistem atau mekanisme yang dapat meneiptakan praktek usaha yang sehat dan kompetitif. 

Ibid., haL40. 
12 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persainga11 di Indonesia: UU No.J/1999 Tentang 

Larangan Praktek MonopfJI.i don Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka B.angsa, :!008). 
hal.l8-19. 
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4. Pasal 9 ayat (2) Pengaturan dan Pembinaan bidang usaha indu.stri 

dilakukan dengan memperhatikan .... (2) Penciptaan iklirn yang sebat bagi 

pertumbuhan industri dan pencegahan persaingan yang tidak jujur antara 

penisahaan yang melakukan kegiatan industri. agar dapat dihindarkan 

pemusatan atau penguaiaan industri oleh satu kelompok atau perseoritngan 

dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat. 

5. Undang-Undang Nonror l tahun 1995 tentang Perneroan Terbatas, klruius 

disinggung dalam rnengatur pernsahaan yang melakukan merger, akuisisi, 

dan konsolidasi. Di dabuu Meruori Penjelasan, di.katakan "Untuk 

mencegah persaingan yang tidak sebat akibat menumpuknya kekuatan 

ekonomi pada sekelompok kecil pelaku ekonomi serta sejauh mungkin 

mencegah monopoli dan monopsoni dalaro segala bentakaya yang 

merngikan masyarakat, maka dalarn undang-undang ini diatur pula 

persyaratan dan tata cara untuk melakukan penggabungan, peleburan, dan 

pengambil alJhan perseroan.~' 

6. Pasal l 0 Undang-Undang Nomor 36 laban 1999 tentang T elekomunikasi 

yang menyatakan "(!) Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang 

melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praklek dan 

monopoli persaingan usaba tidak sehat diantara penyelenggara 

telekomunikasi". Undang-undang ini disahkan enam bulan kemudian · 

setelah hadirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, oleh sebab itu 

penting melakukan harmoni.<aSi terbadap uodang-undang yang 

bersangkutan. Hal ini tertuang dabuu "(2) Larangan sebagairnana 

dimaksud pada ayat (l) sesuai dengan peraturan pernndang-undangan 

yang berlaku~. 

7. Pasal2 dan 3 Uudang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan 

Gas Bumi, didalarn Asas dan tujuan terdapat prinsip-prinsip persaingan 

usaha yang menyatakan «Penyelenggaraan kegiatan usaha. ... berasaskan 

keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemaknruran bersarna dan 

kesejahtef1!a!l rakyat banyak ... " didukung dengan tujuannya yang meliputi 

jaminan terciptanya efisien.si dan efektivitas. Peraturan persaingan usaha 
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secara sebal ditegaskan dalam Pasal 3 huruf b bahwa " ...... dlselenggarakan 

melalui mekanisrne persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparann. 

&. Pasal 23 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang 

Infui!IlllSi dan Tranasksi Elektronik yang menyatakan "Pemilikan dan 

penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip-prinsip persaingan 

usahasecara sehat, dan tidak melanggar hak·orang lain." 

Pada dasamya peraturan mengenat persaingan ~"Udah disinggung .dari 

mas1ng-masing peraturan tersebut diatas, hanya saja tidak: terdapat pengaturan 

secara kbusus dan juga belum terdapat badan pengawas seperti yang dlatur dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Hal ini menimbuikan kurangnya kesadaran 

dan pemahaman masyarakat terbadap definisi persaingan yang sebal. lnilah yang 

menjadi awal pemicu krisis ekonomi yang disehabkan oleh ndanya bentuk-bentuk 

perlakuan khusus yang dapat menyebabkan persaingan nsaha tidak sebat, 

perkembangan pernsahaan swasta yang bersilirt monopoli, dan adnnya kebijalorn­

kebijalorn pemerintah yang kurang tepat dan menyebabkan pasar menjadi 

terdistorsi 

Dalam upaya peneiptaan iklim usaha yang kondusit; maka diberlakukanlah 

Undang-Undang Nolll()r 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan 

Persaingan Usaba yang Tidak Sebat. Adapun asas dan tujuan dari undang-undang 

ini antara Jain 13
: 

1 Mencapai efisiensi ekonomi yang tinggi. Efisiensi akan bisa dibangun melalui 

produktivitas, dalam arti memproduksi suatu barang dengan harga yang 

rendah, dengan adanya inovasi dan kreativitas yang artinya orang bisa 

bersaing kalau setiap saat dia bisa meneiptakan produk-produk baru yang 

berbeda dengan sebeluranya 

2 Mencipmkan fairness atau kelayala:m. Apabila l% dari pelaku usaba 

menguasai 60% kekayaan nasional maka disana tidak ada fairness. Yang fair 

adalah apabila J% dari pelakn usaha menguasai 1% aset ekonomi, 40% 

n Sutrisno Iwantono, "'Filosofi dan Latar Belakang Undang·Undang Anti Monopoli dan 
Persaingan Usaha Tidak Scltat" dalam Prosiding Undang·Undang No.5/l999 Dan KPPU., diedit 
oleh EmmyYuhassarie{Jakarta: PPH, 2004), ha1.6 
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penduduk menguasai 40% dati kekayaan nasional. Oleh karena itu di seluruh 

dunia' asas fairness ini menjadi asas utama dan tujuan dari penerapan 

Undang-Undang Anti Monopoli. 

3 Demokrasl e.konomi. Inti dari demokrasi ek.onomi adalah untuk memberikan 

bak yang sama bagi pelaku usaha untuk memasuki pasar, mengakses sumber 

daya ekonomi 1anpa hambalan-hamhatan yang secara artifisial diciptukan 

oleh pelaku-peluku ekonomi. Peluku ekonomi besar memiliki potensi untuk 

meneiptukan berbagai barrier to entry, halangan-halangan masuk hagi pelaku 

usaha lain. Begitu ada barrier to entry muka pelaku lain kehilangan ukses 

pada kegiatan ekonomL 

Untuk dapat meneiptukan ildim persaingan usaha yang sehat, kondusif dan 

kompetitil; maku diperlukan efisieosi yang dapat merangsang pelaku usaha untuk 

terus memperbaiki produk harang danlatau jasa yang dihasilkannya, dan juga 

untuk rnelakukan inovasi. Hal ini juga memberikan akibat posit if pada konsumen, 

dimana apahlla terdapat produk yang beragam dengan harga yaug berbeda-beda 

muka ukan memberikan pillhan terhadap konsumen dalam pemenuhan 

kebutuhannya. Sehaliknya, apabila iklim usaha didominasi oleb pruktik monopoli 

dan persaingan usaha tidak sehat; maka akan terjadi ine:fisiensi dalam 

produktifitas harang dan/ alau jasa. Dampuk oegatif juga dapat terjadi pad a peluku 

usaha dengan kemampuan finansial rendah yang karena kalah bersaing dan tidak 

mampu bertahan sehingga dapat menjadi bangkrut. Oleh sehab itu untuk 

menanggulanginya dibentuk peraturan mengenai hukum persaingan usaha. 

Pemerintah dalam hal ini banya sehatas regulator saja, sehab persaingan usaha 

pada dasarnya mengatur antara pelaku usaba dangan pelaku usaha lainnya. 

Namun, demi terciptanya level playing field antara pelaku usaha dan dalam 

tujuannya melindungi yang lCill!l.h. maka cukup beralasan apabila negara ikut 

campur dalam mengatur persaingan usaha itu dengan berdasarkan pada kekuasaan 

neg am sebagai pembuat kebijukan a tau lretentuan-kelentuan di bidaug ekonomi14• 

74 Hermansyab, PoluJk~Pokok Hufr.um persaingan Usaha di Indonesia"'', (Jakarta: 
Kencana, 2008), hal.l48. 
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2.2.1 l'rinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaba 

Definisi persaingan menurut Black's Law Dictionary, 

"Compete is to contend emulously,- to strive for the position, reward. 
profit, goal, etc. for which another is striving or to contend in rivalry. 

·Competition is a contest between two rivals. The effort of twa or more 
parties, acting independently to secure the.bllsiness of a third party by the 
offir of the most favorable terms; also- the relations between different 
buyers or different sellers whiCh result from this effort. It is the stroggle 
between rivals for the same trade at the same lime; t!Je act of seeking or 

_endeavoring to gain what another is-endeavoring to gain at the same time. 
The term implies- the idea of endeavoring by two or more to obtain the 
same object or result". 71 

Persaingan dinilai sebagai suatu findakan antar dua pibak atau lebih yang 

bersaing dengan melakukan berbagai usaha yang bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan sebesar-besarnya. Hakim Robert Bork menilai babwa persaingan itu 

panting karena dapat mendorong masyarakat untuk mengbasilkan output yang 

maksimai dengan proses pengola.han sumber daya dalam tujuannya mencari 

keuntlmgan yang lebih besar melalui efisiensi76
• Didalam penerapannya, supaya 

tidak terdapet perilaku dari palaku usaha untuk menghlndari atau menghilangkan 

terjadinya persaingan diantara mereka, maka diperlukan tujuan yang jelas alas 

hukum persaingan usaba. Penegasan terbadap tujuan undang-undang panting 

karena akan berpengaruh terhi!dap ekonomi, a4W sistem ekono:mi yang akan 

berlaku pada negata tersebut77
, Misalnya Amerika Serikat yang menyebut hukum 

persaingan sebagai Antitrust I..aw dan Uni Eropa dengan Competition Law 

1~ Black:, Henry Campbell, Black's Law I,)ictionary, Definition of the Terms and Phrases 
of American and English JurisPrudence, Ancient and Modern, (St.Pau)- Minnesota: West 
PUblishin;g Co., 199G), pg.l94. 

Robert Bork and Ward S. Bowman, The Crisis in Antitrust, Columbia Law Review. 
VoL65, 196S, pg. 363~365, dikatakan "Why should we want to preserve competition anyway? The 
answer is simply that competilfqn prQVides society with the maximum outpul that can be achieved 
at any given time with the resources OS its command Under a competitive regime, productive 
resources moves to that employmenl, where the value of it$ margined prcduct, and hence the 
relurn paid to it, is greatesL Outpulls maximized beelni$e there is no pcssibk rearrangement of 
resources that could increase the value to consumers of tfJtal output competition is desirable. 
therefore, because it assists in achieving prosperous society and permits individual consumers to 
determine by their actions what goods and services Jhey warrt most. " 

17 Lihat Robert H. Bork, The Antitrust Paradox, A Polley at War with lise/f. (New York: 
Basi(; Books Inc, 1978), pg. 15·19, sebagaimana dikutip dalam Ningrum Natasya Sirait, Indonesia 
Dalam Menghadapi Persaingan Intenumional (dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besat 
Tetap dalam Bidang llmu Hukum lntemas:ional), (Medan: Universitas Sum~tera Utara, 2006), bal. 
l5. 
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me!1lllll1Skan tujuan dari kebijakan hukwn persaingan yang serupa yaitu efisiensi 

dan kesejahteraan umurn7
g. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 menegaskan tujuan yang hendak 

dicapai berupa kesejahteraan konsumen dan etisiensi79 (maximation of consumer 

welfare and ejficiency),fairness, dan apabila ketiga unsur tersebut dapat he!jalan 

seimbang maka akan tercipta persaingan usaha yang sehaL Undang-undang ini 

juga mengikirtsertakan tujuan kbusus lainnya yang berupa perlindungan terhadap 

usaha ked! dan nienengah atau tidak mendorong te,jadinya knnsentrasi kekuatan 

ekonomi se<:ara berlebihan di Iangan beberapa palaku pasar saja, menghilangkan 

peraturan pemerintah yang tidak efisien serta memberikan kesempatan yang sama 

untuk bersaing dan masuk pasar ... 

Ad any a persaingan akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi~11 , dan 

memberikan berhagai keuntungan berupa barga lebih murah, produk yang 

71 Efiensi ini diperkCJJalkan oleh mazab Chicago yang mcmbatasi tujuan dari kcbijakan 
persaingan banya pada efisiensi ekooomi karena adanya percobaan-perccbaan tetbada:p berbagai 
tujuan hanya akan membutuhkan vengadilan-pengadilan unwk menye.imbangkan antar satu tujuan 
dengan tujuan lainnya. Disamping itu efisiensi elronomi yang dilakukan dengan seimbang diyakini 
akan menimbullmn iujuan lainnya berupa maksimalisasi kesejahteraan umum, termasuk 
dldaiamn}'3. kesejahteraan konsumen. Lihat Stephen F. Russ, Priciples of Antitrust Law~ (New 
York; The Foundation Press, 1993), pg.2-5 dan Claus Dieter Ehlermann & Laraine L. Laudati, ed., 
European Competition Law Annual 1997: Objective of Competition Policy, (OxfOrd: Hart 
Publishing, 1998), pg.33, dikalakan bahwa "Mr. Schaub (cis Director General for Competition Of 
the European Commision in Bri.tssel) considers ihat comPf!lilirm fs 'an insti-umenror intermediate 
objective to achiCIIe economic prosperity 011d empJCymenLCompetition .Jorces companies to run 
a tight ship, to adjust to changes. and to innovate. It thereby benefits the consumer (JJU[ promotes 
the welfare of the society in genera[ This is why we prol.ect competilion, in Europe and abroad ' 
Thu, he believes competition is valuable becmtse it leads to efficiency, which in turn contributes 10 
ecQncmic development." 

?i Lihat Erman Radjagukguk~ "Latar Be!akang Filomfi Undang-Undang Anti Monopoli 
dan Persaiogan Usaha Tidak Sebat" dalam Prasiding Undang-Undang No,511999 Dmi KPPU., · 
diedit oleb Em my Yuhassarie (Jakarta: PPH, 2004), hal.14~22. 

111 Nmgrum Natasya Simit,. Ibid. 
81 Pada neo-classical economy theory terdapat tiga jenis tipe efisiensi yang mendasar 

yaitu A/locative efficiency, Productive effeiciency, dan Dynamic efficiency. Dikatakan bahwa 
"Allocalive is achieved under perfect competition because the producer. assuming he is acting 
rationally and has a desire to maximise his profits, will e:tj)(Jnd his production for as long as it is 
privately profitable to do so. As lang as he can earn mare by producing (]Jfe exira unit of 
whateverhe produces than it cos/ to make it. he will presumably do so. Onfy when the cost of a 
further unit (the marginal cos/) exceeds the price he would obtain for it (the marginal revenue} 
will he cease to expand production. this mft(Jtts that allocative effiCiency is achieved, as consumers 
can obtain the amounts of goods or services they require at the price they are prepared tc pay". 
A/locative efficiency can increasing welfare. "'Productive efficiency is achieved because a 
producer is unable to sell above C(J$t ond he will not of course sell below it, Ql' is achieved where 
products are produced at the minimum possible Udal cost with available tec!tnclogy.""Producth-e 
efficiency involves bmh an optimai mix of cost minimt:wng iifputs (technical efficiency) and 
maximum effort to ensure cost-minimisation (behavioural effrciency or X--e.fficiency). An 
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dihasilkan lebih berkualitas, banyaknya pilihan, dan akan menimbulkan efisiensi 

yang lebih besar daripada apabila berada pada kondisi dibawah monnpoli. 

Efisiensi yang dimaksud sesuai dengan prinsip ekonomi yaitu dengan 

mengeluarkan biaya yang sedikit diharapkan memperoleh keuntungan yang 

sebesar-besamya. Efisiensi erat hubungannya dengan penggunaan sumber daya. 

Artinya dengan adanya persaingan, meka pelaku usaha akan menggunakan 

sumber daya alam rnaupun sumber daya manusia dengan sebaik-baiknya uniuk 

mendapatkan output yang maksimal. Dimana persaingan antar pelaku uSaha akim 

mendorong kegiatan ekonomi seefisien mungkin sehingga pelaku usaha ak3.n 

bernsaba untuk menjual barang atau jasa dongan harga yang relalif murah. 

Disarnping itu untuk meudapatkan animo dari konsumen maka pelaku usaha akan 

meningkatkan kualitas dan mendorong tetjadinya inovasi. Adapun untuk 

mendapetkan barga yang murah dengan kualitas yang baik, rnaka pelaku usaha 

perlu meJakukan efisiensi terhadap penggunaan mesin dan su.mber alam yang 

berupe bahan-bahan mentah serta bahan lainnya yang dipergunakan untuk 

memproduksi suatu output. Sehingga apabila terdapat persaingan antar dua pe!aku 

usaha atau lebih yang saling bersaing untuk dapat mengidentifikasikan kebutuban 

konsumen, dan dapat memproduksi harga yang rendah serta melakukan ioovasi 

dengan mempergunakan sumber daya secara produktif dan konsumen mendapat 

apa yang dibutahkannya, artinya efisiensi Ielah berlaku02
• Akibatnya pengeluaran 

konsumen terhadap suatu produk menjadi efisien, dan pendapatan konsumen 

menjadi !ebih tinggi untuk kemudian dapat dlpergunakan untuk kepentingan lain, 

misa!nya investasi atau tahungan. Dengan demikian dapat meningkatkan 

pertumbuban ekonomi dan kekayaan yang lebih besar bagi negara. 

Efisiensi yang ingin dieapai oleh Uudang-Undang Nomor 5 tahun !999 

berupa ~efisiensi dalam kegiatan usaha~ dan ~efisiensi ekonomi nasional". 

-------------------
improvement in productive efficiency will reduce production costs and shift the dupply .fimction, 
thereby increasing the 'total surplus'". "Dynamic efficiency ensures that firms continually 
innovate and develipe better technologies to reduce costs over time. An improvement in dynamic 
efficiency boosts the rate of innovation and accelerates the rate of realisation of productive 
efficiency gains over time". Lihat Martyn Taylor', Inl.ernational Ccmpetilion Law: A New 
Dimenlionfor the WTO?. (New York: Cambridge University Press, 2006), pg.12-13 dan Rlchard 
Whish, Competition Law, (New York: Oxford University Pers, 2Q09), pg. 4-6. 

n Libat Erman Radjagukguk, "Latar Belakang Filosofi Undang-Undang Anti Monopoli 
dan Persaingan Usaba Tidak Sehal" daiam Prosiding Undang-Undang N~511999 Dan KPPU., 
diedit oleh Emmy Yuhassarie (Jalcarta: PPH. 2004), baU4-22. 
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Efisiensi dalam kegiatan usaha ditujukan bagi para produsen, didalam istilah 

ekonomi dikenal sebagai productive efficiency. Artinya efisiensi bagi perusahrum 

dalam mengha.silkan barang-barang dan jasa-ja'Ol. Perusahaan dikatakan efJSien 

apahila dalam mengha.silkan barang-barang dan jasa-jasa perusahaan tersebut 

dilakukan dengan biaya yang serendah-rendahnya karena dapet menggunakan 

sumber daya yang sekecil mungkjn. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi 

ekonomi nasional ditujukan bagi masyarakat konsumen yang dikenal dengan 

istilah allocative efficienc/'. Disini I!lllSyarakat konsumen dikatakan efisien 

apabila para produsen dapat membuat barang-barang yang dibutuhkan oleh 

konsumen dan menjualnya pada harga yang disetujui oleh para korummen itu84
• 

A/locative efficiency biasanya teijadi pada persaingan sempurna. 

Sebaliknya apabila terdapet perusabaan yang memiliki ekonomi yang kaat dan 

memberlakukan kenaikan harga untuk memperoleh lreuntungan monopoli, maka 

akan terdapat ketidakefisienan produk yang dibebankan pada konsumen. Dengan 

demikian penetapan harga monopoli bertentangan dengan tujuan ekonomi dalam 

mewujudkan a/locative efficiency (mengha.silkan sejumlah barang y-.mg 

diinginkan dengon mempergunakan surnber daya yang terbatas). Para ahli 

Chicago schoo1 menggunakan teori mikroekonomi untuk menjelaskan aliocalive 

efficiency yang mendorong perilaku bisnis untuk menurunkon biaya produksi. 

Misalnya derigon melakukan kontrak bisnis dengan pelaku nsaha lafu atau 

aktivitas ekonomi yang terintegrasi didalarn satu perusabaan, bergontung pada 

pmktik yeng paling efisien seperti kegiatan produksi, distribusi, maupun 

pemasaran barang dan jasa". 

Pada -akhi:rnya a/locative efficiency akan memenuhl tujuan yang 

selanjutnya dikatakan maximation of consumer welfare atau kesejabteraan 

konsumen. Consumer welfare yang dimaksud, 

"Consumer welfare refers to the individual benefits derived from the 
consumption of goods and services. In theory, individual welfare is defined 

n Sutan Remy Sjahden.i," La tar Bclakang, Sejarah, Dan Tujuan UU Larangan 
Monopol~"' Hukum Bisnis, VoLI9 (Mei~Juni 2002}: 8-9. 

114 Ernest Gellbom and William E.Kovadc,Antitrust and Economic in a Nutshell. Fourth 
edition, (SlPaul Minn; West Publishing Company, I994), pg.42; Baca juga Robert Cooter & 
Thomas Ulen, Law and Economics, Hapers Collins Pubtisbers, j 988, pg.l 7-1 S dalam Sutan Remy 
Sjahdenl. op.cit., haUl 

JU Stephen F. Ross, op.ciL~ pg.4, 
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by an individual's awn assessment of his/her satisfaction, given price and 
income Exact measurement of consumer welfare therefore requires 
information about individual preferences. In practice, applied welfare 
economies uses the notion of consumer surplus to measure consumer 
welfare. When measured over all consumers. consumers' surplus is a 
meaSllre of aggregate consumer welfare. In anti~trust applications, some 
argue lhaJ the goal is to maximize consumers' surplus,- while others argue 
that producer benefits should also be counted!6" 

Tahapan maximilation of consumer welfare disini ti4ak seJa.lu 

memaksimalkan the majority of consumers. Artinya ada perbedaan antara 

kesejahteraan konsumen dengan ~esejabteraan the majority of consumers. Dimana 

pada kesejahteraan konsumen, dampaknya adalah hilangnya deadweight loss87 

atau hilaugnya transfers of wealth (peraliban kesejahteroan) dari konsumen 

kepada pengusaha Sedangkan pada kesejahteraan the majority of consumers, 

lebih melihat pada kesejahteraan sosial yang memperhatikan pada harga dan 

pasar". 
Kesejahteraan da1am konsep antitrust merupakan kesejahteraan konsumen. 

Hal ini berbeda dengan konsep pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 

dimana sistem ekonomi yang berlaku selarna ini bersifat sosial dankerakyatan~ Ini 

dikarenakan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berdasarkan ekonomi 

kerakyatan yang· bertumpu pada nsaha kecil menengah (UKM) dan koperasi, 

sebagaimana dapat dilihat dalam pengecualian Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999. Di Amerika terhadap usaha kecil tidak dikecualikan pada Antitrust Law89
• 

Pentingnya nsaha keeil dan koperasi didalam pembengnnan nasional sejalan 

dengan pemikiran Thomas Jefferson yang meyakini pentingnya rilelestarikan 

~ Organisation For Economic c.;operation and Development. "Glossary ofindus.trial 
Organisation Economics and Competition Lavl' • <llttp:f/www_oocd.orgldataoecd/&/6112376687 .. 
m!f.>, diakses pada 23 Juni 2009. 

31 Deadweight loss yaitu ketidakefisienan, yang dipcroleh dengan mengukur biaya yang 
dibebankan pada konsumen sebagai akibat daci pembatasao output. Dimana kekuat.an pasar dapat 
menimbulkan kekuatan untuk me:mbatasi output sehingga harga menjadi naik. hal ini sooara tidak 
Iangsung akan mengbambat masuknya pesaing pada pasar bersangkutan. Diperolelt dari Dilha 
Wiradiputra, "'Hukum Persaingan Usaha: Suatu Penganl.ar .. , (Bahan mengajar mata kulliih Hukum 
Pmaingan Usaha, 2008). 

ts Lihat Stephen F. Ross, op.cit., pg.4 <!an Syamsu! Murif • "Diskusi Studi Kasus 
Persaingan Usaha" datam Prosiding Umkmg-Undang No.J/1999 Dan KPPU., diedit oleh Emmy 
Yuhassarie (Jakarta: PPH, 2004), hat 156. 

e'.l Hikmahanto Juwana, "Hal-Hal yang Oikecualikan dari UU No.Sil999 dan Pengertian 
yang Tercakup dalam Pasal33 Ayat (2) UUD 1945"' dalam Prosiding Unda11g-Undang No.5/J999 
Don KPPU., diedit uich F..rnmy Yubassarie (Jakarta: PPH. 2004), hal.35. 
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bangsa melalui petani-petani mandiri dan pengusaha, bukan dari karyawan. Hal 

ini dikarenakan pengusaha-pengusaha mandiri akan .dapat membuat masyarakat 

lebih haik, dapat berkomitmen dalam menanggapi demokrasi, dan akan terus 

melanjutkan kcberadaannya meSkipun terdapat rencana dari Alexander Hamilton 

untuk niengindustrialisasikan perekonomian ·yang dita('!irkari akan · dapat 

meningkatkan kesejabteraan lllllb-yarakat secara keseluruhan00
• 

Adanya unsur kepentingan . umum atau kerakyatan didalam Undang­

Undang Nomor 5 tabun 1999 mengakibatkan didalam menciptakan keadilan dan 

persaingan usaha yang sebat, Undang-Undang Nomor 5 talrun 1999 tidak banya 

melakokan pendekatan ekonomi yaitu efisiensi, tetapi juga melakukan pendekatan 

hokum berupa keadilaa Disinilab pentingnya peran campur tangan publik dan 

institusional (pemerintah) untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

perkonom.ian. Namun peran pernerintah sebatas pengawas dan regulator saja, 

sebab ekonomi yang terlalu diatur oleh pemerintah dikhawatirkan akan membatasi 

persaingan91
. Misalnya regulasi yang mengatur tentang behaviour dan market 

structure dengan tujuan agar perusabaan yang memiliki kekuatan pasar tidak 

berperilako atau menggunakan kemarnpuannya untuk memperluas kekuatan 

pasarnya dengan melakokan bambatan terhadap pesaing lain. Gabungan antara 

regulasi behaviour_ dan structure akan-mengatur: 

a. Penggunaan kekuatan pasar secara indivi~u; 

b. Terkait tingkab lako peserta pasar, kemudian. menga!ur penggunaan 

dan akoisisi alas pengumpulan kukuatan pasar; 

c. Penggabungan dalam peserta pasar, sehingga mereka mengatur akuisisi 

struld:ural kekuatan pasar92
• 

2.2.2 Mekanisme Pasar dalam Hokum Persaiogan Usaba 

Latar belakang pasar tidak luput dari perkembangan perdagangan yang 

diawali dengan adanya barter, kemudian berkembang melalui pertukaran barang 

menggnnakan alat tukar yang disepakati yaitu uang, hingga a.khirnya dikenal 

pertukaran lain yang penjual dan pembelinya tidak secara langsung dapat melihat 

!lO Stephen F. Ross, op.cit., pg,7. 
'JI Ningrum Natasya Sirait. op.cit.., haL 2Q 
92 Martyn Taylor, op.cit.16, 
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barang yang dibelinya, misalnya sabam. Segala jenis pertukaran diatas dapat 

dikatak:an sebagai transaksi perdagangan, sementara tempat untuk melakukan 

transaksi disebut sebagai pasar. Disini dapat disimpulkan didalarn rnek:anisme 

pasar terdapat dua peran penting yaitu pembeli dan penjual. Di dalarn pasar yang 

terdapat banyak penjual dan pembeli atau biasa dikenal dengan sebutan pasar 

persaingan sempurna, penentuan harga sating berkaitan antara transaksi yang satu 

dengan transaksi lainnya.. Penyesuaian lni merupakan upaya dari penyeimbangan 

sehingga pasar dapat dijadikan tempat untak memntuskan seberapa nilai barang 

atau jasa diletakan9J.. 

Pada pasar persaingan sempurna, masing-masing penjual akan bersaing 

untuk rnemproduksi barang dengan kualitas terbaik dan menentakan harga 

terendah sesuai prinsip efisiensi. Hal ini dilakukan penjual unt;ll;. menarik 

perbatian konsumen agar berbelanja di tempatnya, di lain sisi harga berperan 

panting bagi konsumen ketika hendak membeli barang. Dimana harga berkaitan 

erat dengan kegunaan harang, olell karenanya kensumen hams mempertim­

bangkan antara kegunaan barang d-an harga yang perlu dibayar94
• Pasar 

dikatakan efisien apabila harga dari barang dan/atau jasa dapat mendatangkan 

permintaan sebanyak apa y- ditawarkan 

Seiring dengan adanya perkembangan jaman, dikeual adanya sistem 

ekonoml pasar atau sistem ekonomi terbuka dimana produksi dan distribu,si 

barang dan jasa berl-sung melalui mekenisme paSar bebas. Di dalam sistem 

ekonomi ini7 peJak-u usaha dan konsumen diberi kCbebasan untuk menentukan apa 

yang akan ·· dibeli, berapa yang akan diproduksi, dan bagaimana mcreka 

mengalokasikan sumber dayanya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah95 ~ 

Disini meka.nisme pasar ditandai dengan sistem harga dan pasar. Pasar sebagai 

mekanisme dirnana pembeli dan penjual suatu barang mengadakan interaksi untuk 

menentakan harga dan kuantitasnya. Sementara harga yang dimaksud ditujukan 

sebagai penyeimbang dalam mekanisme pasar. Mekanisme pasar bebas disini 

berjalan dengan sendirinya tanpa arianya suatu komando, dan bukan banya 

93 Budi Winamo, Pertarungau Negara vs Pasor, (Jakarta: MedPress, 2{)09), hal.44-45. 
'H Knud Hansen, eJ al., Law Cam:erning Prohibition of Monopolistic Practices and 

Unfair Business Competilion, (Jakarta: Katal'is,2002), .hal.99. 
iS Winamo, op.cit., halA6. 
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menigkatkan kesejahteraan secara materill saja melainkan mekanisme pasar disini 

dapat membantu terciptanya keamanan dan kerukunan antar bangsa-bangsa serta 

memacu persaingau domestik96
• Pendapat ini dipertegas dengau adanya pendapat 

lain mengenai persaingau bebas menurut francois Quesnay97
, 

"persrungau bebas yang terjadi sebegai ha>,il interaksi antara kelruatan 
penawaran dan permintaan dalam suatu pasar akan mengbasilkan barga 
yang terbeik dan masyarakat akan memperoleh manfaat apabila individu 
dibiarkan meruenubi kehendak pribadinya". 

Lebih lanjut, peudapat dari Adam Smith juga mempertegas bebwa 

anggapan sistem ekonomi terbaka udalah yang paling benar dan menyerahkan 

urusan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Menurutnya tanpa perlu 

carnpur Iangan pemerintah sekecil apapun karena adanya Iangan yang tidak 

kelihatan yang dengan sendirinya akan mengkoreksi apabila terdapat distorsi. 

Adam Smith mengatakan, 

" ..... By preftrring the support of domestic to thot of foreign indw;try, he 
intends only his own security; and by directing that industry in such a 
manner as its produce may be of the greatest value, he intends only his 
own gain, and he is in this, as in many Other cases, led by an invisble hand 
to promote and which was no part of his intention. ... 98

" 

Pada umumnya mekanime pasar merupakan sistem yang cukup efisien 

dalarn mengalokasikan fuktor-:thl:tor produksi dan memajukan perekonomian. Hal 

ini dipertegas oleh para ahli yang mengkaitkan keberbasilan pertumbahan 

ekonomi, peningkatan pendapalan serta kemakmuran suatu negara, mempunyai 

korelasi dengan kebebasan ekonomi. Sebagahnana negara-negara yang menganut 

kebebasan ekonomi temyata mampu meningkatkan pendapatan individu serta 

standar hidup masyarakat menjadi lebih bruk. Kebebasan ekonomi disini 

mengharapkan agar pasar bersaing secara sebat karena pasar dalrun bentuk itulah 

96 Pendapat ini diperkuat olcb Milton Friedman dan Rose Friedman yang melukiskan 
Gam kerja kekuatan pasar yang begitu kompleks. Lih'at Milton Friedman dan Rose Friedman, Free 
to Chocm:. (London: Seeker &.Warbu~g. 1980), pg.l3 dan 39 dalam Ibrahim, op.ci!, hal.85. 

91 Harry Landreth dan David C.Colandcr~ History of Economic Thought, Third Edition, 
(Boston: Houghton Mifflin Company, 1994), pg.55. 

91 Adam Smith,. An Enquiry into the Nature and Causes af the Wealth of Nalions, {New 
York: Modero Library, 1973).. pag.423 dalam Ha.rry Landreth dan David C.Co1ander, ibid, pag.?l-
72 daiam Johnny Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha: flioscfi, Teori, dan lmpliknsi 
Peneraponnya di indonesia, (Malang: Bayumedia,2007), haUJ-84 
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yang akan menghasilkan penggunaan efisiensi dari alokasi berbagai sumber yang 

ada99_ 

Meskipun mekrurlsme pasar tanpa campur Iangan pamerinlllh diyakini 

dapat mengalokasikan faktor prodnksi dengan efisiens, namun kenyatannnya tidak 

semua mekanisme pa.= berdampak positif. Pasar yang terlalu bebas dapat 

mengakibatkan pemusatan kekuata.n pada suatu kelompok tertentu (monopoli) dan 

hal ini akan menyebabkan ada.oya parsaingan usaba tidak sehat karena 

sebagaimana ditegaskan oleh pendapat Samuel da.o Nordhaus"•, pada dasarnya 

pasar tidak pamah mempersoalkan apakah distribusi yang dihasilkan itu adil atau 

tidal< secara sosiaL Apabila mekrurlsme pasar terns berlangsung sementara campur · 

tangan pamerinlllh semakin termarginalkan, maka hal tersebut dapat menimbulkan 

kesenjangan sosial dimana yang kaya akan semakin kaya, sebalikuya yang miskin 

akan semakin miskin. 

Dengan Jatar belakang diatas, maka sebaiknya mekanisme dalam pasar 

bahas berjala.n dengan diiringi campur tangan pemerinlllh. Meskipun pada 

dasarnya persaingan mengatur antara pelaku usaha dengan palaku usaba, namun 

peran negara disini sebagai regulator dan pengawas supaya terciptanya level 

playing field antar palaku usaba serta melindungi pihak yang lemah. Campur 

tangan pemerintah sebagai pembuat kebijakan atau ketentuan-ketentuan di bidang 

ekonomi pada akbirnya bertujua.n untuk me'liaga agar parekonomian dapat 

tumbuh dan mengalami perkembangan yang teratur da.o stabil101
• 

Peagertian pasar menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1999 adalah lembaga ekonomi dimana para pambeli dan panjual baik secara 

langsung maupun tidal< lang!lUilg dapat melakukan transaksi barang danlatau jasa. 

Pasar memiliki peran penting dalam parsaingan usaha_ Demikian untuk 

menganalisis persaingan dalam pasar yang luas akan sangat sulit, da.o oleh karena 

itu segala bentuk parhitungan. penilaian dan keputusan mengenai implikasi 

w Libat Normin S. Pakpahan, Tatanan Jlukum Ek.onomi Pasar: Suatu Pem:Jekatan 
Pembaharuan Hukum untuk Pengembangan "Rule-Based Economy" dalam: Perekanomian 
Indonesia Menyongsong Abad XXI, disunting oieh Sularso Sopater dkk, (Jakarta: Pusataka Sinar 
Harapan, 1998}. baL160-l6l dalam lhraltim, op.cil, hai.S6. 

100 Paul A.Samuelson dan William D. Nordbaus, Microeconomics, Fourteenth Edition, 
McGraw-Hill Inc. Edlsi Indonesia, Mikroekonomi, alih bahasa: Haris Munandar dkk:, (Jakarta: 
Erlangga, 1980), haL53. 

lm Lihat Hcrmansyah, op.cit., hal.l48 dan Ibrahim, up. cit., hal.90. 
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persaingan alas segala perilaku bergantung pada ukunm dan bentuk dari pasar 

bersangkutan (relevant market). Relevant market disini artinya pasar dimana 

persaingan berlangsung yang artinya bukan hanya merupakan arena dimana 

kegiatan ekonomi sekaligus persaingan berlangsung, melainkan jnga menjadi 

salah satu kriteria untuk mengukur \ingkat persaingari102
• 

Pembahasan pasar dalarn hukuro persaiogan usaha akan selalu 

herhuhungan dengan pa.sar bersangkutan, struktur pasar, pangsa pasar, perilakn 

pasar, dan barga pasar. Pasar hersangkutan menurut Pasal 1 Angka 10 Undaog· 

Undaog No.5 tabun 1999 yaitu pasar yang berkaitan deilgan jailgkauan atau 

daerah pemasaran tertentu oleh pelalru usaha alas barang danlatau jasa yang sama 

sejenis atau substitusi dati barang danfatau j~ tersebut. ])ari pengertian tersebut 

didapat dua komponen mendasar dalam pasar hersangkutan yaitu pasar produk 

atau pasar fuktual dao pasar geografik. lstilah " ... barang danlatau jasa yang sama" 

atau "sejenis1
' menunjukkan pengertian yang Jebih sempit dan menunjuk pada 

pasar bersangkutan secara faktual. Pada dasamya pasar produk mendeskripsikan 

mengenai barang atau jasa yang diperjual helikan. Sedaogkan pasar geogeafik 

mendeskripsikan mengenai lokasi produsen atau penjual produk. Pasar produk 

didefinisikan sebagai herikut103: 

A prodtJ.ct or group of products and a geographic area in which it is sold 
such that a "hjJpothical, proflt-max.imizingfinh that tVOS the only one seller 
of those -products in that area could raise prices by a Small but~ significant 
and non-transitory amount above prevailing levels. 

Singkatnya pengertian diatas menlll\iukan sejauh mana barang atan jasa pada 

pasar hersangkutan dapat disubstitusikan dengan barang atau jasa lain. Pada 

Undang-Undang No.5 tabun .1999 tidak dije!askan secara tegas mengenai 

identifikas~ pihak yang menentukan, dan ukuran apakah suatu barang atau jasa 

dikatakan dapat disubstitu.sikan dengan barang atau jasa .lain. Oleh sebab itu untuk 

melakukan analisa lebih dalam mengenai pasar produk diperlukan tiga elernen 

yakni kenaikan hru:ga, reaksi dari pernbel.i, dan prinsip pasar terkecil. 

101 Sih Yuiiana Wahyuningtyas. Urgensi Pengatun:m Pasar Bttrscmgkulan (Relevant 
Market) Dalam Hukum Pecyoingan Usaha di indonesia, Hukum Bisnis, Vol.24 No.2, 2005, 
hal.22. 

ltl) The World Bank and OECD, A Framework For The Design and Implementation of 
Compeiilion Law and Policy, United States of America. 1999, pg.11. 
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Pertama, hipotesis kenaikan harga harus memiliki akibat terhadap prodok 

di wilayah pasar tertentu, dimana kenaikan harga tersebut dilakukan pada saat 

harga prodok substitusinya stabil. Kenaikan harga hokan disebabkan sebagai 

akibat dari in:flasi. Jangka waktu kenaikan harga tidak. bersifat sementara, hal- ini 

disebabkan oJeh perilaku konsumen yang kurang dapat -beradaptasi terhadap 

perubahan harga pada produk yang sama terutama apabila kena~an harga tersebut 

dinilai cukup tinggil merogikan Oleh sebab itu, kenaikan harga dilakokan sedikit 

demi sedikit namun dalam jumlah yang signifikan. Dengan demikian, 

diasumsikan pembeli akan dengan mudah beradaptasi terhadap kenaik:an harga 

yang tidak memberatkan104
. 

Hipotesis kenaikan harga dikenal dengan teori «small but significant". 

Kenaik:an harga yang kecil dapat menyebabkan reaksi pembeli untuk melakukan 

perubahan dengan beralih pada barang substitusi terdekat. Sementara kenaikan 

harga yang tinggi hanya akan semakin menimbulkan jarak terhadap barang 

substitusi. Sehingga pengertian "small but significant" menunjukkan pentingnya 

kenaikan harga yang cukup signifikan karena tujuannya untuk: menimbulkan 

reaksi pembeli terhadap barang substitusi. Kenaikan tidak boleh terlalu besar, dan 

juga tidak boleh terlalu kecil. Apabila kenaikan harga terlalu kecil, tidak terdapat 

reaksi pembeli Misal di negara Amerika Serikat dan Kanada sebagian perusahaan 

memberlakukan kenaikan harga 5% dari harga produk. 

Kedua, reaksi pembeli. Tidak Semua pembeli mau beralih ke barang 

substitusi, dan hanya beberapa dari pembeli yang berperilakll sesuai hipotesis 

kenai.kan harga small but significant. Hal ini disebabkan karena adanya unsur citra 

yang tidak dimiliki oleh produk lainnya, sehingga pembeli akan terns membeli 

produk tersebut meskipun kenaik:an harga cukup tinggi_. Untuk menunjukan 

seberapa banyak pembeli yang berperilaku sesuai dengan hipotesis kenaikan harga 

dapat diketahui melalui uji elasitas yang terdiri atas105
: 

loc.cit. 

1. Demand elasticity yakni mengukur tingkat respon konsumen terhadap 

perubahan harga Semakin elastis, semakin rendah kekuatan penentuan 

harga oleh pemasok. Semakin banyaknya pilihan akan meningkatkan 

104 Ibid 
105 Lihat Sib Yuliana Wahyuningtyas, op.cil, hal.26-27 dan The World Bank and OECD, 
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elasilas perrnintaan. Uji elasilas ini dapat diketahui dengan melihat 

persentase perubahnn kuantilas permintaan dibagi dengan persentase 

· perubahan barga produk. 

2. Cross-elasticity of demand (CED), gu:nanya untuk mengukur 

perubahan dalam perrnintaan untuk produk lain sebagai respon dari 

kenaikan harga. Semakin besar tingkat cross-e/astisitas, semakin kuat 

substitusi bagi l"'nggunanya. · 

3. Supply elasticity, untuk menguknr respon pemasok lerbadaj> perubaban 

barga. Semakin elastis, semakin rendab kekuatan l"'nentuan barga oleh 

l"'masok. Jika harga yang lebih tinggi menimbulkan sejumlah besar 

pasokan dari l"'masok lain, kekuatan penentuan barga menj&di 

terhatas. 

Ketiga, prinsip pasar terkecil. Hipotesis pasar terkecil atau the smallest 

·' market, artinya di dalam suatu pasar terdapat suatu produk yang dihasilkan oleh 

~. satu dari perusahaan-perusahaan yang kegiatan usahanya dapa! semakin meluas 

hanya selarna terdapat barang subslitusi terdekat yang dapat ditentukan. Tujuan 

C'hipotesis ini agar tidak menciptakan pasar dengan pn&duk yang terlalu beragam 

· dan sulit untuk digunakan sehingga dapat menimbulkan struktur pasar yang 

menyamarkan pengaturan mengenai antipersaingan106. 

Elemen lainnya dalam pasar bersanglrutan adalab pesar geografis. Menurut 

definisi Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang No.5 tahun 1999, pesar bersangkutan 

dari segi geografis adalah jangkauan atau daerah pemasaran tertentu107
• The 

geographic market is defined by b-uyers' views of the substltutability of products 

made or sold a1 various locations'08
. Artinya pada pasar geografik, reaksi pembeli 

juga dibutuhkan. Sebagai contoh, apabila pernhali membeli produk dllokasi suatu 

pasar tertentu dan karena suatu hal (misal kenaikan barga) menyebabkan pembeli 

hams beralih untuk membeli produk yang sama di lokasi pesar yang berbeda. 

Oleh sebab itu, k&dua pasar tersebut dianggap sebagai wilayah geografik yaag 

sama. Narnun, jika tidak maka kedoa pesar itu dianggap bukan ber&da pada 

Hl
6 The World Bank and OECD, op..cit., pg.ll, 

101 Knud Hansen, op.cit., haL I 00. 
101 The World Bank and OECD, Joc.cit, 
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gwgrafik yang sama. Biasanya ukuran pasar geografik dibatasi oleh biaya 

transportasi, waktu transportas~ tarif, dan pengaturan. Miaalnya hasil produk 

dengan citra yang baik dan mesin benilai jual tinggi akan dapat dengan mudah 

diangkut pada suatu lokasi namun, belum tentu dapat dijual pada pembeli yang 

bertempat tinggal di lokasi yaog lehih jauh. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan 

harga yang disehabkan oleh biaya transportasi, contobaya barga bantog di 

Sudirman akan berhada dengan harga barang di Depok karena adan}'a biaya 

layanan pengangkutan, biaya untuk mendatangkan tenaga ahli, atau biaya untuk 

pemeliharaan bantog-harang spare parts dari lokasi yang berbeda Pengangkutan 

harang yang mudah rapuh juga dapat menyebabkan pemhatasan · dalam pasar 

goograflk. 

Pasar ditinjau dari strukturn.y§. dibagi menjadi109
: 

I. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang terdapat banyak penjual 

dan pembeli, dimana penjual menawarkan bamng yang sejenis 

(homogen). Karena barang yang ditawarkan relatif sejenis, maka 

penjual tidak dapat bertindak sehagai price maker, melainkan banya 

sebagai price taker. Artinya penjual tidak dapat menentukan atau 

mengobah harga pasar. Penjual dan pembeli didalana pasar persaingan 

_sempuma masing~masing merniliki informasi yang sama mengenai 

ekonomi dan tekuologi atas produk yang ditawarkan, sebiagga perm 

produsen untuk meriaikan harga enkup sulit. 

2. Monopoli dan monopsoni Monopoli yaitu suatu pasar yang hanya 

terdapat satu penjual sehingga penjual dapat meaguasai dan 

menentukan sendiri barga beserta prediksi keuntungan yang hendak 

dicapai dalam memasarkan dan menjual produknya. Sedangkan 

monopsoni adalah suatu pasar dimana didalarnnya banya terdapet satu 

pembeli. 

3. Duopoli yaitu bentuk pasar dimana terdapat dua penjual yang 

menguasai suatu pasar. 

4. Oligopoli dan oligopsoni adalah suatu pasar dimana didalamnya 

terdapat banyak penjual dan pembeli. Masing-masing penjual memiliki 

llJ!< lwantono., op.cit., hal.6-7. 
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kekuatan pasar sehingga dapal saling bersaing atau melakukan kolusi 

diantara mereka. 

5. Polipoli110 yaitu strllktur pasar dimsna terdapat sejumlah besm: 

pesaing, yang tidak satu pun sanggup menguasai pasar bersangkutan. 

Pada bentuk pasar ini dapat inenciptakan situasi persaingan sempurna. 

2.2.3 lla.mbatan dalam Meningkatkan Iklim l'ersaingan Usaba yang Sebat 

Seiring porkembangan ekooomi datam persaingan usaha, timbul 

bambatan-bambatan yang berasal dari dua sisi yaitu siSi pemerintah dan kebijakan 

ekonominya, dan dari pelaku usaba swa.'l!a yang ben>paya menghindari persaingan 

melalui berbagai strategi. Hambatan yang herasal dari pemerintah dan 

kehljakannya, misalnya"': 

a. Pemberian subsidl atau bantuan dari pemerlntah yang menyebabkan 

distorsi persaingan. Kemungkinan terganggunya persaingan akibat 

pemberian subsidi pemerintah kepada suatu perusahaan, misalnya 

ka:rena alasan kebijakan industr~ bersifat bagitu serius sebingga 

sebagai bagian dari kebijakan persaingan, Uni Eropa melaksanakan 

monitoring subsi~ dan menugaskan Direktorat Jendral Persaingan 

untuk polaksanaan monitoring tersebut. 

b. Pelanggaran terhadap sya:rat menjnga pasar tetap terbuka dengan 

melaksanakan kebijakan perdagangan.yang melindungi pasar domestik 

dari imper, misaluya melalni kebijakan bea cukai atau kebijakan anti 

dumping. 

c. Pelaugga:ran terhadap suatu kebijakan moneter berorlentasi stabilitas. 

Kalau rasio uang/ barang mengalami gangguao berarti oleh suatu 

"kebijakan uang mndah'', dengan kata lain melalni peningkatan 

volume uang beredar, makn kebijakan ini akan mengha.silkan distorsi· 

distorsi dan pada beharapa kasns menyebabkan keruntuhan total 

mekanisme persaingan. 

ua. Wahyuningtyas., cp,c:it .• baL26. 
11

t Hansen,op.cit.,hal.11. 
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d. Persaingan juga dapllt mengalami distorsi akibat kebijakan finansial, 

misalnya melalui kemudahan pajak bagi perusahaan besar atau melalui 

kebijakan Iiska! yang menghambat perusabaan-perusahaan baru. 

Sedangkan hambatan-bam.batan didalam persaingan yang diciptakan oleh 

pelaku usaha mempunyal hubungan era! terbadap perilaku yang dikarenakan 

adanya keinginan pelak:u usaha untuk menguasai pasar dengan cam mengelakan 

persaingan atau anti persaingan. Perilaku-perilaku demikian dapat barupa 

perjanjian ataupun kegiatan yang dilarang. 

Apabila dilihat dari sifutnya, bambatan dapllt d.ibedakan menjadi dua 

yaitu bambatan mutlak dan bambatan tambahan. Pembedaan bambatan ini 

berkaitan erat dangan pendekatan per 3e illegal dan rule of reason dalam 

menentukan apakah suatu perilaku pelaku usaha itu bersifat anti persaingan atau 

tidak. Sehingga apabila bambatan tersebut dikatakan mutlak maka pendekatan 

yang berhubungan adalah per se illegal. Sebaliknya apabila hambatan tersebut 

sifatnya banya tambaban, maka pendekatan yang digunakan adalah role of reason. 

Untnk mengetabui apakah bambatan tersebut bersifat mutlak atau banya barupa 

tambahan maka perlu diketalmi apakah para pibak merupakan bag ian utama dari 

suatu kegiatan produks~ kemudian melihat pertimbangan perjaujian dan kegiatan 

yang dilakukan antar para pibak. Namun seperti yang sudah dijelaskan pada sub 

bab sebelumnya, bahwa pendekatan per se illegal tidak selalu bersifut mutlak atau 

bersifat mengbambat persaingan. Pada kenyataannya akan sangat sulit 

membedakan pendekatan pe1· se illegal dan rule of reason terbadap bambatan 

mutlak, hal ini disebabkan karena perlunya objektivitas didalam. menyelesalkan 

kasus-ka.,us hukum persaingan usaba"'. Misalnya, pada kasus penetapan harga 

atau pembagian wilayah yang sudah pasti tujuan utamanya adaiah untnk 

n2 Pembedaan antara bambl!!tan tnutlak dan bambatan tambahan dapat dilihat dari 
bagaima.na cara pencapaian dalam tabap efisiensi sebagai tujuan ekonomi daiam persaingan usaha. 
Misalnya dengan melihat pada elemen permintaan. penyediaan, tujll31l sosial serta objekiif dad 
hukum persaingan untuk melibat apakah bambatan tersebut akan rnerugikan atau menguntungk:an. 
Namun. pada kenyataannya terdapat bambatan yang sifatnya mutlak justru mcnguniungkan 
masyarakat. Sebingga dalam penyelesaian permasa!ahannya membutubkan suatu petunjuk 
komprehensif sesuai dengan sudut pandang ekonomi dan hukum yang sesuai dengan peraturan 
yang berlaku dan sesuai dengan kepentiugan masyarakal umum. Inilah sebabnya peran komisi 
independen sangat dibutubkan.. Lihat Ningrum Natasya Sirait, Hukum Per.raingcm di Indonesia: 
UU No.J/1999 Tenlang Larangan PrakJ.ek Monqpoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehal, (Mcdan: 
Pustaka Bangsa, 2008), ba!.74-76. 
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menghambat pe....mgan, maka bambatan ini tergolong dalam bambatan mutlak 

yang menggunakan pendekatan per se illegal. Contoh sebaliknya, apabila terdapat 

suatu perusahaan yang berada pada posisi dombam113 dan memillkl pangsa pasar 

55%, oleh Pasal 25 diatur melanggar secara per se illegal. Namun, oleh komisi 

indepanden dilakakan penelitian mengenai apakah terdapat kegistan iltau 

perjanjian yang dilarang, dan juga melibat apakah terdapat pertimhangan 

pemherlakuan penguasaan pasar (Pasall9) yang sifutnya anti pa....mgan. Artinya, 

meskipun sifat Pasal 25 yang per se illegal, naniun tetap membutuhkan 

pembuktian (rule of reason) apakah mengakibatkan praktek monopoli dan/atau 

pa....mgan usaha tidak sehat pada pasar bersangkutan 

Sementara itu bambatan yang sifatnya tamhahan114 secara fungsional 

merupakan bagian integral terbadap perjanjian, tujuannya adalah memfusilitasi 

atau berfungsi untuk meiJialankan kontrak atau perjanjian. Misalnya, parjanjian 

yang berisikan dimana pembeli untuk tidak be....mg dengan pembeli lainnya. 

Bentuk-bentuk hambatan yang diatur dalam Undang-Undang No.5 lahun 

1999 terdiri alas bambatan borisontal dan bambatan vertikal. 

2.2.3.1 llambatan llorisontal 

Pembahasan mengenai bambatan akan berkaitan dengan perjanjian atau 

kegiatan atau pasisi dominan. Dalam hal parjaiJiiim horisontal terdapat definisi 

yaitu pel]anjian antara pelaku usaha yang satu dangan pelaku usaha yang lain 

yang bergerak di bidang yang sama. Hamhatan horisontal atau horizontal restraint 

dapat berupa: 

1. · Penetapan harga atau price fixing yang diatur dalam pasal 5 ayat 1, atau 

2. Penetapan jumlah produks~ diatur dalam pasalll, atau 

111 Posisi dominan diatur dalam pasal 1 angka 4 yakni keadaan dimana dimana pclaku 
usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa 
pssar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai pusisi tertingi dianta.ra pesaingnya di pasar 
befsangkutan dafam kaitannya dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan 
atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasckan atau permintaan barang atau jasa 
tertentu. Mengenai penyalahgunaan posisi domlnan diatur dalam pasai 25 yang dapat berupa 
hambatan horisontaJ maupun bambatan vertikaL Pada dasarnya pengaturan dalam pasal 25 ayat (2) 
harus diselaraskan dengan pasal4, pasall3, pasall7, dan pasal lS yang besi:fu.t role cjreasun, 
tuJuannya agar tidak menghambat pertumbuhan pelaku usaha di Indonesia. 

114 Natasya Sirait, op.cit, bal.73. 
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3. Pembagian wilayah pemasoran atau marlret allocation yang diatur dalam 

pasal 9, a tau 

4. Pemboikotan yang diatur dalam pesal 10, atau 

5. Persekongkolan yang diatm dalam pasal22-24, atau 

6. Kegiatan menolak atau menghalangi peleku usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama peda pesar bersangkutan, diatur 

dalam pesal 19 blliUfa dan pesal25 ayat lc, atau 

7. Kegiatan untuk membatasi peredaran dan atau penjualan berang atau jasa 

pada pesar yang bersangkutan, diatur dalam pesall9 hlliUf c, atau 

8. Kegiatan menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud 

menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya atau predatory pricing~ 

Kegiatan ini diatm dalarn pesal20. 

Kegiatan penggabungan atau merger horisontal tidak sepenuhnya rnembawa 

darnpak positil; namun lerkadang juga dapat mengharnbat persaingan usaba. 

Misalnya merger itu mengaklbatkan perluasan usaba yang didalam kegiatannya 

terdapat tujuan ekonomi untuk menghambat atau mematikan usaha pesaingny~ 

seperti penetapan harga_ 

2.2.3.2 lJambatan Vertikal 

Pada prinsipnya perjanjian vertikal tidak dilarang, sepanjang perjanjian 

itu tidak mengakibatkan praktek monepnli dan persaingan usaha tidak sehst. 

Hambatan vertikal atau vertical restraints adalah pembstasan terhsdap diatribosi 

yang dilakukan hsnya pada pibsk tertentu saja, sillrtnya dari hulu ke bilir. Vertical 

restraint juga biasa ditunjukan dangan adanya hubungan anlara pelaku dengan 

pelaku usaba yang merupekan suatu jaringan produksi, dapat terjadi antara 

diatrihutor, prodasen, atau pemasok:. 

Hambstan vertikal dapal berupe: 

l. Kegiatan penetapan harga secara vertikal, misalnya resale price 

maintenance atau penetapan harga jual kembali. Diatur dalam pasal 

8, atau 

2. Kegiatan transfer pricing pada integrasi vertikal yang diatur dalam 

pesal 14. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan kepada pelaku 
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usaha sehingga pelak:u usaha pesaingnya lidak akan mampu bersaing 

. pada level tertentu, atau 

3. Perjanjian tertutup atau tying-sale agreement yang diatur dalam pasal 

15. Perjanjian ini biasanya dilakukan oleh pelaku usaha yang 

memiliki market power pada salah satu prodak:uya sehingga 

mempunyru kekuatan untuk memaksakan kehendak kepada 

pelanggannya untuk memheli produk lain yang belum tentu 

dibutuhkan, ainu 

4. Kegiatan menolak atau menghalangi pelak:u usaha tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan, diatur 

dalam pasall9 huruf a dan pasal25 ayat 1 c, atau 

5. Kegiatan yang mcmbetasi peredaran dan! atau pcnjualan banmg atau 

jasa pada pasar yang bersangkutan, diatur dalam pasal 19 huruf c, 

atau 

6. Kegiatan pernbedaan atau diskriminasi atau meno Jak memasok 

berang dan/atau jasa tertentu, yang diatur dalam pasall9 huruf d. 

Hambatan vertikal seringkali diciptakan oleb pclak:u usaha yang memiliki 

pangsa pasar yang tinggi atau berada pada posisi dominan. Pelaku usaha yang 

berada pada posisi- dominan atau mempunyai pangsa pasar yang tinggi secara 

tidak langsung memiliki kemampuan · finansial yang tinggi juga, >"ehingga dapat 

dengan mudah menghalangi atau membataSi pelaku usaha lain atau- konsumen 

dalam kegiatan hubungan usaha, contohnya penetapan syarat-syarat perdagangan 

(trading terms). 
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PERANAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN IKLIM 

PERSAINGANUSABA YANGSEHAT 

3.1 Pemerint:ah Sebagai Regulator Dalam Persaingan lodustri RiteL 

Tujuan utama dari Undang-Undang No.5 tahun 1999 ·•dalah menciplakan 

efisiensi dan efukiifitas dalaru kegilitan usaha, yang berarti apabila terdapat 

persaingan oleh berbagai pelaku usaha akan menimbulkan ba.rga yang lebih 

murah, dan dapat menimbulkan inovasi. Efisiensi115 ini dapat bernpa penekanan 

input, misa1nya penekanan atau pemanfaatan sumber daya alam seminimal 

mungkin sehingga mengbasilkan output yang maksimal atau penggunaan 

teknologi seperlunya seperti penggunaan mesin pendingin hanya. pada produk 

yang mernbutuhkan temperatur ding:in, atau penggunaan AC disesuaik:m dengan 

jumlah peugunjung yang bemda. Deugan adanya persaingan usaha 

memungkinkan rnasuknya pelaku usaha baru kedalam sualu pasar yang dapat 

menciplakan berbagai macam lapisan pelaku usaha, yakni pelaku usaha kecii, 

pelnku usaha menengah, dan pelaku usaha besar. Para pelaku usaha ini 

kemungkinan dapat saling bersaing dan tidak berada pada posisi yang sama kuat. 

Artinya pelaku usaha berskala besar yaug mernillki posisi yang kuat bisa saja. 

memakan pelaku usaha menengah atau pelnku usaha kecil dalam persaingan, atau · 

bisa saja pelnku usah melakukan perjanjian untnk menguasai pasar sehingga dapat 

mematikan pelaku usaha lemah/ kecil. Oleh sebab itu, untuk melindungi pelaku 

usaha yang lemah/ ke<:i~ perlu adanya carnpur Iangan oleh pemerintab dalam 

mengeluarkan suatu undang-undang tertentu. 

IU Dilihat dati segi ekonomi, efisiensi yang mendorong persaingan usaha adalah efisiensi 
statis dan efisiensi dinamis. Efislensi statis yaitu peaggunaan optimal somber yang ada dengan 
biaya seminimal mungk!n, sedangkan efisiensi dinamis artinya pengenalan produk baru secara 
optimal, proses produksi yang Iebih efisien dan struktur organisasi unggul yang timbul dalam 
perjalanan waktu. Efisiensi statis meliputi efisiensi produk. yaitu efisiensi operasJonal yang teknis 
dan non!eknis bersama biaya transaksi dan penghematan efisiensi X dan eflSiensi alokasi, yaitu 
alokasi produk melalul &~stem barga dengan ea.ra paling optimal yang diperlukan untuk memenuhl 
kepenting3Jl kons.umen (hal mana terjadi apabita output dati setiap produk sampai pada tingkat 
dimana biaya marginal produksi satuan tambahan sama dengan harga produk bersangkutan). 
Efisiensi dioamis kemungkinan besar merupakan efek persaingan yang paling mengunhmgkan. 
Lihat Knud Hansen. op.cit., hal. 121. 
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Di Indonesia, pengaturan mengenai perjanjian perdagangan diatur dengan 

menggunakan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1320 dan Pasal 1338 

KUHPerdata). Menurut Jeremy Bentham yang terkenal sebagai tokoh kebebasan 

berkontrak (freedom of speech) mengatakan babwa para pihak bebas untuk 

melakukan tawar-menawar, negosiasi untuk menyusun kontrak sehingga terdapat 

kontrak yang baik yang akan melindungi kepentingan kedua belab pihak116
• 

Narnun apa batasan suatu kontrak dikatakan baik dan dapat melindungi kedua . 

belah pihak? Realitanya biSa saja antar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang· 

berbeda (bargaining power), dimana pelaku usaha dengan bargaining power yang 

J...."Uat dapat menekan pelaku usaha dengan bargaining power yang lemah. · 

Misalnya pada penemuan fakta hukum dalarn kasus Carrefour pada point 7.2.9 

dan 9.3 yang menyatakan117
, 

"Bahwa ketergantungan para pemasok mengakibatkan Terlapor memiliki 
daya tawar (bargaining power) yang tinggi terhadap pemasok dalalm 
menegosiasikan syarat-syarat perdagangan (trading terms) kepada pemasok 
termasuk persyaratan minus margin yang bertujuan agar pemasok tidak 
memberikan diskriminasi harga118

." 

"Babwa berdasarkan kekuatan pasar (market power) yang dimiliki, Terlapor 
memiliki daya tawar (bargaining power) yang digunakan untuk menekan 
pemasok da1am menegosiasikan syarat-syarat perdagangan (trading terms) 
yang semakin memberatkan pemasok berupa penambahan jumlah item 
syarat-syarat perdagangan (trading terms), Reningkatan besaran biay~ dan -
persentasefee trading terms setiap tahunnya 19

." · _ 

Secara singkat kasus diatas menunjukkan bahwa, Carrefour sebagai rite1 

modem yang mempunyai kemampuan finansial, market power, dan manajemen 

yang tinggi mampu melakukan perjanjian berupa syarat -syarat perdagangan 

terhadap pemasok lokal yang tergolong dalam usaha kecil menengah. Oleh kai"ena 

116 Ennan Radjagukguk, '"'Filosofi dan Latar Belakang UU No.5/1999 (secara ekonomis) 
dan Status/ Kelembagaan, Wewenang & Togas KPPU", dalam Undang~Undang No.5/1999 Dan 
KPPU, diedit oleh Emmy Yuhassarie, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hokum, 2005), hal. 15. 

111 Putusan KPPU No. 02/KPPU - L/2005 tanggal 16 Agustus 2005 tentang dogaan 
pelanggaran terhadap Pasal 19 huruf a, Pasal 19 huruf b dan Pasal 25 ayat (I) huruf a Undang~ 
undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat 

118 Poin 7.2.9 Putusan KPPU No. 02/KPPU - L/2005. Pelapor yang dimaksod adalah 
PT.Carrefour Indonesia. Sementara yang dimaksod dengan minus margin adalah salah sato syarat 
perdagangan yang dikenakan pada pemasok berupa larangan bagi pemasok untuk menjoal 
barangnya ke pesaing lain dengan harga yang lebih murah dari Carrefbur. 

119 Poin 9.3 Putusan KPPU No. 02/KPPU- L/2005. 
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bargaining power sebagai rite! besar cukup tinggi, maka ia memberlakukan syarat 

perdagangan yang memberatkan pemasok pelaku usaha kecil. Hal ini terjadi 

karena kedudukan antar Carrefour, pemasok lokal yang tergolong pelakn usaha 

kecil, dan ]lelaku usaha lainnya tidak sarna. sebingga bargaining power yang 

mereka miliki pun tidaklah sama, inilah yang menyebabkan tidak eda tawar 

menawa:r diantara mereka. 

. Kegiatan-kegiatan diatas menunjukan bahwa perlu adanya pemturan 

sebingga masing-masing pelaku usaha dapat melakukan kegiatan usaha seeam 

sebat. Didalam sistem ekonomi pasar bebas, dibaka kesempatan berusaha bagi 

setiap pelaku usaha baik pelaku usaha dalam negeri maupun asing, dan proteksi­

protekai dari pemerintah tidak dikenal lagi, bahkan peran pemerintah sebagai 

pelaku usaha perlahan dihilangkan, misalnya dengan melakukan privatisasi badan 

usaha mi1ik negara120
• Sistem pasa.r demikian menunjukan bahwa Indonesia 

menganut teori The Visible Hand Adam Smitb, dimana teibuka kesempatan bagi 

pelaku usaha untuk me1akukan kegiatannya tanpa campur tangan darl pemerintah 

sebagai pelaku usaha. Disini peran pemerimah diposisikan sebagai regulator dan 

fusilitator. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban untuk meageluarkan sua!u 

peraturan perundang-undangan atau kebijakan tertentu demi terselenggaranya 

persaingan yang sehat. 

Di bidang persaingan pasar tradisional dan modem seringkali terdapat kasus 

yang menunjukan bahwa edanya pengamh toko modem dan pusat perbelanjaan 

yang kegiatannya berdekatan dengan pesar tredisional sebingga memungkiniran 

terjedinya pesar tredisional tersebut punah atau menjadi kurang berfungsi. 

Menurut Mujiburrohman selaku Sekretaris Eksekutif Asosiasi Pedagang Pasar 

Indonesia, pasar-pasar tradisional yang punah atau menjadi kurang barfungsi 

setelah badirnya toko modern dan pusat porbelanjaan antara lain pasar Blora, 

pasar Warung baru, pasar Pelita, pasar Sw:ahaya, pasar Cikini, pasar Goedangdia, 

pasar Jarnbol. pasar Marnpeng, pasar. Enjo, pasar Jatinegara, dan pasar Karet 

Pedurenan. Menurutnya, tidak semua pasar tra.disional tersebnt menjadi punah 

akibat kebadiran pasar modern me!ainkan ada beberapa yang tidak punah namun 

1111 Hermansyah, op.cit., haL 17. 
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mengalami penunman dalam beroperasi. Pasar Enjo misalnya, sebennrnya ada 

600 kios namun b81lya terisi 200 kios dan setiap tahunnya mengalami penurunan. 

Sementara itu~ aPabila dilibat dari presentase keberadaannya,. pa.sa.r 

tradisional berjumlab Iebih besar daripada toko modern dan pusat perbelanjaan. 

Menurut Kafi Kurnia dalam loka karya terbetas kUndang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 dan KPPU'' pada bulan Mel tahun 2004, menga!akan babwa dalarn bisnis 

ritel di Indonesia. baru 5% bisnis modernny~ sedangkan bisnis tradisionalnya 

95%. Namun, pada kenyataanya sering ditemui pemyataan babwa yang 5% 

menjadi ancaman yaag 95%. Apabila dilihat dan paagsa. pasar yang dimiliki 

sebarusnya tidak mungkin yaag kecil menjadi barnbatan terbadap yang besar. 

Kenyatannya, berdasarkan basil stud! AC Nielsen selarna tahun 2005 hingga 

tabun 2006, b:snis trndisional b81lya meningkai 3,29"/o dari 1.787.897 menjadi 

1.846.752 outlet Sementara itu bisnis modern meningkat 13,92% dari 7.82& 

menjadi 8.918 outlet Kemudian bisnis tradisioual dari tahun 2006 bingga tabun 

2007 meningkat 2,90% dan 1.846.752 menjadi 1.900.332 outlet, sndangkan bisnis 

modern meningkat 18,4% dari 8.918 menjadi 10.563 outlet. Berikut data struktur 

industri ritel modem dan tradisional di Indonesia. 

Jumlah Toko Modern dan Tradisional di RI 
f----

FormatToko 2005. 2Q06 2007 

Hipermarket 83 105 121 
Pusat Perlrulakan 24 26 26 

Supermarket 1.141 1.3ll 1.379 
Minimarket 6.465 7.356 8.889 

Convenience Store 115 120 148. -
Toko Tmdisional 1.787.897 1.846.752 1.900.332 

. ... , Sumber AC N1elsen, 2008 

Ditinjau dari ratio keinginan masyarakat untuk berbe1anja di pasar trndisional 

setiap tahunnya hampir mengalami penurunan seirlng dengan kenaikan pada ratio 

keinginan rnasyarakat wttuk l:Jerbelanja di pasar modern. 

121 "Pandangan KPPU Terhadap Permendag No5l/M~Pa.gfPer/1212008 Ten tang Pedoman 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern." 
<www.nampa~in~1com/index.php?option"">;>m docrnan&ta$lc=:-dru< download&gid'"'Sl&ltgmid= 
42>, diakses pada l2 Fel.n.tari 2009 
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Ratio Keinginan M:asyarakat Ratio Keingiuan Masyarakat 

Berbelanj:a di Pas:ar Tradisional Berbelanja di Pasar Modern 

~· ··-----

Tahun Prescntasi ("A.) Tahun Presentasi (%) 

1999 65 1999 35 
2000 63 2000 37 

. 2001 60 2001 40 
2002 52 2002. 43 -
2003 56 2003 44 
2004 53 2004 42 . . Sumber. Relail & Shopper Trends, AC Ntelse_n Asia Pwfic 2005 

Data-data diata.• menuujukan bahwa peningkatan bisnis modem yang cukup 

tinggi dapat menjadi anca:rnan terhadap bisnis tradisional. Hal ini didukung 

dengan adanya keinginan masyarakat untuk berbelanja di pasar tradisional yang 

setiap tahunnya hampir mengalami penurunan. sementara itu keinginan 

masyarakat untuk berbelanja di pasar modem meniugkat setiap tahunnya. 

Dalam menyikapi permasalahan diatas, pemerintah sehagai regulator dan 

pengawas wajib melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai latar belakang atas 

perrnasalahan tersebut, misalnya dengan melihat tala letak perpasaran, fasilitas 

yang dirniliki, mutu produk, fisik lingkungan, dan kemampuan · finansial. 

Disarnping itu pemerintah juga wajib mendukung dan memfusilitasi didalam 

usaha terciptanya equal playing field pada. industri ritel. Pada. tanggal 27 

Desember 2007 dikeluarkan Peraturan Presidan Nomor 112 Tahun 2007 tenta:ng 

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 

Peraturan ini dilator belakangi o!eh adanya perkembangan usaha pefdagangan 

eceran dalarn skala keel! dan menengah, usaha perdagangan eceran modem dalam 

skala hesar, maka pasar tradillional parlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan 

berkemhang secas~ sa!ing memerlukan, saling memperkuat serta saling 

menguntungkan123
. Regulasi ini merupakan suatu produk hukum yang 

dikelnarkan dengan harapan agar perkernbangan eeeran modern skala besar tidak 

Jn Udin Silalahl, Persaingar: di lndustri Rite! Ditinjau Dari Aspek Hukvm Persaingan 
Usaha, Hukum Bisnis, Voi.27No.2, 2008, hal6-7. 

m Lihat konsideums Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 
tentang Pertataan dan Pembinaan Pasar Tradiskmal, Pusal Perbelanjaan dan Toko Modern. 
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menimbulkan permasalaban sosial, ekonomi. dan politik sebagai akibat 

kekhawatiran para pedagang eceran skala kecil akan tergesemya sarana 

perdagangan eceran yang selama ini ada, karena besarnya jumlah orang yang 

terlibat dalam pedagang eceran skala keciL Disamping ilu regulasi ini diharapkan 

dapat memberikan kepastian hukum terbadap peraturan zotll1Si, kemit:raan, 

pemberdayaan usaha kcci~ pemberdayaan pasar tradisional dan pedagang pasar 

tradisionaJ) dan masalah perizinan.' 

3.2 Demokrasi Ekonomi Dalam Terciptanya Iklim Persaingan Usaba 

yangSebat 

Pengertian demokrasi ekonomi didalam perekonomian nasional, pada 

dasamya dapat ditemukan pada ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 

Amandemen Keempat yang berbunyi124
: 

Pasa133 Ayat (!): 

«Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan". 

Pasal33 Ayat (2): 

"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai 

hajat hidup orang banyak dikuasal oleh negara". 

Pasal33 Ayat (3): 

"Bumi dan air dan kekayaan aban yang terkandung didalanmya dikuasal 

oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyar'. 

Pasal33 Ayat (4): 

"Perekonomian nasional diselenggardkan berdasar alas demokrasi 
ekonomi dengan prinsip keadilan, kebersamaan, efisiens~ berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 
menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi na.sional". 

Pasal33 Ayat (5): 

12
' Indone$ia (a), Undang-Undarrg Dasar 1945~ Ps. 33. 
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"Ketentuan Jehih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dengan 

Undang-Undang". 

Pasal 33 diatas meqielaskan bahwa perekonomian nasional disusun 

berdasar atas demokrasi ekono~ artinya perekonomian disusun dari rakyat un~ 

rakyat. Oleh karena itu masyarakat herhak menggunakan humi, air, dan kekayaan 

alam lainnya untuk sehesar-hesar kemakmuran masyarakat dan bukan untuk 

kemakmuran perorangan. Sehingga cabang-cabang produksi yang penting hngi 

angara dan yang menguasal hajat hidup orang heoyak hams dikuasai oleh negara. 

Tujuannya supaya kekuasaan tidak jatuh pada satu pihak yang dapat 

mengaldbatkan pihak lain tertlndas. 

Menurut pandangan Prof. Mubyarto, terkait dengan Pasal 33, memherikan 

ciri khas dati Sistem Ekonomi Pancasila yait~ 

Pertama,dalam sistem ekonomi Pancasi1a koperasi adalah sokoguru 
perekonomian; kedua, perekonomian Pancasila djgerakkan oleh 
rangsangan-rangsangan ekonomi, sosiaL dan yang paling penting adalah 
moral. Walaupun masalah ialah masalah materi, tetnpi tidak herart, hahwa 
materl itu tidak ada hubungannya dengan moral dan sosial; ketiga, 
perekonomian Indonesia ada hubungannya dengan T uhan Yang Maha E~ 
sehlngga dalam perekonomian Pan<asila tendapat solidaritas sosial; 

_ keempat, perekonomian Panca.sila berkaitan dengan Persatuan Indonesia, 
· yang berarti nasionalisme menjiWai tiap kebijakan ekonomi; dan kelima, 
~i~1em perelrooomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan 
ant!IIa perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi 
didalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan ekooomi"''. 

Lebih ·lanjut, Sri-Edi Swasono mertgulas mengenal orientasi Bkonomi 

. Pancasila dengan menyimpulkan bahwa ekonomi Pan<asila adalah e/ronomi 

sosialis Indonesia yaitu ekono:mi yang berorientasi pada Ketuhanan Yang Maha 

Esa (adanya atau herlakunya etik dan moral agama, bnkan materialisme), 

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (tidak mengenal pemerasan, penghisapan, 

modern); Persatuan Indonesia (kekeluargaan, kebersamalm, gotong royong, tidak 

sa ling mematikan, nasionalime ); Kerakyatan ( demokrasi ekooomi, kedaulatan 

ekonomi, mengutamak:an ekonomi rakyat, mengutamakan hajat hidup orang 

lH Mubyarto, Sistcm dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1994), bal. 44-45. 
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banyak); Keadilan Sosial (persamaan, kemakmuran rakyat yang utama, bukan 

kemakmuran orang seorang)126
• 

Demokrasi ekonomi disini memberikan arti bahwa masyarakat harus 

memiliki peranan aktif dalam pembangunan nasional. Dengan berdasarkan pada 

asas kekeluargaan dan _berpedoman pada prinsip keadilan, ~ebersamaan, efisiensi~ 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional, diharapkan 

agar terdapat unSur saling rnenguntungkan dan saling menunjang sehingga antar 

berbagai pelaku usaha dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan pertumbuban 

ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.. 

Artinya demokrasi ekonomi mengharapkan setiap orang yang melakukan kegiatan 

Psaha di Indonesia diberikan kesempatan usaha yang sama dan harus berada pada 

situasi persaingan yang sehat, sehingga tidak menimbulkan adanya pemusatan 

kekuatan ekonomi pacta suatu pelaku usaha tertentu127
. Sebagai bentuk pembinaan 

dan pengawasan, pemerintah wajib memfasilitasi guna tercapainya iklim usaha 

yang kondusif misalnya melalui penetapan peraturan perundang-undangan. 

Terhadap tujuannya menciptakan iklim usaha yang kondusif, pemerintah wajib 

melakukan sosialisasi Undang-Undang Antimonopoli mengingat didalam kegiatan 

persaingan, pelaku usaha yang satu tidak mengetahui dengan pasti strategi-:strategi 

apa yang akan dilakukan oleh pesaingnya untuk tetap berada pada pasar yang 

bersangkutan 

Persaingan yang sebat dan kondusif adalab persaingan yang diarahkan 

untuk meningkatkan daya saing usaha melalui peningkatan e:fisiensi perusahaan 

dan produktivitas kerj~ peningk:atan ~utu basil produksi, peningkatan pelayanan 

kepada pembeli, pengembangan- produk baru, dan perluasan pasar ekspor128
• 

Artinya didalam persaingan usaha yang sehat dan kondusif akan teijadi alokasi 

sumber daya secara efisien, karena itu pelaku usaha akan memproduksi barang­

barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (konsumen) dengan 

harga yang ditetapkan berdasarkan biaya produksi. Konsekuensinya pelaku usaha 

126 Sri-Edi Swasono, Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, cet.L (Jakarta: UI-Press, 
1985), hal.l25 dalam Sri-Edi Swasono, Orirmtasi Ekonomi Pancasila, dalam Abdul Madjid dan 
Sri-Edi Swasono (Edl.), Wawasan Ekonomi Pancasila (Jakarta: VI-Press, 1981), hal.l9. 

127 Hermansyah, op.cit., haL 66-67. 
128 Ibid., hal. 67. 
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yang tidak efisien akan tersingkir. Namun demikian, barus diakui bahwa dalam 

kenyataan tidak ada persaingan yang sempurna. Sebagai salah satu contoh, pelaku 

usaha sering menyalahgunakan kemudaban-kemudahan ekonomi notuk 

memperoleh kekuatan pasar dengan menciptakan barubatan-hambatan dalam 

perdagangan, menaikan harga, dan memhatasi produksi barang dan/alan jasa. 

BertoJak dari alasan itu dan tujuan untuk mempertahankan Sistem ekonomi pasar 

perlu adanya intervensi pemerintah sel)agai regulator/ pengawas melalui 

pembuatan kebijakan dan peraturan perundang~undangan yang mendukung iklim 

persaingan usaha yang sehat tersebnt129
• 

Dari uraian diatas. maka dapat dikatakan hahwa dernokrasi ekonomi 

berkaitan era! dengan peraturan perundang-nndangan yang mendukung 

terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, dalam hal mi Undang-Undang 

AntimonopolL Artinya demokrasi ekonomi menjamin setiap orang mempunyai 

kesempatan yang sama notuk melakukan kegiatan usaha di bidang perekonomian 

berdasarkan prinsip-prinsip yang berlaku, dan Umlang-Undang Antirnonopoli 

diharapkan dapal mewujudkan demokrasi ekonomi itu sendiri sehingga iklim 

persaingan usaha dapat tercipta. 

3;2.1 Usaha Kecil dalam Hokum Persaingan -Usaha 

Usaha Kecil pada awalnya diatur pada Undang-Undang Nomoi 9 labun 

1995 tentang Usaha Kecil, yang dimakeud dangan ·usaha Kecil yaitu kegiatan 

ekonomi rakyat yang berskala kecil dun memenuhl kriteria kekayaan bersih dun 

basil penjuakm tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang­

undang mi. Perigertian usaha kecil mi mencakup usaha kecil secara infurmal dan 

tradisional. Didalam hubungannya dengan pembangunan nasiona~ Usaha Kecil 

diakei sebagai bagian integral dunia usaha yang merupakan kegiatan ekonomi 

rakyat yang mempunyai kedndukan, potensi. dan peran strategis untuk 

mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang berdasarkrm 

demokrasi ekonomi130• Namun, didalam dunia persaingan usaba, pelaku Usaha 

Kecil seringkali menemui hambatan untuk bersaing dengan pelaku Usaha lainnya 

yang tergolong pelaku Usaha Besar atau Menengah. Hal ini dapat dikareuakun 

119 Ibid., haL 57. 
uo Libat konsidenms Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentan Usaha KeciL 
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kemampuan keuangan yang terbatas. Oleh sebab ita, Usaha Kecil dengan modnl 

terbatas layak untnk mendapatkan perbatian mengingat mereka terbukti tidak 

rentan terhadap imbas krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak 

tahunl997. 

Sehubungan dengan perkembangan lirigkungan perekonomian yang 

semakin dinarnis dan global, maka Undang-Undang Nomor 9 tahun 1995 tentang 

Usaha Kecil digantikan dengan Undnng-Undnng Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Usaha Milcro, Keci1 dnn Menengah. Tujuannya agar Usaha Milcro, Kecil dan 

Menengah memperoleh jarninan kepastian dnn keadilan usaha di Indonesia. 

Peraturan Perundnng-undnngan inl disesuaikan dengan amana! Ketetapan Majelis 

Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV!JMPR-RI/1998 tentang 

Politik Ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekc:aomi nasional 

agar terwujud pengusaha menengah yang kuat dan besar jumlahnya, serta 

terbentuknya keterkaitan dan kemitraan yang saling menguntangkan antar pelaku 

ekonomi yang meliputi pelaku usaha ked!, menengah. dnn koperasi, usaha besar 

swasta dan Badnn Usaha Milik Negara yang saling memperkuat untuk 

mewujndkan Demokrasi Ekonomi dan efisiensi yang berdaya saing tinggi. 

Perlindungan hukum terhadap usaha kecil pada dasamya sudah berusaha 

diciptakan melalui asas dnn tujuan Undang-Undang Antimonopoli yang tersirat 

pada Pasal 3, dengan adnnya jarninan kesempatan berusaha yang sama bagi 

pelake usaha besar, pelaku usaha meneagah, dan pelake usaha kecil. Didalaln 

pelaksanaannya, tidak boleh dnn barns ditiadnkan terjadinya pernnnpukan aset dan 

pemusatan kekuatan ekonomi padn pelake usaha tertentu dimana hal ini 

bertentangan dengan prinsip keadilan dan pemerataan. Artinya; Undang-Undnng 

Antimonopoli secara implisit memberikan jarninan perlindungan hukum terhadap 

pelaku usaha yang lebih lemah dari perbuatao atau kegiatan yang dilakukan oleh 

pelake usaha yang lebih koat yang dnpet mengakibatkan pelaku usaba kecil atau 

pelake usaha yang lebih lemah mengalarni kerugian atau tidak dapat menjatankan 

kegiatan usaha sebagaimaoa mestinya. Didasari oleh hal tersebut, maka Undang­

Undang Antimonopoli memasukan unsur usaha keeil sebagai bal yang 

dikeeualikan dalam undang-undnng ini sebagaimana tersirat dnlam Pasa!SO Huruf 

h tentang Usaha Keeil. Maksud dan tujuan dari pereturnn perundnng-undangan 
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tersebut memang unluk membuat pengecualian bagi usaha keciL yang pada 

umumnya tidak mempunyai kendali kelruasaan dalam rangka kegiatan pasar, dan 

tidak mempunyai pengaruh terbadap struktur pasar. Oleh karena itu terdapat 

alasan yang .kuat agar usaha kecil dii:zinkan hersaing dengan usaha besar dalam 

rangka kegiatan ekonom~ walaupun untuk mencapai tujuannya usaha kecil 

cenderung mengganakan kekuatan serta kemampuan inereka secara bersama­

sama, yang mana hal ini sebenarnya tidak diizinkan, meskipun kondisi demikian .. · 

hanya akan menghambal persaingan di antara usaha kecil-uSaha kecil itu 

sendiri"'. Sebagai akihat dikeluarkannya pengeeualian terhadap usaha kecil, 

maka usaha kecil bebas untuk melakukan karte~ menentukan harga jual kembali 

kepada pelaka nsaha lainnya, dan dapat melakakan layanan yang berbeda-bedar 

terhadap pelangganya sesuai dengan caranya sendiri (diskrimiuasi). Pengecualian 

terbadap nsaha kecil dilakukan sehab nsaha kecil tidak mempunyai kekuatan 

untuk melakukan kegiatan atau peljanjian yang dilarang sesuai Undang-Undang 

Antbuonopoli, sehaliknya apabila usaha keci! melakukan perbuatan atau 

perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Antimonopoli maka dampakaya 

tidak signifikan terbadap perakanomian yang sa.-na bagi pelaka usaha132
• 

Usaha keeil menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan nsaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabung 

perosahaan yang dimilik~ dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun 

tidak langsung dari usaha menengah atau nsaha besar yang memenuhi kriteria 

Usaha Kecil sebagaimana dimaksnd dalam Undang-Undang ini. Sementara im, 

yang dimakaud dengan .nsaha kecil dalam Undang-Undang Antimonopoli adalah 

nsaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Mengenai kriteria nsaha kecil yang 

seperti apa yang dikecualikan oleh Undang-Undang Antimonopoli helum terdapat 

secara rinci, lll!l'llun pengeculian itu dibarapkan sebagai perlindungan usaba. 

m Han.'len, op.cit, hal. 467-468. 
112 KPPU, "'Persaingan Usaha dan Manfuat Bagi Masyarakat," <http://www.kppu.go.id>, 

diakses pada 8 Oktober 2008. 
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3.2.2 Perllndungan dan Pemberdayaao Pasar Tradisional Dalam 

Terciptanya lklim Persaingan Usaba yang Sehat 

Pemberdayaan usaha kecil sebaiknya dillruti dengan perlindungan lrukum 

bagi pengembangan usaba kecil dengan menciptakan iklim usaba yang koodusif. 

Menurut Teguh Su~stia dal;un artikelnya yang berjudul "Perlindungan Hukum 

dan Pemberdayaan Pengusaba Kecil Dalam Ekonomi Pasar Be bas", perlindungan 

usaba kecil memiliki arti panting dalam tiga hal bagi ekonomi nasional. Pertama, 

usaha keeil termasuk salab satu pilar pembangunan ekonomi yang dibina ·dan 

dilindungi oleh pemerintab. Kedua, usaha keeil mempunyai potensi untuk 

berkembang dangan baik sehingga diharapkan sanggup terjun ke arena ekonomi 

global. Kctiga, adanya ketanggaban dan ke!llll1ldirian usaba, maka ekenomi rnkyat 

ini bisa mempunyai prospek cerah pengembangannya dalam persaingan pasar 

bebas, Apabila pilar ini robob, maka ekonomi nasional sulit keluar dari krisis 

eknomi Hal jni terbukti pada krisis ekonomi. usaha-usaha kecil mampu bertahan 

tanpa han yak mengalami "gulung tikar" karena sedikltnya hutang di perhankan 133
. 

Usaha kecil hams dilindungi karena sifutnya yang mandiri dan terbukti 

tetap eksis dalam kegiatan ekonom~ khususnya pada saat krisis ekonomi 

berlangsung tabuu 1997, usaha kecil mampu bertaban, sementara usaha besar 

hanyak yang gulung tikar. Hal ini disehabkan oleh kredit macet atau banyaknya 

hutang nsaba besar di perhankan. Di lain sisi, usaba kecil tidak banyak yang 

melakukan kredit pada perbankan. Pengusaha kecil lebih tertarik melakakan 

pinjaman melalui rentenir dengan bunga pinjaman yang lebih besar daripada 

bunga yang ditetapkan oleh perbankan. lni disehabkan karena kesulitan pengusaha 

ke<:il dabuu. menyediakan agunan hank. Biasanya ketika hank akan mernberikan 

ha!ltnan pinjaman terhadap usaba keeil, hank akan meminta jaminan yang nilainya 

lebih besar daripada pinjarnan yang diberikau, misalnya berupa agunan sura! izin 

usaha atau alat-alat produksi. Hal ini memberatkan usaha kecil yang pada 

dasarnya memiliki modal terbilang kecil. Pada dasarnya ini merupakan salab satu 

hambatan hagi usaha kecil untuk dapat bersalng dengan usaha besar. 

Usaha kecil wajib mendapatkan perlindungan .lrukum dan pamberdayaan 

hukurn, mengingat pede saat krisis moneter terjad~ usaba kecilab yang cukup 

m Teguh Sulistia, "Pcrlindungan Hukum dan Pemberdayaan Pengusaha Kecil Dalam 
Ekonumi Pasar Bebas/' Hukum Bisnis 1 Vot.27 (Januari 2008): 22-23. 
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memiliki kontribusi dalam pembangurum nasional. Kenyataannya usaba kecil 

mampu menyerap tenaga kerja sekitar 35 juta atau mencaknp 68% dari selnmb 

tenaga kerja nasional. Pengembangan usaha kecil lebih banyak memberikan 

dampaknya pilda penyerapan tenaga kerja (padat karya) dan peningkatan 

penghasilan rakyat daripada peningkatan nilai tambah (value added) yang cnknp 

besar bagi negara melalui pembayaran pajak dan peroleban devisa negara seperti 

yang dilakukan usaha besar134
, Dengan adanya penyerapan tenaga kerja ini secara 

otomatis akan mengmangi tingkat pengangguran. 

Kenyataan di bidang pernaingan usaha, usaha keeil terus menerus memiliki 

bargaining position yang rendah apabila dibandingkan dengan posisi tawar usaha 

besar. Demikian laba yang diperoleh pun tidak sebesar laba yang dimiliki usaha 

besar, mengingat hasil produksi untok bisa dkerima oleh penguasa pasar 

(pedagang rite! kecil maupun rite! besar) perlu memiliki keunggulan baik dari 

hasil produk-produk berkualhas tinggi maupun suatu inovasi yang didapat dengan 

menerapkan efisiensi dan efektifitas. Sementara dida[am penerapannya, efisiensi 

paling banyak didapat melalui teknnlogi industri. Sedangkan usaha kooil yang 

tergolong pelaku usaha dengan ekonomi lemah, sebagian besar memiliki tingkat 

peudidikan yang rendah sehingga penguasaan informasi dan teknnlogi sangat 

terbatas. Akibatnya usaha kecil di tanah air kurang dapat bersaing dengan usaha 

besar a tau produk negara asing yang telah menggunakan teknnlogi tinggi. 

Kendala lain yang dialami oleh pengusaba kecil yakni ndanya hambatan 

pndagang (trade of barrier) bagi anggota WTO. Dirruma Indonesia telah menjadi 

anggota WTO sejak tanggal 2 November !994, konsekuensinya Indonesia barns 

mengiknti aturan perdagangan beropa pasar behas antara lain ndanya larangan 

hambalan perdagangan antar bangsa135
• Akibatnya banyak pengusaha asing yang 

menanamken modalnya di tanah air. Banyakeya produk asing yang masuk ke 

tauah air dan tidak dapat diawasi taugsung atau dilindungi oleh pemerintah karena 

ndanya larangan hambatan perdagangan bagi anggota wro, akan dapat 

menimbulkan ancaman bagi usaha kecil delam negari di tanah air. Hal ini 

dikarenakan adanya keterbatasan jaringan oleh pengusaba kecil. Usaba keeil yang 

u4 Teguh Sulislia, Jbid.. hal26. 
m WTO dan Sistcm Perdagangan Dunia, <!lttp:!/www.Q~pperin.go,idllnd/publikasi/ 

fl.lkiP.i/wto,btm>, diakses 20 Mei 2009. 
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bellllJJda1kan terbilang kecil tidak mempunyai jaringan yang luas, baik didalam 

maupun di lllllt negeri. Hamba1an ini juga didukung dengan budaya konsumen 

Indonesia yang bertujuan un1uk melindungi prnduksi-produksi dalam negeri. 

Hambatan-harnbatan tersebut diatas dapat diataSi dengan mengeluarkan kebijakan 

ekonond oleh pamerintah yang bertujuan un1uk melindungi produksi-produkdi 

dalam negeri. Akan tetap~ usaha kecil dalam negeri tidak akan maju ap11bila 

kebijekan ekonond pemerinlah tidak serius melaksanakan political will yang kuat 

dalam tujuannya melindungi kepentingan usaba kecil dalam kegiatan ekonomi. 

Salah satu kebijakan ekonond pemerintah dalam melindungi pelaku usaha 

kecil adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang 

Usaba Mikro, Keeil dan Menengah. Dimana kriteria pelaku usaba kecil adalah 

pelaku usaha yang mendliki kekayaan bersih lebih Jari Rp.SO.OOO.OOO,OO (lima 

pulub juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah) tidal< termasuk tanah dan bangunan tempat usaba. Perlindungan 

terbadap pelaku usaba kecil itu sesunggubnya telah diatur da1am Pasal 7 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 dibawah judul Penumbuban lklim Usaba, 

bahwa: 

"Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbubkan iklim usaha dengan 

menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek: 

a. Pendanaan; 

b. Sarana dan prasarana; 

c. lirlbnnasi usaha; 

d. Kemitraan; 

e. Perizinan usaha; 

f. Kesempatan usaba; 

g. Promosi dagang; dan 

h. Dukungan kelemhagaan. 

Dari ketentuan diatas dapat diartiken bahwa pemerintah melalui 

kebijakannya akan melindangi pelaku usaha kecil melalui aspek-aspek tersebut 

diatas. Demikian halnya dengan pedagang pasar tradisional yang tergolong dalam 

pelaku usaha keei~ layak untuk mendapatkan perlindungan hnkum dan 

pemberdayaan hnkum oleh Pemerintah dan Pernerintah Daerah. Beberap~~ hal 
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yang menjadi perhatian ekstra dalam perkembangan pasar tradisional di Indonesia 

yaitu pada aspek sarana dan prasaram<, parizinan usaha, dan kesernpatan usaha. 

Aspak sarona dan prasarana ditujukan untuk mendorong dan mengembangkan 

pertumbuhan kegiatan ekonomi para pedagaeg pasar, misalnya dengan 

memberikan perlakuan keringanan tarifprasarana lertentu.berdasarkan ketetapan 

pemerintab dan Pemerintah Daerah baik secara Jangsung maupun tidak langsung, 

mengadakan prasarana umum yaeg dapat n:iendorong dan mengembaegkan 

pertumbuhan Usaha Mikro dan kecil136 seperti kemudaban penyediaan fusilitas 

tempat137• Tala cara pemberian izin tidak boleh dipersulil misalnya dengan 

menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan melalui sistem pe1ayanan terpadu 

satu pintu dan adanya kemudahan persyaratao serta informasi yang seluas­

luasnya. lintuk memudabkan setiap pelaku usaha Mik.ro dan Usaba Kecil dalam 

pengurusan permohonan izin, maka pengurusan permohonan izin nsaha 

membebaskan biaya perizinan pada Usaba Mikro dan mernberikan keringanan 

biaya pada Usaha Keci1138
. Terhadap a.~ipek kesernpatan usaha sesuai dengan 

Demokrasi ekonomi yang bersifut kerakyatan, maka setiap individu diberi 

kebebasan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi melakukan kegiatan 

usaha dalam peningkatan pembangurum nasional dengan mempargunakan 

kekayaan slam untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat139
• Pemberian 

116 Indonesia, Utrdang~Undang M;kro, Kecil, dan Menengah, UU No.20, LN No.93 tahun 
200~ 1LN No.48<J6 , Ps.9. 

u' Pasal 38 AYat {l) Undang-Undang Nornof 39 tahun 1999 tenlang Hak Asasi Manusia 
yang menjamin hak untukhidup adalah hal asasi maousia dan PasaJ 2! hurufb Ayat {2) menjamin 
hak untuk beketja sebagai upaya untuk mempertahankan hidup. Sesuai dengan Pasal71 Undang­
Undang Nomor 39 tahun f999 dan Pasal 28 huruf D Ayat(4), yang wajib melindungl hak itu 
terpenuhi bagi setiap warp negara adafah negara, terutama pemerintah, 

Terhadap pedagang lama yang teJah menempatl suatu lokasi pasar dan karena suatu ba! 
diluar kuasa manusia (hencana alam) terjadi kerusakan yang mengakibatkan bangunan tempat 
pedagang melakukan kegiatan elronominya di Iokasi tersebut rusak parah atau musnah, oJeb. sebab 
itu pemerintah sebaiknya mengupayakan kebijakan berupa pemherian izin untuk menempati lahan 
dan melakukan aktivitas ekonomi. kembali pada bangunan yang baru yang didirikan sebagal 
pengganti atas bangunan yang telah musnah itu abm setidaknya memberikan kemudahan pada 
pedagang lama untuk mcnempati bagunan baru dengan memberlakukan tarif sewa yang lebih 
ringan. Lihat Pe,.aluron Presiden Penataon dan Pembinaan Pasar Tradisional, Purot 
Perbelaf!iaan dan Toko M<>dern, Perpres No. I l2, tahun2007, Ps.15 Ayat (2) hurufc, 

m It~donesia, Undang-Undang Mikro. Kecil, dun Menengah, UU No.20, LN No.93 
tahun 2{)08, TLN No.48~6 , Ps.l2 bandingkan dengan Indonesia, Peraturan Presfden Penataan 
dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toka Modern. Perpres No.l12, tahun 
2001, Ps. 9 dan Indonesia, Peraturon Menferi Perdagongan Pedamcm Penalaan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelatifaan dan Toko Modem, Permendag No. 53/M­
DAG/PER/!212008, Ps.l2. 

139 Indonesia {a), Undang-Undang Dasar 1945, Ps.33. 
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kesempatan usaba yang sama itu secara tidak langsung akan menimbulkan 

persaingan antara para pelaku usaha. Pada demokrasi eknnomi, iklim persaingan 

yang sehat perlu diciptakan. Oleh sebab itu pemerintah melalui kebijakanuya 

bertugas untuk meugawasi agar tidal< tercipta pembentukan pasar yang dapat 

melabirkan persaingan ya.ng tidak wajar dalam bentuk rnonopoli, oligopol~ dan 

monopsoni yang merugikan usaha kecil. atau mencegah terjadinya penguasaan 

pasar dan pemusatan terbadap suatu pelaku usaba tertentu yang dapat merugikan 

usaba kecil. 

3.3 -Peraturan Mengenai Zonasi dan Perizinan Pendiriau Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modem. 

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 pada dasarnya belum 

marnpu memberikan iklim usaha yang koudusif terhadap eksistensi pasar 

tmdisional. Bahkan dapat dikatakan bahwa situasi rite] pasea dikehwkannya 

Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 dengan koudisi sebelum 

diberlakukannya pemturan tersebut tidak jaub berbeda. Oleh sebab itn pada 

tanggal 12 Desember 2008 dike!uarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 

53/M-DAGIPER/1212008 tentang Pedoman Penataau dan Pembinaa:n Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permendag ini dikeluarkan 

sebagai .perwujudan dari regulasi turunan Peraturan Presiden ya.ng dibarapkan 

dapat mengahlr secara detail mengenai operasionalisasi pengaturan dalam industri 

rite! yang mengedepankan harmonisasl antar berbagai elemen dalam industri rite!. 

Sebelumnya di DKI Jakarta sudah terdapat Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 

tentang Perpasaran Swasta dengan petunjuk pelaksana Surat Keputusan Gubemur 

PropinSi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 44 tahun 2003. Peraturan ini 

mengatur antam lain mengenai luas dan jarak tempat penyelenggaraan usaba dan 

kewajiban memberikan ruang terhadap pelaku Usaba Kecil Menengah (UKM). 

Namun didalam implementasl penegakan hukumnya masih sangar kurang. Salah 

satu aturan yang seringksli tidal< ditaati antara lain mengenai keharusan .pengelola 

pasar swasta untuk memberikan laban sekitar 20% dari luas laban efektif bagi 

pedagang kecil atau pedagang kaki lima, dan penyerahan laban tersebut tidak 

dapat dikom.pensasikan dalam bentuk apa.pun. Pengusaha perpasaran swasta 
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menganggap hal tersebut merugikan kemudian mengajukan keberatan atas SK 

Gubernur Nomor 44 tahun 2003, dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara 

dihatalkan. Sebelum SK Gobernur Nomor 44 tahun 2003 berlaku, kewajiban 

pengelola pusat perbelanjaan untuk UKM bisa dikompensasikan dengan uang. 

Namun, hal ini rawan korupsi. Oleh sebeb itu, dalam SK barn awalnya diharapkan 

ngar kewajiban tersebut tidak dapat dikompensasikan dalam bentuk uang, 

melainkan hanva dalam bentuk laban140
• Menurut Nurmansjah Lubis selaku 

. ' . 

Sekretaris Kornisi B DPRD DKI Jakarta, pemhatalan SK Gubernur itu membuat 

Perda No.2 tahun 2002 kehilangan kewibawaan dan cenderung tidak dipatuhi 

pengusaha yang mendirikan hypermarket. Sebngai akibatnya beberape peraturan 

dari Perda No.2 tahun 2002 juga terabaikan, rnisalnya pengaturan mengeoai jarak 

lokasi usaba perpasaran swasta, baik skala besar dengan pasar lingkuugan yang 

tergoiong usaha skala menengah~kecil 141 • Sehingga meskipun sudah diatur 

.mengenai jarak, wnasi, dan batasan-batasannya, namun kenyataanya masih 

terdapat pa.'Xlr modem yang berhimpitan dengan pasar tradisionaL 

Perpres No.I 12 tabun 2007 terdiri alas delapan Bah, yang mengutur 

mengenai penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modem; 

;; hubungun antara pemasok dengan toko modern beserta syarat-syarat perdagangan; 

masalah perizinioan; pembinaan; pengawasan dan sanksi. Penat.aan · pasar 

tradisiona!, pusat perbelanjaan dan toko modern diatur dalam Bab II Perpres 

No.I 12 tahon 2007 yang menjelaskan bahwa peruttaan pendirian pasar tradisional 

wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonorni masyarakat dan keberadaan 

pasar tradisional, pusat perbe!anjaan dan toko modem serta usaba kecil, termasak 

koperasi, yang ada di wilayah yang· bersangkotari (Pasal. 2). Pendirian pasar 

tradisional wajib menyediakan fasilitas yang menjarnin pasar yang bersih, sehat, 

aDllUI, tertib, dan tala roang publik yang nyaman. Untuk pendirian pusat 

perbelanjaan dan toko modern (terrnasuk supermarket, departement store, 

hypermarket, dan perlrulakan, kecuali minimarket) wajib melakukan analisa 

kondisi sosial ekonorni masyarakat, keberedaan pasar tradisional, Usaha Mikro 

1 ~ 0 "SK Gubernur Nomor 44/2003 Dibatalkan, Pasar Swasta Tak Harus Serahkan Lahan 20 
Persen untuk UK.\1:' <bttp;//www2.kompas.com~ompas-«t:ak10405/ Ollw:elro/1000248.htm>, 
d!akses ned a 4 Mei tahun 2008. 

1 1 "Banyak Hypermarket A balkan Perda,"' <http:://www.sarwono.net/berita.ohp7i_Q~170>, 
diakses pada !7 Ja.nuari. 
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Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah yang bersangkutan (Pasal4). Perulirian 

pusat perbelanjaan dan toko modern juga wajib memperbatikan jarak antara 

hypennarket dengan pasar tradisionnl yang teiah ada sebelumnya dan wajib 

menyediakan fasilitas yang meiljarnin pusat perbelanjaan dan toko modem yang 

· bersih, sebat, arnan, tertib dan ruang publik yang nyaman. Anali.sa koadisi so sial 

ekonomi rnnsyarakat dan keberadaan pesar tradisional dan UMKM dijelaskan 

dalam Pasal 3 ayat (2) Permeadag No.53 tahun 2008, meliputi: 

I. Stiuktur penduduk menurut mata peucaharian dan pendidikan; 

2. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 

3. Kepadatan peududuk; 

4. Pertumbahan penduduk; 

5. Kemitraan dengan UMKM lo~al; 

6. Penyerpan teoaga kerja lokal; 

7. Ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisional sebagai sarana bagi 

UMKM!okal; 

8. Keberadaan fusilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada; 
0 

9. Dampak positif dan negalif yang diakibatkan oleh jarak antara 

hypermarket dengan pasar tradisional yang Ielah ada '"'belumnya; dan 

10. Tanggungjawab sosial perusahaan. 

Lokasi pendirian pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern 

wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/ Kota, 

dan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah (RDTRW) Kabupaten/Kota tennasuk 

peraturan zonasinya. Toko modem yang dimaksud adalah toko dengan sistem 

pelayanan mandir~ menjual berbagai jeni• barang secara eceran yang berbenlnk 

minimarket) supermarket, departement stQre, hypermarket ataupun grosir yang 

barbentuk perkulakan. Pada penataan toko modern terdapat batasan ]uas lantai 

yang diklasifikasikan sebegai minlmarket, apabila luas lantal kurang dari 400m2
; 

supeumarket apabila luas lantainya antara 400m2 sampai dengan 5.000m2
; 

hypermarket apabila luas lantainya diatas 5.000m2
; departement store apabila luas 

lantainya diatas 400m2
; dan perkolakan apabila luas lantainya diatas 5.000m2

• 

Namun terdapat pembedaan batasan luas lantai terhadap usaha toko modern 

dengan modal dala:m negeri I OO"A. yaitu dikatakan miahnarket apabila luas lantai 
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penjualannya kurnng dari 400m2
; supermarket dengan luas lantai penjualan 

kurang dari !.200m2; departement store dengan luas lantai penjualan kurang dari 

2.000m2
• 

Perpres No.ll2 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas mengenai jarak 

antara pasar trndisiona~ pusat perbelanjaan, dan toko modem Mengenai lokasi 

beroperasinya kegiatan usaha banya terbatas pada akses sistem jaringan sebagai 

berikutl42: 

1. Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atall paila akses sistem jaringan 

jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder; _ 

2. Hypermarket dan pusat perbelanjaan hanya boleh berlokasi pede atau 

pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor dan tidak boleh 

berada pada kawasan pelayanan Jokal atau Jingkungan didalam 

kota/perkotaan; 

3. Supermarket dan departement store tidak boleh berlokasi pad a sistem 

jaringan jalan lingkungan den tidak boleh berada pada kawasan 

pelayanan lingkungan di da!am kotalperkotaan; 

4. Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk 

sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 

(pemmahan) didelarn kotalperkotaan; · 

5. Pasar tradisional boleh berlokasi pede setiap sistem jaringan jalan, 

termasak sistem jaringan jalan lokal atau jalan lingknngan pada kawasan 

pelayanan bagian kotalkabupaten atau lokal atau lingkungan 

(pemmahan) dida!am kotalkabupaten. 

Itt Lihat Pasa! !i Pcraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tcntang 
Penataan dan Pernbinaan Pa.sarTradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. Yang rlirnaksud 
dengan jalan arteri yaitu merupakan jaJan umum yang berfungsi rnelayani angkutan ut.ama dengan 
ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, d:m jumlah jalan masuk dibatasi secar.a 
berdaya guna. Jalan koiektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan 
pengumpul atau pembagi dengan ciri petjalanan jarak sedang, kecepatan rata"'i'ata sedang, dan 
jumlah ja!an masuk dibatasi. Jalan loka! adaiah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jum!ahjalan 
masuk tidak dtbatasL Jalan lingkungan ada lab merupakan jalan umum yang berfungsi melayani 
angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jamk dekat, dan kecepatan :rata-rata rendah. Sistem 
jaringan jalan prlmet adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi 
barang dan jasa untuk pengcmb'Wgan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan 
semua simpul jasa distribusi yang bcrwujud pusat·pusat kegiatan. Dan yang dimaksud deogan 
sistem jaringan ja!an sekunder adalah merupakan sistem jaringan jaian dengan pmman pelayarum 
distribusi banmg dan jasa untuk masyarakat didalam kawasan perkotaan. 
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Hubungan antara pemasok dengan toko modem berupa kerjasama usaha 

dengan sistem kemitraan dan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan 

sating menguntungkan. Kemitraan usaha disini dapat berupa dalam bentuk aturan 

kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, kerjasama usah~ dan prinsip 

kebebasao berkontrak. Apabila didalam kerjasarna usaha yang dilakokan antara 

pemasok dengan toko modern diatur mengenai syarat-syarat perdagangan, maka 

syarat-syarat perdagangan tersebut harus jelas, wajar dan berkeadilan, dan saling_ 

mengontungkan serta disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya tekanan. 

Kerjasama usaha yang dimaksud wajib berbentuk perjanjian tertulis dalam bahasa 

Indonesia Adapun pembatasan dalam syarat-syarat perdagangan (trading terms) 

bertujuan agar perkembangan trading terms yang semakin berkembang setiap 

tahunnya tidak semakin memberatkan pemasok, khusunya pemasok kecil. Apabila 

aturan mengenai batasan trading terms tidak dibuat maka secara jangka panjang 

akan dapat mengancam kelangsungan produsen lokal, dim.ana produsen lokal 

yang sebagian besar merupakan pemasok kecil hanya memiliki posisi tawar yang 

lemah dibandingk:an dengan pemasok usaha besar. Sehingga jika keadaan ini 

terjadi, maka akan berdampak terhadap perekonomian nasional kita karena 

efisiensi yang dilakukan oleh produsen Indonesia hanya akan lebih banyak 

dinikmati oleh peritel modern dar_ipada konsumen143
. 

Terhadap aturan perizinan, pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan 

usaha di bidang pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, wajib 

memiliki: 

a. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T) untuk Pasar 

Tradisional; 

b. lzin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mal~ Piasa, dan 

Pusat Perdagangan. 

c. lzin Usaha Toko Modem (IUfM) untuk Minimarket, Supermarket, 

Departement Store, Hypennarket, dan Perkulakan. 

Izin usaha ini dimohonk:an dengan melampirkan beberapa dokumen terkait 

dilengk:api dengan basil analisa sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari 

143 Indonesia, Peraturan Menreri Perdagangan Pedoman Penataan dan Pembinaan 
Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem, Permendag No. 53/M­
DAG/PER/12/2008, Ps.6-7. 
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instansi yang berwenang. Khusus terhadap IUPP dan IUTM, wajib melakukan 

rencana kemitraan dengan Usaba Mikro dan Usaba Kecil. Permohonan izin uaaha 

diajnkan kepada Pejabat Penerbit izin usaba dan diterbitkan oleh Bupatil Walikota 

atau Gubernur Pemeriritab Propinsi Daerab Ibnkota Jakarta Terhadap penerbitan 

IUP2T, Bupati!Walikota atau Gubemur Pemerinrab Propinsi Daerab Ibnkota 

Jakarta dapat melimpabkan kewenangan pencrbitannya kepada Kepala Dinasl 

Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau di bidang pembinaan 

Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Sam Pintu setempat. Terhadap 

penerbitan IUPP dan IUTM, Bupati!Walikota atau Gubernur Pemerinrab Propinsi 

Daerah lbakota Jakarta dapat melimpahkan kewenangan penerbitannya kepada 

Kepala Dinas/ Unit yang bertangguug jawab di bidang perdagangan atau pejabat 

yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pinru 

setempat. Izin usaba sebegaimana dimaksud diatas berlaku banya untnk satu 

lokasi usaba, dan berlaku selama masih beroperasi atau melakukan kegiatan uaaha 

pada lokasi yang sama. Izin usaba tersebut wajib dilakukan daftat ulang setiap 

lima tahun144
. 

Perpres No.!l2 tahun 2007 juga mengatur mengenai pemberdayaan dan 

pembinaan terhadap pasar trndisional, pusat perbelanjaan dan toko modern berupa 

penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumberdaya 

manusia, konsultas~ fu.silitasi korjasama, pembangunan dan perbeikan sarana 

maupun prasarana. Adapun pemerintah daerab ilrut a:ndil dalam pembinaan 

terhadap pasar trndisional (Pasal 15 ayat (2)) dengao cara mengupayakan sumber­

sumber alternatif pendanaao untnk pemberdayaan Pasar Tmdisional sesnai 

ketentuao pemruran perundang-imdangan yang berlaku; meningkatkan 

kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional; memprioritaskan 

kesempatan meraperoleh tempat usaba bagi pedagang pasar ttadisional yang telah 

ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; mengevaluasi 

pengelolaao pasar trndisional. Pada Pasal 15 ayat (3) dalam l1!llgka pembinaan 

pusat perbelanjaan dan toko modem, pemerintab daerah melaknkan pembinaan 

dengan cara memberdayakan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam membina 

pasar tradisiona1 dan mengawasi pelaksanaan kemitraan. 

1 ~4 lndonesia,./bid,Ps_ll-15. 
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Didahun pembentukan Peraturan Presiden Nomor 112 tahnn 2007, lujuan 

yang hendak dicapai yaitu145
: 

I. Pemberdayaan usaha peidagangan eceran skala kecil dan menengah, 

usaha perdagangan eceran modem dalam skala beaar agar dapat tumbuh 

dan berkembang seras~ saling memerlukan, .sating memperkuat, dan 

sating menguntungkan; 

2. Menciplakan tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, 

· pemasok, toko modern. dan konsumen. 

Dan tujuan peraturan tersebut diatas, dapat diketahui babwa pada dasamya 

peraturan ini mengatur mengenai dua pelaku usaha dengan !alar belakang 

ekonomi berbeda yakni pelaku usaba kecil menengah, dan pelaku usaba besar. 

Didalam kegiatan ekonomi, pelaku usaba besar dengan kemampuan keuangan dan 

manajemen yang baik tentu dapat melakukan efisiensi secara maksimaL namun 

bagaimana balnya dengan pelaku usaba kecil menengab? Sebagaimana telah 

dibabas mengenai Difference Principle oleh John Rawls pada bnb sebelnnmya, 

peraturnn ini bertujuan untuk mengatur agar pelaku usaba besar mampu 

memberikan sinergi positif terbadap pelaku usaha kecil menengab, misalnya 

melalui usaha yang menghasilkan trickle down effect. Peraturan uu 

mengaktualisasikan bal tersebut melalui adanya usaba kemitraan dan 

pemberdayaan terbadap pelaku usaha kecil menengab oleh pelaku usaba besar. 

Disini terlibat ada upaya yang mengatur agar pelaku usaha kecil meneagab dan 

pelaku usaha besar saling mengnntungkan dan memerlukan146
. 

Terbadap tujuannya dalarn menciptakan .persaingan dan keseimbangan 

kepentingan produsen, pemasok, toko modern dan konsurrien, maka peraturan ini 

wajib membatasi agar tidak terjadi kemukmuran yang terpusat pada orang seorang 

atau kelompok tertentu. Terlebih didalam pasar bebas, ukan sulit untuk membatasi 

pelaku usaha asing untuk tidak melakukan kegiatannya di Indonesia. Oleh sebab 

itu dengan barsumber pada demokrasi ekonon:U. pemerintah mengupayakan 

!.ts Lihat konsiderans Peraturan Presiden Re_publik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 
tentang Penatnan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbe!anjaan dan Toko Modem. 

144 Lihat Rawls (b), op.cit., pg,60 dan konsiderans Peraturan Presiden Republik indonesia 
Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pemblnaan Pasar TradisJonal, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modern. 
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kebijakan dalarn hal pengawasan agar pe.saingan dapat berjalan dengan seimbang 

sehingga tidak 1agi terdapat pernusatan kekuatan pada suatu golongan tertentu147
. 

Disinilah pentingnya harmonisasi peraturan ini dengan peraturan persaingan usaha 

di IndOnesia. 

Dari pembahasan diatas dapet disimpulkan bahwa peda prinsipnya 

peraturan ini sejalan dengan kondisifair yang berlaku. Narnun, apakah pengaturan 

ini dapat menjamin terciptanya tujuan-tujuan tersebut diata;;, hal ini perlu 

dilakukan telaah lebih lanjut mengenai substansi dan budaya aparat yang . 

berwenang menjalankan wewenangnya 

141 Indonesia, Undang-Undang Larangan Prak.tek MonopoJi dtm Pcrsaingan Usaha Yang 
TidakSeluit, UUNo.5, LNNo.33 tabun 1999, TLNNo.3Sl7, Ps.3. 
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IMPLEMENTASI PERATURAN ZONASI PERPASARAN DI DKI 

JAKARTA BERDASARKAN HUKUM PERSAINGAN USAHA 

4.1 Peraturan Zonasi Perpasaran Terbadap Priosip-Prinsip Persaiugao 

Usaba. 

Dasar pemikiran diterbitkannya Perpres No.1 12 tahun 2007 dlkarenakan 

adanya fakta dl lapangan akan pertumbuhan Pasar Modern/ Toko Modem yang 

semakin menjamur, dao tidal< diimbangl dengan antisipasi pengelolaan pasar 

tradislonal yang profesional sehingga pedligang peaar tradisional dao pewarung 

pernukirnan somakin terdesak maka perlu dibuat aturau main yang berkeadilan 

bagi semua pibak yang terkait. Akan tetapi didalarn penerapannya, penyusunan 

Perpres yang memberikan mandat sangat besar kepada pemerintab daerah melalui 

otonomi daerah ini diriilai masih terdapat banyak kelemahan. Diantaranya Perpres 

ini tidal< mengatur jarak atau zonning seeam jelas atau spesifik antara pasar 

tradisional dengan pasar modern. Hal ini tersirat da!am Pasal 4 Ayat (l) huruf b, 

bahwa "Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib memperhatikan 

jarak anlara H}permarl<et dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya". 

- Melalui kata ~jib memperhatikan", Perpres ini tidak mengatur secara tegas dan 

· jelas berapa meier -atau berapa kilometer batas/ jarak minimal kedekatau an tara 

pasar tradisional dengan pasar modem termasuk minimarket, supermarket, 

hypermarket. Harapan mnncul ketika petunjak pelaksana melalui Peraturan 

· Menteri Pcrdagangan. Nomor 53 tahun 2008 ditcrbilkan. Kebijakan yang 

merupakan pedoman pelaksana Perpres itu diharapkan mampu melengkapi 

kekurangau Perpres, kbususnya akan penetapan zonasi secara spesifik. Namun, 

kenyataannya Permendag ini masih juga korang transparan. Permendag hanya 

menjelankan bahwa lokasi pendirian peaar tradisional rnaupun pasar modem harus 

memeuubi persyaratan ketentuan peraturan pernndaog-nndaogan dao wajib 

melakukan analisa kondisi sosial masyarakat di wilayab yang bersangkutan. 

Batasan yang meliputi analisa kondisi sosial diatur dalam Pasal3 ayat (2) huruf i, 

bahwa "Analisa kondisi sosia: ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar 
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Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi dampak 

positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara Hyperrnarket dengan Pasar 

Tradisional yang teiah ada sebelumnya". Dimana penentuan jarak. antara 

-Hypermarket dengan Pasar Tradisional dilakukan melalui pertimbangan­

pertimbangan (Pasa\3 ayat (3)): 

a. Lokasi pendirian Hypermarket atau Pasar Tradisional dengan 

Hypermarket atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya; 

_b. Iklim ~a yang sehat antara Hypermarket dan Pasar Tradisional; 

c. Aksesbilitas wilayah (arus lalu lintas); 

d. Dukungan/ ketersediaan infrastruktur; dan 

e. Perkembangan pemukiman baru. 

Pen~dasan Permendag diatas, tidakjuga memberikan batasan secara tegas 

mengenai pengaturan zonasi antara toko modem dengan pasar tradisional. Lokasi 

pend irian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem wajib mengacu 

pada Rencana Tata Ruang Wilayah masing-masing daerah . .lni artinya penerapan 

regulasi lanjutan diserahkan kepada- Pemerintah Daerah. _Perwujudan pengaturan 

ini membutuhkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Daerah agar 

implementasi RTRWK bukan mengikuti "bandul" kepentingan atas nama 

''pembaogunao" daerah, namun sebaliknya justru pelaksanaan pembangunan 

daei-ah yang berpedo~npada RTRWK, siapa pun kepala daerahnya148
• 

Kelemahan lainnya yaitu lokasi pendirian pasar tradision~ Toko Modem 

dao Pusat Perbelaojaan menggunakan istilah yang kmaog dimengerti. Pasal 5 

Ayat (2) Perpres No.l12 tabun 2007 misalnya, bahwa: 

Hipermarket dan Pusat Perbelanjaan: 

a. Hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan 

arteri a/au kolektor; dan 

b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di 

dalam kota/ perkotaan. 

Pengertian jalan arteri, kolektor, primer, atau sekunder, menurut APPSI 

kalimat tersebut tidak jelas dan tidak tegas, rancu, dan twnpang tindih karena 

148 Diah Lukisari, Persaingan Pasar Modern-Tradisional, < http://www.wawasandigitaL 
com/indcx.php?option com content&task=view&id 18657&ltemid '"62>, diakses pada 3 April 
2009. 
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dapat diartikan semu sebingga bisa dijadikan dalih, tergantung siapa yang 

berkuasa dan/ atau berwe"""ll menerbitkan perizinan ketika menjabat, karena 

pemabamanatas tulisan tersebut bisa berbeda keberpihllkannya149
• 

Hal lain yang dinilai masih culrup memberatkan pedagang · Pasar 

Tradisional arlalab mengeilai Pasal 2 ayat (2) huruf a yang menyebutkan"babwa 

"Pendirian Pasar Tradisional wajib memenuhi ketentuan untuk memperhitungkan 

kondisi sosial ekono~ masyarakat dan -l<t1be01daan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan Toko Modem serta Usaba Kecil, termasuk knperasi, yang ada di 

wilayab bersangkntan". Pengertian pendirian Pasar. Trad_isional yang wajib 

memperhatikan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem itri dinilai 

mengandung makna yang bertenta:ngan dengao maksud dan tujuan dibentuknya 

Perpres No. 112 tabun 2007, k:hususnya didalam pemberdayaan pasar tradisional. 

Kalirnat tersebut dapat menimbulkan per>epsi lain yang arahnya untuk tidak 

melindungi pedagang pasar tradisional dan pewarung kecil pemukiman yang. telah 

'.-.- ada jauh sebelum berdirinya pasar modern. De:fmisi yang dapat rnenimbulkan 

pengertian lain juga tersirat dabuu Pasal I angka 7 mengenai istilab pemasok yang 

ditujukan peda pelaku usaba yang secara teratur mernasok barang kepada Toko 

Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha Definisi 

pemasok disini hanya ditujukan pada pelaku usaba yang memasoka:n harang 

kepeda Toko Moder'n saja dan bukan Pasar Tradsional. Padabal kenyataannya 

hanyak ditemui Pasar Tradisional yang menjnal produk kebutuhan sebari-hari 

yang diperoleh dari seorang pemasok. · Art.inya posisi pemasok memiliki nilai 

penting dalrun kegiatan ekonomi Pasar Trndisiomd. Oleh sehab itu sewajarnya 

penyusun.an definisi perUasok juga meHPuti, hubungannya terhadap. Pasar 

Tradisional sebagai peritel kecil, sehingga Pasar Tradisional mampu bersaing 

secam sehar dan berkeadibut. 

Salah satu toko modem yang cuknp menjadi ancaman bagi pewanmg kecil 

dan Pasar Tradisional sejak dahulu adalah kehadiran minimarket atau convenience 

1 ~ 9 Liha! Anaiisa Kajian dan Telaah Tim Advokasi DPP APPSI Terb.adap Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Peuafaan dan Pembinaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbeianjaan dan Tok() Modem dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 
.$3/M~OAGIPER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Tolm Modem. 
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store. Dimana pada tahun 2000 pernah terdapat pengaJuan atas keberatan 

pewarun.g kecil terhadap kehadiran minimarket Indomaret yang melakukan 

kegiatan usaha ~rdekatan dengan pewarung kecil. Namun, · pada Perpres ini 

rupanya pengalaman tersebut tidak dimasukan menjadi suatu hal yang dinilai 

cukup penting bahkan dapat dikatakan kebijakan ini melindnngi usaha 

Minimarket. Melalui Pasal 5 ayat (4) menyatakan babwa "Minimarket boleh 

berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem- jaringan jalan 

lingknngan pada kawasan pelayanan lingknngan · (pemmahan) di dalarn kota/ 

perkotaan". Dengan demikian tidak ada batasan a tau jarak yang mengatur secara 

jelas antara minimarket dengan usaha pewarung kecil dan Pasar Tradisional. 

Begitupula halnya dengan persyaratan analisa kondisi sosial masyarak:at di 

wilayah bersangkutan, minimarket dibebaskan untuk tidak mengikuti persyaratan 

ini Hal ini ditegaskan pada Pasal3 ayat (I) Permendag No.53 tabun 2008 bahwa 

''Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem selain 

Minimarket harus memenuhi persyaratan ketentuan peraturan perundang­

undangan dan harus rnelakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, 

keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di wilayab bersangkntan". 

Penunjukan kalimat '" ... selain Minimarket. .. " pada umumnya merupakan tindakan 

diskriminatif yang sifatnya melindungi jenis Toko Modem berupa Minimarket. 

Demikian balnya yang tercantum dalamPasal3 ayat (6) hunifa dan b dan ayat (8) 

yang memberikan pengecualian berupa kemudahan akses di bidang perizinan 

terhadap Minimarket. Seharusnya pada saat kedua ketentuan ini dibentuk selalu 

berpedoman pada Jatar belakang, tujuan dan maksud daripadanya agar tidak 

terjadi hal-hal yang merugikan salah satu pihak. 

Mengenai sanksi, kedua peraturan ini dinilai belwn cukup mengatur 

tentang sanksi, baik terbadap pelanggaran per pasal maupun pelanggaran 

kolektivitas atau gabungan dari berbagai pasal. 

Apabila melihat Jatar belakang dibentuknya Perpres No.ll2 tabun 2007 

dan Permendag No .53 tabnn 2008, maka dasar pembentukaunya adalab ekonomi 

kerakyatan yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar I 945, Tap MPRJXVI/ 

1998 dan Undang-Undang Nomor 5 tabnn 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak: Sehat. Berlandaskan atas ketentuan 
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perundang-undangan itu, maka seharusnya pemerintah menunjukan perlindungan 

terhadap pasar tradisional dan usaha kecil dan melakukan upaya untuk mengatasi 

persaingan yang tidak sehat dan penyalabgunaan posisi dominan akibat adanya 

market power. Hal ini ditujukan agar tujuan kesejahteraan sosial dapat tercipta. 

Untuk mcnentukan apakah mtiatan Perprcs No.ll2 tahun 2007 dan Permendag 

No.53 tahun 2008 sudah mongarah kepada upaya mengatasi persaingan usaha 

yang tidak sebat, maka perlu kembali mengingat prinsip-prinsip Hukum 

Persaingan Usaha. Prinsip-prinsip persaingan usaba dapet dilihat peda 

konsiderans Undang,Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang ummgan Praktek 

Mouopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang memu.at"0
: 

I. Bahwa pemhanguuau bidang ekonomi hams diarahkan peda 

tenVlljudnya kesejahtermm rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang­

Undang Dasar 1945; 

2. Bahwa demokrasi dalam bidang ekonomi menghendaki adanya 

kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasl di 

dalam proses produksi dan pemasaran barang danfatau jasa, dahun iklim 

usaha yang sehat, efekti~ dan efisien, sehingga dapat mendorong 

pertumbuhan ekonomi dan bekerjanya ekonorni pasar yang wajur; 

3: Bahwa setiap orang yang berusaha di Indonesia barus berada dalam 

si:tuasi persaingan yang sebat dan wajar, sehingga tidak menimbulkan·­

adanya pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu, 

dengan tidak terlepas dari kesepakatan yang telah dilaksanakan oleh 

Negara Republik Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 

Oida.Jam memperhatikan situasi dan kondisi diat3s, kita wajib mencermati 

dan menata kembali kegiatan usaha di Indonesia agar dunia usaha dapat tumbuh 

berkembang secara sebat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan usaha 

yang sebat, serta terhindarnya pemusatan kekuatan ekooomi peda perorangan atau 

kelompok tertentu, antara Jain dahun bentuk praktik monopoli dan persaiogan 

l$l'l Rachmadi t)sman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, 2004), hal. 7. 
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usaha yang tidak sehat yang merugikan masyarakat, yang bertentangan dengan 

cita~cita keadilan sosia1151
• 

Apabila kita menarik gads antam prinsip-prinsip persaingan usaha dengan 

Perpres Nomor 112 tahun 2007, maka terdapat ketidak selarasan. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya aturan di dalom Perpres yang mencegah .aga.­

tidak teJjadi persaingan bebas anta.-a pasar tradisional dengan pasar-pasar rite! 

raksasa Sebaliknya ketentuan Perpres cenderung mendukung pelaku peritel 

-rak~ yang sebagian-besar merupakan peritel asing yang menanamkan rnodalnya 

di Indonesia Apabila bal ini dibiarkan torus teJjadi dan tidak terdapat 

perlindungan lebih terbadaP peritel kecil atau pasar tradisional, maka perlahan tapi 

pasti pasar tradisional akan segera tersingkir. Padahal seperti yang kita ketahu~ 

pasar tradisional berperan besar dala.-n roda perekonomian nasional. Dimana 

didala.-nnya terdapat kegiatan ekonomi yang melibatkan pedagang usaha ked! 

hingga unit usaha berskala menegah yang merupakan sinergi mata rantai 

berbasiskan ekonomi kerakyatan. Dengan mayoritas produk daJam negeri, pasar 

tradisional merupakan penggerak "GDP riil"152
, berbeda dengan rite! yang lebih 

mengedepankan fuktor barga dalam pemiliban produk tanpa mempedulikan asal 

produlmya yang akhimya berujung pada keuntungan pengusaha besar dan negara 

maju m Apabila hal ini terus berlanjut, maka kemungkinan produk dalam negeri 

aka.n ka.la?- dengan produk asing dan Indonesia hanya akan menjadi negara 

pengkonsumsi produk asing sementara ketimpangan Ckooomi terns terjadi. 

Solusi untuk menciptakan keadilan dan persaingan usaha yang sahat salah 

satunya adalah dengan menentukan zonasi secara tegas karena selama ini yang 

menjadl permasalaban adalab persaingan pasar keeil dengan pasar besar yang 

saling berhadapan (face to face) padahal hal ini jelas akan menghancurkan pasar 

yang lebih kecil. Oleh sebab itu penentuan zonasi seharosnya dilakukan sehagai 

ketentuan minimum tentang jarak dan tata letak antara pasar tradisional dengan 

pasar modern pada hubungan ekonomi yang tidak saling menganggu. Tujuannya 

1.s 1 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 5 l.ahun 1999 tent.ang Larangan 
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaba Tidak Sehat. 

1.s1 GOP (Gross Domestic Product) atau Produk Domestik Bruto yaitu total nilai barang 
dan jasa yang dihasilkan suatu negara, lihat <httv://www.bbc.eo.uk/indonesian/lenmingenglishf 
witnnOlJ8/01!0801! 1 russiaholiday_shtml>, diakses 13 Juni 2009. 

m Libat Forum Ka)ian Strategis Universit.-s Gajab Mada, Pasar Trad;sional, Mosihkah 
Mendapar Perhatian, <bttp:lfforumkastratugm.bfogsoot.eom>, diakses 17 April 2009. 
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supaya pasar trrulisional tidak dikepung oleh peritel modern. Seharusnya peritel 

modem ditempatkan di kawasan baru atau berada di luar pemukiman sehingga 

memiliki jarak yang signiflkan terhadap pasar trrulisional. Seperti belnya di 

negara-negara maju, pandirian gerai rite! di pusat kola tidak diizi.nkan. Jarakoya 

. dari pusat kota setidaknya barus sejauh 10 km. Hal ini dikarenakan pelanggan 

gerai rite!. modern dianggap memiliki kemudahan akses ttansportasi. Demikian 

halnya yang diberlakukan juga di Amerika Serikat dan Prancis yang zonasi 

persaingan bisnis ritelnya ..ngat teratur, dimana petite! besar .seperti Carrefour 

tidak ditempatkan di teogah-tengah kota seperti di Indonesia, melainkan di sub­

urban"'. Demikian dengan adanya peraturan perizinan yang jelas dan pejahat 

yang berwellllllg tu.rut mendnkung terciptanya iklim usaha yang kondu.<;ii 

Di DKI Jakarta, sebenaroya telah ada regulasi yang mengatur seeara tegas 

jarak minimal pendirian pasar roelalui Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 

tentang Peipasarnn Swasta Di Propinsi Daerah lbukota Jakarta Namun, 

kenyat.,.nnya pemerintah pusat sulit mengontrol kebijakan pemerintah daerah 

menyangkut pasar modern. Sementara itu, kebijakan pertumbuhan pasar modem 

berada di Iangan kupala daerah tanpa ada regulasi pengontrol yang mengawal 

kebijakan kepala daerah155
• Akibatnya regulasi tersebut tidak berfu.ngsi secara 

maksimal, hal ini dikarenakan peraturan tersehat tidak berlaku surut. 

Memperhatikan situasi dan kondisi diatas,. maka dapat dik.ctilhul bahwa 

pada dasarnya pemerintah memberikan kesempatan yaag cukup luas untnk 

melaknkan kegiatan ekonomi, narnun tetap ada peran pemerintah sehagai 

pengawas dan regulator khususnya dalam penetapan zonasi. Tujuannya agar 

tercipta iklim usaha yang kondusif dan tidal< ada pemUSatan kekuatan pada pihak 

tertentu yang dapat rnenyebabkan pihak lain dirugikan. Di bidang ritel, 

perlindungan usaba kecil sangat dibutuhkan egar usaba kecil marnpu bersaing 

dengan usaha menengah maupun usaha besar. Hal ini diatur pada Pasal 50 Huruf 

h Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monapoli dan 

Pcrsaingan Usaha Tidak Sebat, dimana merupakan implementasi deri Pasal 5 Tap 

154 Sudarmadi, "Menyelamatkan Para Liliput." Majalah Swa (No.06/XXV!19 Maret *I 
April2009}: 48-50. 

IH Lihat Forum Kajian Strategis Uni~itas Gajah Mada, op"cit. 
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MPR XVIIMPR/1998 tenlang Potitik Ekonomi Dalam Ra:ngka Demokrasi 

Ekonomi. 

BerpedolllllJI pada Tap MPR XVI/MPR/1998, kedua ketentuan Perpres 

No.ll2 tahun 2007 dan Pennendag No.53 tahun 2008 secara makro belum 

mampu menyeimbengkan Pasa13, Pasal4, dan Pasal5 Tap MPR XVI/MPRII998. 

Dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 

sebagai berikut: 

Pasal3 
"Dalam pelaksanaan Demokrasi Ekonom~ tidak boleh dan barns 
ditiadakan terjadinya penumpukan aset dan pemusatan lrekuatan ekonomi 
pada sesoorang, sekelompok oill!lg atau perusahaan yang tidak sesuai 
dengan prinsip keaditan dan pemerntaan~. 

Pasa14: 
"Pengusaba ekonomi !emah harus diberi prioritas, dan dibantu dalam 
pengembangan usaba serta segala kepentingan ekonominya, agar dapat 
mandiri terutama dalam per.nanfaatan sumber daya alam dan akses kepada 
sumber dana'' 

Pasal5: 
wLisaba keci~ menenglih, dan koperasi sebagai pilar utama ekonomi 
nasional barns memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan 
dan pengembangan seluas-luasoya sebagai wujud keberpihakan yang tegas 

· kepada kelompek usaba ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan 
usaha besar dan Badan Usaba Milik Negara". 

Baik Perpres maupun Pennendag belum secara jelas mengupayakan 

podindungan terhadap pasar tradisional sebagai pilar utarna ekonomi nasional. 

Kedua regulasi itu sifatnya masih abu-abu, bahkan cenderung masih melindungi 

peritel modern. Kenyataan di lapangan,. pasar tradisional masih belum 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi di dalam ik1im usaha 

yang sebat. Zonasi pasar tradisional lllllSih berhadapan deogan peritel modern 

ra1reasa secara face to face akibatnya kekuatan ekonomi yang dimiliki peritel 

modern menyebabkan pasar tradisional semaldn terpinggirkan. Solusi yang sudah 

dilakulren pemerintah bukan melalui penegasan dalam batasan jarak pendirian 

pasar dan pengawasa.n dalam pemberlan izin. meJainkan melalui peremajaan pasar 

yang merupakan implementasi dari pembinaan dan pemberdayaan terhadap pasar 
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tradisional. Tujuan utamanya agar pedagang pasar tradisional dapat bersalng 

dengan peritel modem. Hal ini menimbulkan masalah baru berupa masalah 

ketidaksebandingan. Artinya pedagang pasar tradisional yang tergolong dalam 

ekonomi lemah tldak dapat disejajarkan dengan peritel modem. Ditinjau dari 

kema:mpuan finansia~ apabila meraka bersaing berhadapan maka secara otomatis 

pedagang pasar tradisional akan . tersingkit. Demikian pula halnya ketika 

peremajaan pasar dilakakan dengan alasan agar lokasi pasar tidak lagi identik. 

dengan beeek, kotor, bau dan hal-bal lain yang menjadi salah satu alaSao 

konsumen baralih ke peritel modern. Dengao adanya peremajaao gedang, secara 

otomatis membotahkan biaya yang cakup tinggi Meskipun pedagang pasar 

tradisional tetap memiliki bak prioritas untuk menempati lokasi pasar yang telah 

direnovasi, namun biaya untuk menyewa lokasi tersebut tentulah tidak murah. Ha.J 

ini seringkali memberatkan pedagang pasar tradisional. Oleh sebab itu penataan 

7.0ning secara tegas, jelas, dan spesifik, dan didukung oleh penegakan hnkum (law 

enforcement) yang kuat diharapkan mampu menjawab perrnasa1ahan persaingan 

di bidang rite!. 

Menarik kesimpulan dari kondisi dan situasi diatas, kehadiran Perpres dan 

Punnendag masih belum dapat memfasilitasi pasar tradisonal, usaha keeil dan 

menengah untuk rnendapatkan keadilan dan pemerataan dahau usahanya. Kedua 

ketentuan itu dianggap . belum rnenunjukan adanya pemberian · kesi:rnpatan 

terbadap pera pedagang pasar tradisional, pelaku usaha Jrecil, dan menengah untuk 

berada dalam situasi persaingao yang sebat dan wajar. Hal ini rusebabkan rnasih 

terdapat beberapa hambatan didahau kedua kerentuan tersebut yang sifatnya 

· cukup signifikan, antara lain: 

I. Tidak adanya pengaturan mengeuai jarak secara tegas atau pemisahan 

lokasi, meskipun sudah diatur mengenai syarat-syarat pendirian suatu 

pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. 

2. Penyusunan pendirian lokasi pada Perpres dan Permendag cenderung 

rnenggunakan bailah yang kurang tepat berupa status jalan, sehingga 

dapat menimbulkan persepsi yang berbeda. Sebarusnya penyusunan 

pendirian lokasi mernperhatikan mengenai status ekooominya. 

misalnya apakah !etak yang ada dapat menyebabkan persaingan usaba 
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yang tidak sehat atau apakah pasar tradisional yang sudah dahulu ada 

berhadapan secara !angsuag dengan peritel raksasa dapat terus 

bert:ahan. 

· 3. Perpres ini tidak ber!aku surut. Artinya pasar yang selama ini 

melanggar zonasi tidak dapat dikenakan sanksi sesuai Perpres tersebut. 

Sementara itu sudah terdapat ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 

tahun 2002 tentaug Perpasaran Swasta Di Propinsi Daerah Khusus 

!bukota Jakarta, namun implementasinya tidak berjalan dengan lancar 

karena Pemprov tidak tegas dalam menjalankan Perda tersebut. 

Padahal pada Perda ini telah diatur mengenai zonasi dan mekanisme 

barga sebagai bentuk perlindungan terhadap pedagang pasar 

tradisionalt56
• 

lS6 Peraluran Daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta Di Propinsi 
Daerall Khusus lbukota Jakarta pad.a dasamya telah memiliki aturan yang jelas: untuk rnelindungi 
pedagang tradisional, misalnya mengenai lelak dan jarak perpasaran, melanlsme harga, dan 
metode penjuafan produk oleh pasar moden agar tidak memaiikan usaha pasar tradisional. 
Mengenai luas wilayah pendirian usaha perpasaran swasta, misalnya usaha Mini Swa!ayan (Mini 
Market) luas lautai usahanya maksimal 200 ml; usaha Pasar Swalayan (Supermarket) luas lantai 
usahanya maksimal 4.000 m2

; ussha Pasar Scrba Ada (Hypermarket) luas lantai usahanya lebib 
dari 4.000 m2 dan maksima[ &.000 m2

; usaha Toko Departement Slore luas lmtai usabanya lebih 
dari 200 ru1 dan maksimat 8.00(} m1• Didalam penyelenggarnan usaha perpasaran diatur mcngenai 
luas jarak yang diatur dalam Pasal 10, bahwa: 
· a. Usaba pCrpasaran swasta yang Juas lantain.Ya 100m2 sampai dengan 200 m1 harus 

berjafak radius 0,5 km dari pasar lingkungan dan. terletak disisi jalan · Lingkungan/ 
Koiektor/ Arteri; 

b. Usaha peTpasarnn swasta yang luas lantainya diatas_ 200 m2 sampai denga.n 1.000 m2 

harus berjarak radius I,O km dari pasar Lingkungan dan tedetak disisijalan Kolektor/ 
Arteri; 

c. Usaha perpasaran swasta yang [uas Jantainya diatas 1.000 m2 sampai dengan 2.000 
m2 barus berjarak radius 1,5 km dari pasar Lingkungan dan terletak disisi jaian 
Kolektor/ Arteri; 

d. Usaha perpasitran swasta yang luas lantainya diatas 2.000 m2 sampai dengan 4.000 
m1 harUs berjarak radius 2 km dari pasar Lingkungan dan terletak disisi jalan 
Kolektor/ Arter{; 

e. Usaba perpasarnn sw.asta yang luas lantainya diatss 4.000 m2 harus berjarak radius 
2,5 km dari pasar Lingkungan dan terletak disisi j~an Kolektor/ Arteri. 

Mengenai mekanisme barga. misainya di dalam Pasal 9 diatur mengenai harga jual barang sejenis 
yang tidak boleh dijual jaub lebih rendah dengan yang ada di warung dan toko sekitamya. Untuk 
usaha perkuJakan secara jelas diterangkan bahwa usaha grosir tidak boleb menjuaJ !angsung 
kepada konsumen sehingga bentuk penjualannya harus dalam jumlah tertentu atau partai besar, 
diatur da1am PasaJ 9 yang berbunyi ukegiatan penjua1an dilakukan dalam ukuran partai besar atau 
dalam jumlah rertentu seperti dalam bentuk Jusinan, kodian, grosiran, dan takaran/ timbangan yang 
tidak dilakukan secara langsung lrepada konsumen akhir- tetapi dalam bentuk keanggotaan 
(member). Selain itu terdapat bentuk perlindungan lainnya terhadap pasar tradisional yang diatur 
dalam Pasal 16, dimana pasar modem berskaJa besar dan menengah yang melakuka.n usaha 
grosimya dilanmg untuk kegiatan usahanya sebagai pedag:mg pengecer dan dilarang menjual 
komoditi secantlangsung kepada konsumen akhir. 
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4.2 Kasus Carrefou.r 

Carrefour dan Promodes y-dilg merupakan pelopor hypermarkot asaJ 

Pef!lrtcis, IUlisuk ke lodonesia pada tahun 1998. Carrefour group memulai kerja 

· sama patungan dengan PT. Tigaraksa Satria Tbk · untuk mendirikan dua 

perusahaan yaitu PT.Carti Satria Megaswalayan dan PT. Carli Properti Indonesia 

untuk mengelola gerainya di Cempaka Putih dan Komplek Duta Merlin. Pada 

tahun yang bersamaan, Promodes bekerja sama dengan grop Sinar Mas untuk 

mendirikan PT. Conti mas Utama lndonesia untuk ·m_engelo1a gerai Continent di 

Pasar Festival Tahun 1999 terjadi merger global antara Carrefour Group dengan 

Promodes dan berubah menjadi Carrefour Netherland BV, sehiogga 

mengakibatkan pergantian nama di seluruh gerai menjadi "Carrefour". Pnda bulan 

Januari 2000, Sinar Mas melepaskan seluruh sahamnya di PT. Cnntimas Utama 

ladonesia kepada Carrefour Netherland BV. Kemudian pacta Oktober 2003 

rnanajemen Carrefuur mengumumka.n penggahungan PT. Carti Satria 

Megaswalayan dan PT. Cartisa Properti Indonesia ke dalam PT. Contilmls Utama 

Indonesia157
• 

Pasca merger oleh Carrefour dan Promodes menga.kibatkan kemajuan 

usaha dan peningkatan dalam peritel modern. Hal in.ilah yang menyebabkan 

Carrefour dianggap sebagai first-rrwverl pioneer . pasar serba nda atau 

hypermarket. Melalui moto "One Stop Shopping" yairu dengan datang ke satu 

tempat maka konsumen dapat memenuhl semua kebutuban yang diperlukannya"' 

dan dengan tawaran barga yang lebih murah dimana Carrefuur bersedia 

· memberikan barga yang termurah, dan apabila terdapat barga di luar yang lebih 

murah maka selisih harga tersebut menjadi tanggungan Carrefour untuk 

menggantikannya kepada pelanggan dengan diserrai bukti pembayamn. Cara ini 

banyak menarik konsumen sehingga menimbulkan interpretasi bahwa selurnh 

barga barailg-barang di Carrefour dijual lebih murah dJ.oanding dangan pasar 

1s
7 

PT. Bisinfocus Data Pratama, "Peta Binis Ritel Modem di Indonesia", Bussines 
lnformati0:n Focus (2004). haL53-55. 

lSi Hypermarket dengan konsep yang merupaka.n gabunagan antara pasar swalayan 
dengan toko serba ada menawarkan item barang dalrun jumlah yang sangat besar~ yaltu lebib dari 
40 ribu. Sehingga hanya dengan mengunjungi satu tempat. konsumen Msa mendapatkan semua 
kebutuhannya., mu[ai dari sayur-mayur bingga barang-barang elektronik. 
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lainnya. Kenyataannya tidak demikian, peritel asing itu tetap memasang harga 

yang tinggi pada barang-harang tertentu (subsidi silang), sehingga lrerugian dopat 

tertutup. Konsep ini mendapat saml)utan dari konsUinen pasar tradisional maupun 

konsumen supermarket dan pasar modem lainnya. khususnya masyarakat 

perkotaan. Hal ini yang menyebabkan perkembangan Garrefour begitu pesat. 

Hingga tahun 2008 tercatal tak kurang 58 gerai Ielah dibuka, dan dlli!·gerai dibuka 

pada awal JanUllfi 2009. Didahun perluasan ekspansinya. Carrefuur melakukan 

alruisisi sebagai bentuk pengembangan aktivitas perusahaan. Pada tanggal 20 

Januari 2008, PT. Carrefour Indonesia melakukan penandatanganan persetujuan 

pembelian saham atau "Share Purchase Agreement" (SPA) dengan pemegang 

saham PT. Alta Retalindo yaitu PT. Sigmantara Alfalindo dan Prime Horizon Pte. 

Ltd.159
• Didalarn SPA tersebut PT. Garrefuur Indonesia (PT. Cl) mernbeli 

351.019.450 saham milik pemegang saham PT. Alfa Retailirulo yang mewakili 

75% darijumlah selurnh saham PT. AlfaRetailindo, dimanaberga beli per saham 

yang dibayarkan oleh PT. Cl kepada pemegang saham PT. Alfu Retailindo 

sebesar Rp. 1.921 per saham dengan nilai total pembelian sebesar Rp.674,3 

miliar160
. 

_ ... 

Pembelian Saham PT. Alfa Retailindo Berdasarkan SPA161 

·---
Tanggal · Penjual Jumlah Saham yang Harga Pengambilan Tujuaii. Transaksi Trnnsaksi DibeJi Pcr·Saham -·---

21 Januari 2008 PT. Sigman tara Alflndo 163.800.006 {35%) Rp. 1.921 Untuk investasi 

21 Januari 2009 Prime Horizon pte, Ltd. 187.215.450 (40%) Rp. 1.921 Untuk invest.asi 

Adapun kegiatan akuisisi perlu diteliti lebib mendalam apakah dilakukan untuk 

mernperlruat posisinya sebagai pemimpin pasar retail modem. Hal ini berl<aitan 

erat dengan pangsa pasar (market share) dan kekuatan pasar (marke:t power) PT. 

159 Surat PT Catrefuur Indonesia kepada PT Bursa Efek Indonesia taoggal 21 Januari 
2008 No.03ngl-JNB/I/2008: tcntang Keterbukaan Informasi Pemeg.ang Saham Tertcntu, 
<http:tn02.l55.2.90/oomorate actjoos{new infu is!@enis informasifOO Pengumuman~Bursa/2{)0 
8/Ql Januarii20Q_~-Ol-31120D8013:1 ALFA LKS 339 PSJ Pembelian%20saham_.J!df>, diakses 
26 April2069. 

160 Yakub Adj Kritanto, "Analisis Akuisis Alfa Supennarket Oleh Carrefour Dalam 
PerspektifUU AntlMonopoJi." Hukum.Bisnis I Vol.27 (Januari 2008), hal.34. 

161 Ibid. 
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Cl saat ini Mengingat pada tahun 2005, PT. Cl diduga melakukan penguasan 

pasar dengan cara menghambat/ menghalangi pelaku lL'Olba tertentu untuk 

melakukan kegiatan usaha yang sama pada.pasar yang bersangkutan ( sebagaimana 

tereantum dalam Putusan No.02/KPPU-U2005)162
• Berdasm:kan basil temuan 

KPPU inl, maka market power dan market share yang dirniliki PT. Cl pasea 

aknisisi Alfa Supermarket secara otornatis akan dapet menjadi perusahaan rite! 

terdepan di Indonesia. Menurut penghltungari.Nielsen, pasea akuisisi Alfa, jumlah 

outlet Carre four Group meningkat menjadi 72 outlet163
• 

Salah satu keberhasilan PT. Cl dalam kegiatan ekspansinya disebabkan 

oleh posisi gerainya yang banyak terletak di lokasi strategis atan dengan akses 

mudah dijangksu oleh konsumen. Hal ini tentunya mendapatkan tanggapa.~ positif 

dari konsumen, didukung jenis item produk yang dijnal di gerai Carrefour 

terrnnsuk yang paling lengkap. 

Pada tanggal 7 Janunri 2009, Carrefuur rnembuka gerainya di Blok M 

Square yang merupakan peremajaan atas Pasar Melawai dan Pasar Aldiron yang 

menjadi 1idak kondusif akibat kebak:aran164
. Penempatan ge.rai Carrefuur ini 

161 Hasil temuan KPPU pada Putusan No.021KPP{)-L/200S babwa secara a!amiah PT. 
CI mempunyai kckualan pasardi pasarhypermarket dalam hal sebagai berikut; 

a. Merupakan peritel pasar modem yang terbesar di pasar hypermarket dengan memiliki 
enam belas gerai dm bcberapa getai Carrefour adalah yang terluas dib!Uldingkan " 
gerai pcritel hypennarkct lain; 

b. Termasuk peloporlincumhent di pasar rite! modem dengan konsep hypermarkCI.; 
e. Posisi gerai Carrefour yang banyak terletak di lokasi strategis memberikan TerlapOr 

akses yang signifikan kepada konsumen; 
d. Gerai Carrefuur memitiki tingkat kenyamanan dan kelengkapan filsilitas yang tinggi; 
e.. Jenis. item produk yang dijoal di gerai Carefour adalah te:rmasuk yang terlengkap. 

Ibid., hal.35·36. 
16

l Vivanews, .... Nielsen: Pangsa Pasar Carrefcur Harrya 17%," < http://bisni§..yivanews. 
~news/read/47777-nielsen JHtn~Sa nassr carrefour banya 17>, diakses 12 April2009. 

164 P:ada tanggal 29 Agustus 2005 terjadi kebakanm pada Pasar Melawai PD Pasar laya 
Biuk M, dimana kebakaran ini menghanguskan 1.000 kios pedagang tradisional. Sebagai bentuk 
relokasi atas kebakatan gedung tersebul, tanggal 17 Mei 2006 PD Pasar Jaya membuat perjanjian 
dengan PT Melawai Jaya Realty (MJR) untuk membangun kembaii pasar yang 1erbakar itu 
menjadi Slok M Square. Para pedagang tmdisional yang semuta berdsgang di Pasar MeJawai PD 
Pasar Jaya Blok M boleh menempati pasar yang baru tersebut (Biok M Square) dengan biaya 
antara Rp,6 jtlm: sampai dengan Rp.60 jt/m2 untuk 20 tah!Jlt atau 240 butan. Padahal berdasarkan 
penuturan salah seorang pedagang. harga kiosnya du!u sebelum terbakar hanya sekitar Rp.2 
jutaanlm2

• Tentunya biaya ini dirasa berat oleh para pedagang tradisionai, tmiebih akibat 
kebakaran menyebabkan kerngian yang cukup signifikan. Pedagangjuga diminta untuk melunasi 
(dapat dengan cicilan) Down Payment sebe:sar 30% dari rotal harga kios selama 18 bulan sojak 
laban masth berupa tanah kosong sisa pe:mbongkantn bangunan lama. Pedagang tradisional 
berharap untuk dapat menempatkan usahanya di lantai dasar a tau lantai satu pasar tersebut £eperti 
penempatan usahanya pada Pasar Biok M pre kebakaran. Perlu diketahui bahwa PD Pasar Jaya 
melakukan pengundian terhadap siapa saja pedagang yang masih ingin menempatkan usahanya di 
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merupakan basil kerja sama dengan PT. Melawai Jaya Realty (MJR) selaku 

pengembang (developer). Carrefour menempati area seluas 7,165 rr1 yang terbagi 

menjadi dua lokasi yaitu pada lantai dua dan tiga165
. Kegiatan usaha Carrefour 

beroperasi mulai dari pk.09.30 hingga Pk.22.00. · Sementara itu, pedagang 

tradisional eks pasar blok M juga menempati Blok M Square dan berada pada 

1antai basement. Zoning atau penempatan lokasi ini menjadi kebijakan MJR yang 

telah disetujui oleh PD Pasar Jaya melalui pengundian lokasi kios sesuai 

perjanjian yang dilakukan oleh PD Pasar Jaya dengan MJRc Pada dasarnya, 

pedagang pasar tradisional eks pasar blok m diberikan prioritas untuk menempati 

usahanya di Blok M Square sesuai dengan Perpres No.ll2 tahun 2007 dan 

Permendag No.53 tahun 2008 yaitu pusal perbelaojaan wajib menyediakan tempat 

usaha untuk usaha kecil dengan berga jual atau berga sewa yang sesuai dengan 

kemampuan Usaha Kecil. Demikian, pedagang tradisional eke pasar blok m 

seharusnya mendapatkan barga jua1 atau harga sewa yang sesuai dengan 

kemampuan pedagang tradisionaL Mengenai penentuan barga, PD Pasar Jaya 

mengaku .telah melakukan kesepakatan terhadap padagang dangan berga jual 

berkisar Rp.6 jt!m2 hingga Rp.60 jt!m'. 

Blok M Square untuk mencntukan peru:mpat.an kios. Berita ini disampaikan kepada pedagang 
tradisional melalui setebaran, berita dan peogumuman yang didalamnya tersirathargajual kios dan 
rencai:ta penempatan pasar tradisional di lantai bas€ment. Sayangnya pengundian tersebut diikuti 
bUtir pernyataan berupa paksaan bahwa para pedagang diminta segera mengambil undian 
penempatan kios dalam jangka waktu 12 hari, .. jlka tidak, maka hak para pedagang akan hUang». 
Artinya dengan mengambil undian k:iQS, p3.nJ. pedagang dianggap sepakat dengan harga dan 
pei:tempatan kios. Meskipun di dalam talA cara pembayarannya, pedagang lama diberi k.eringanan 
untuk dapat mencicil s~ama 24 bulan, namun tcrhadap harga yang ditawarkan pedagang masih 
merasa berat 

Untuk diketabui, penunjukan PT Melawai Jaya Realty (MJR) :rehagai pengembang 
Blok M ~qaure oleb _ PD Pasar Jaya tid'ak ~engacu pada Keppres No.80 tahun 2003 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa. Adapun perjanjian antara MIR dengan PD Pasar Jaya dilakukan atas 
dasar SK Gubemur D.KI Jakarta Nomor 39 tahun 2002 tentang Kerja Sarna dengan Pibak ketiga. 
Alasan menggunakan SK tersebut karena PD Fasar Jaya lebih diuotungkan. Dialrui oieb PD Pasar 
Jaya hahwa pihaknya tidak mengeluarkan nang sepeser pun daJam pembangunan Blok M Square. 
Didalam perjanjian anta.ra MJR dengan PD Pasar Jaya menyebulkan MJR wajib memberikan 
kompensasi kepada PD Pasar Jaya sebesar Rp.50 miliar, ditambah aset berupa gedung senilai 
Rp.500 miliar. Disaroping itu MJR hanya diberi waktu 18 bulan Wltuk menyelesaikan 
pembangunan gedung.. Jika tidak pundi PD Pasar Jaya akan semakin penuh dengan denda atau 
penalti yang harus dibayarkan atas k:eterlambatan MJR dalam menyelesaikan k.ewajibannya. 
Sehagai kompensasinya, kewenangan untuk menjual bak pakai toko kepada pedagang sepenuhnya 
berada di tangan MJR. 

Data diperoleh dati <http;//www.apakabar.wstoontent/view/1 ~a~/88388889/>, 
<http.:fiwww. hukumgnline.com/detajLasp?id-l6l76&cl""Ber!ta>, <http://www.bulrumonline. 
com/detail . .asp?id = 16295&cl""Berita> dan <http://www.blokm~s_quare.neUJ4.net111arga-kios4i': 
pasar~b!ok..:::_m~sgua'"C·murah.htmJ>, diukses 23 Januari 2009. 

16s www.carrefuur.co.i<! diakses 23 Januari 2009 
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4.2.1 Dampak P~mberian lzin Peodirian Pasar Modem Dilibat dari Aspek 

Persaingan Usaha 

Perizinan merupakan salah satu aapek penting dalam pelayanan publik, 

khususnya didaJam terciptanya pendirian_ kegiatan usaha. Dahulu sebelum adanya 

otonomi daerah, pengurusan iZin usaha bagi investor dilakukan oleh pemerintah 

. pusat (BKPM) dan pemerintah propinsi (BKPMD). Di era otonomi daerah, 

pemerintah daerah, baik di tingkat propins~ kabupaten, maupun kola diberikan 

kewenangan dalam bidang penanaman modal: Namun, pada Undaag-Undang 

Nomor 32 tabun 2Q04 tentang Pemerintab Daerah, tidak dijelaskan lebih lanjut 

secara teknis sebingga pada pelaksanaannya penanaman modal daerab seringkali 

menimbulkan kendala yang dikelubkan para investor, berupa tidak efisieiUlya 

pengurusan perizinan usaha. Disamping itu, implementasi pasca otonomi daerah 

seringkali terdapat tumpang tindih dao tarik mernrrik antara kegiatan BKPMD 

propinsi dan BKPM serta instansi daerah yang menangani investasi/ penanaman 

modal. Beberapa dacrah menggabungkan kewenangan investasi penanaman 

modal dalam dinas p<--rindustrian dan perdagangan atau bagian perakonomian. 

Ada pula yang membentuk suatu dinas penanaman modal semiiri. Namun, banyak 

pula kota yang beJum -mampu merumuskan kebijakan atau regu1asi sendiri 

sebingga masih terkait dengan kebijakan penierintab pusat166
• Melatar belakangi 

adanya kelemahan hal tersebut, maka dibentuk suatu sistem perizinan yang 

teriotegrasi melalui pelayanan satu atap. Tujuannya agar pengurusan perizinan 

usaba lebih efisien, cepat daa tepaL Terhadap penarnrrnan modal dibentuk 

Keppres Nomor 29 tabun 2004 tentang Penyeleuggaraan Penanaman Modal 

(PMDN/PMA) melalui sistern pelayanan satu atap, yang bertujuao untuk menarik 

masuknya investor untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Mengingat 

penanaman modal memberikan dampak positif di bidang ketenagakerjaan. 

Terhadap izin usaba, pemerintab sebagai provider atau penyedia, memiliki 

kewenangan dalam meneotukan apakab izin usaba tersebut diperbolebkan masuk 

a tau tidak, atau apakab izin tersebut memiliki dampak yang dapat bersinggungan 

temadap hal lainnya Bila pemerintab tidak mengizinkan maka argumen yang 

t<iG Lihat Fabmi Wibawa. Patuiuan Prakiis Peritinan Usaha Terpadu, (Jakart.a:Grasindo, 
2007), bal. 5. 
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melandas~ diantamnya adalah pemihakan pada pelaku lokal, perlindungan 

domestik, konservl!Si tingkungan, ataupun alasan pertahanan/ keamanan167
• 

Sebaliknya apabila pemerintah mengizinkan, maka perlu ditelaah lebih lanjut 

bahwa apakah investasi ini dapat rnenghadirkan darnpak positif di lingkungan 

perekonomian Indonesia. 

Pemerintah daerah sehagai perpanJangan Iangan pemerintah pusat 

mernpunyai kewenangan yang cukup signifikan dalarn rnenentukan perizinan, 

karena perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. 

Sehagaimana diketahui menjadi otoritas pemerintah daetah untuk memungur 

pajak dan retribusi serta penerbitan i?jn rnelalui peraturan daetah · lial inl diatur 

dalam undang-undang dan peraturan yang berlaka 

Berpedoman pada Perpres tio.ll2 tabun 2007, maka pendirian Pasar 

Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern wajih memililti izin usaha 

yang diterbitkan oleh Bupetil Walikota dan Gubernur untuk Pernerintab Propinsi 

DKI Jakarta Demikian otmitas perizinan usaha diberikan kepada pernerintah 

daetah rnelatui Peraturan Daerah. Di Propinsi DKI Jakarta berlaku Peraturan 

Daetah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta. 

Terbadap kasus pendirian usaba Carrefour yang berdekatan atau bertempat 

peda gedung yang Sarna dengan pesar tradisional. Pada dasarnya kegiatan usaha 

rite! Carrefourtidak bertentangan dengan Perpres Nomor 111 taburi 2007 tentang 

Dafl.ar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan 

Persyara.tan Di Bidang Penanaman Modal. Artinya usaha rite! Carrefuur tidak 

termasuk dalarn dafl.ar negatif dan bidang-bidang usaha yang dilarang 

sebagaimana diatur dakuu Pasal 12 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 

tentang Penanaman Mudal. Namun apahila mengamati isi Pasal 13 Undang­

Undang Nomor 25 tahun 20071
", na:mpak belum dijalankan sepenuhnya. Hal ini 

bahwa: 

167 Ibid., haD. 
161 Pasa113 Undang~Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal berbunyi, 

(1) Pemerintah wajib menetapkan bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, 
kecil, dan kopcrasi, serta bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar dengan syarat 
harus bekerja sama dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. 

(2} Pcmerintah metakukan pembinaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, menengab, 
dan koper:asi melalui program kemiteraan, peningkatan daya saing, pemberian 
dorongan inovasi, dan pcr!uasan pasar, serta penyebaran informasi yang seluas· 
luasnya. 
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tersirat pada banyaknya industri rite! besar yang hadir karena kemudahan 

pemberian di berhagai izin usaha, seperti halnya Carrefour dan Alfa Supermarket. 

Kehadiran kedua rite] besar itu pada dasatnya memberikan sinergi positif di 

bidang penciptaan lapangan tennga kerja dan iklim persaingan usaha169
• 

Negatifuya, seringkali di dalam pemberian izin, pemerintab daerah kurang 

memperbatikan law enforcement pada pengaturan lokasi r.itel modem dan pasar 

tradisional yarig telah dibuatriya dengan memberikan -izin pendirian ritel modern 

berdekatan dengan pasar tradisional. Misalnya, Perda No.2 tabun 2002 bahwa 

antara pasar tradisional dengan hypermarket hams berjarak 2,5km. Berdasarkan 

data APPSI, mencatat setidaknya 63 pasar tradisional lokasinya bersinggungan 

dengan rite! modern yakni: 

PASARITQKO PASAR 
RADIUS KET (LOKASI) 

MODERN TRADJSIONAL 
Carrefour Ps. Jumat 

<1Km 
Samping term. Lebak 

Lebak Bulus bulus 
--;;-_;· 

02 Giant Point Square Ps. Jumat Snmping term. Lebak 

G3 

04 

05 

06 
07 

08 
.. 

09 

!0 

Lebak Bulus 
<1Km 

bulus .. .. 
Carrefuur Ps. Ktamat Jati <0,5 Km Jl. Raya Bogor 
Kramat Jati Ps. Jambul <1 Km n. SMA 14 
Pusat Grosir Cililit:an Ps. K.rmnat Jati <] Km Jl. Raya Bogor 
IPGCl Ps. Jambul <lKm Jl. SMA 14 
Giant Kalibata Ps. Kramat Jatl < 1~5km JLRaya Boger 

Ps. Jambul < 1 km Jl. SMA !4 
Giant Plaza SemangJri Ps. Bcnhll <0,5 km _ Jl. Bendungao hllir rn.ya 
Season City Ps. Grogol, < !,5 Km JI. DR. Mawardi 
(Carrefour) Ps. Jernbatan Besi. <!Km Jl. Jembatan Besi 

Ps. 1embatan Dua, < l.SKm fi. Jembatan Dua 
Ps. DutaMas <2Km K.ompl. Duta Mas 

Alfamart Angke Ps. Jembatan Besi 
<0,5 Km 

Jl. Angke Jaya Ray a 

lTC AmbasadOr Ps_ Karet Pedurenan <O,Skm n. Karet Sawah 
Ps. Karbela < 1,5 km n. Karbela Barat . 

Carrefour Ps. Karet Pedurenan <0,5 krn JJ. Karet Sawah 
Ambasador Ps. Karbela < 1,5km Jl. Karbela Barat . 

l-&'1 Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal 
berbunyi, bahwa tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk: 

a.. Meningk:atkan pertumbuhan ekonomi nasional; 
b. Menciptakan lapangan kerja~ 
c:. Meninglrntkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; 
d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasionaJ; 
e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nastonal; 
[ Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; 
g. Mengolah ekonomi potcnsial mcnjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan 

dana yang berasal,l>aik dari dalam negeri maupun dari luarnegcri; dan 
h. Meningkalkan kesejahternan masyarakat, 

Universitas Indonesia 

·-

Tinjauan Yuridis..., Kumalasari, FH UI, 2009



94 

II Carre four Ps. Serdang <1,5 km Jl. Serdang III 
CempakaMas Ps. Sumur Batu <lkm Jl. Sumur Batu 

Ps. Cempaka Putih <1km Jl. Letjen Suprapto 
Ps. Sa wah Barat < 1,5 km Jl. Cempaka Putih ill 

12 Carrefour Ps. Jambul <2km Jl. SMA 14 
MT. Haryono Ps. Cawang Kap1ing < 1 km II. Cawan~ Baru 

13 lTC Mangga Dua Ps. Jembatan Merah <2Km TI. Gunung Sahari. 
I (Carrefou~) Ps. Pecah Kulit <2km il. Mangga Besar 

14 Mangga Dua Square Ps. Jembatan Merah <2Km 11. Gunung Sahari. 
(Carrefour) Ps. Pecah Kulit <2km Jl. Mangga Besar 

15 lTC Pennata. Hijau Ps. Palmerah <2km Jl. Palmerah 
(Carrefour) Ps.-Bata putih < 1,5 km Jl. Kramat 1 .K,eb lama 

Ps. Kebayoran Lama <2km JL Rava Keb. Lama 
16 Alfa Ps. Palmerah < 1,5Km n. Palmerah 

Kebayoran Lama Ps. Bata putih <1 Km Jl. Kramat I Keb lama 
Ps. Kebayoran Lama <0,5Km fl. Raya Keb. Lania 
Ps. Cipulir < 1 Km Jl. Raya Ci1edug 

17 ITCCipulir Ps. Cipulir < 0,5 km Jl. Raya Ciledug 
18 Hypermart Lindetives Ps. Gang Kancil <1 km Jl. Keamanan 

Ps. Pagi Kota < 1,5 km Jl. Pasar Pagi 
Ps. Pejagalan <2km Jl. Pejagalan Raya 

19 Gajah Mada Plaza Ps. Baru <IKm 11. Pasar Baru 
I (Hypermart) Ps. Petoio < 1,5 km JL Petoio 

20 Alfa Cikini Ps. Cikini Arnpium <0,5 km JL Cikini raya 
Ps. JL Surabaya <1 km Jl. Surabaya 

21 Alfamart Walang Baru Ps. Wal~g Baru <0,5 km JL Alur Iaut 
22 lTC Fatmawati Ps. Cipete <0,5km Jl. Fatmawati 

Ps. Blok A <1 km Jl. Fatmawati 
23 Carrefour Ps. Baru < 1,5 km J I. Pasar Baru 

Duta Merlin Ps. Petojo <2km Jl. Petojo 
Ps. Mangga Besar < 1,5 km Jl. Kebon Jeruk 

24 Carrefour Ps. Cengkareng <2,5 km Jl. Raya Kamal 
Pw-i lndah Ps. Kedoya <2km Jl. Kedoya Raya 

25 Carrefour Ps. Ikan <2km n. Pasar Ikan 
Mega Mal Pluit Ps. Muara Angke <2km Jl. Dermaga I 

26 Hypennart Kelapa Ps. Kelapa Gading 
<2km 

Jl. Perintis Kemerdekaan 
Gading 

. 27 Hyperstore Ps. Kebon Jati < 1,5 km 
Jl.-Fahrudin 

Waduk Melati Ps. Kebon Melati Jl. Kebon Melati 
Ps. Gandaria 

<1 km 
Jl. Kebon Kacang I 

< 1 km 
Ps. Tanah Abang 

< 1,5 km 
Jl. Fahrudin 

Bukit 
28 Giant Ps. Mampang Prapatan 

<0,5 km 
Jl. Mampang Prapatan Ry 

Mampang Prapatan 
29 Carrefour Ps. Mampang Prapatan 

< 0,5 Km 
JL Mampang Prapatan Ry 

Exores Tendean 
30 Carrefour Blok M Ps. BlokM Okm JL Melawai raya 

Ps. BlokA <2km Jl. Fatmawati Raya 
Ps. Santa <2,5 km Jl. Cisanggiri 
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Pendirian Carrefour di Blok M Square pada mulanya bertujuan untuk 

menarik minat para korn;wnen, sehingga pelaku usaha kecil, menengah, dan pasar 

tradisional yang berada di sekitamya ikut mendapatkan keuntungan. Hal ini 

dikenal dengan istilah trickle down effic/70
• Narnun, kenyataannya di lapangan, 

karena item yang dijual di Carrefuur tergolong cukup lengkap, sehingga usaha 

kecill pasar tradisional yang menjual barang sejenis dengan Carrefour akan 

mengalami persaingan yang tidal< seirnbang. Konsumen akan lebih memilih 

. · berbela.ya di Carrefour yang menyediakan berbagai macam jenis kebutahan 

sebari-bari dengan berbagai promosi ,jiskon dan fusilitas yang memadai daripada 

hams berpindah dari satu kios ke kios yang lain, terlebih apabila jarak antar kios 

cukup jauh. Berkaitan dengan hal ini, penempatan gerai Carrefuur seringk-•li 

berada pada lokasi yang strategis dan berdekatan dengan pasar tradisional. 

Sebagaimana diketalrui Carrefour yang menempati Iantai dan dan tiga akan lebih 

menarik konsumen daripada lokasi pasar tradisional yang terbagi-bagi 

berdasarkan jenis item yang dijnal, misalnya pedagang tradisional yang menjual 

sayuran, daging, dan buuh berlokasi pada lantai basemen/, sedangkan penjual 

makanan kemasan, penjnal plastik kemasan untuk makanan, makanan ringan, dan 

sebagian pedagang sayur, telur, dan beras dilernpatkan di lantai dasar. Tentunya, 

bal dernikian .dapat menyebabkan pellllitl11all omset atau secara tidak langsung 

dapat mcmatikan .usaha Pasar tradisional. 

Mengacu pada kasus . Carrefour diatas, maka dapat ditelusuri bahwa 

persoalan ini berawal dari izin yang dikeluarkan olen Pemerintah Propinsi DKI 

Jakarta. Artinya apabila izin tidak dikeluarkan maka tentu Carrefuur tidal< dapat 

membuka gerainya di Blok M Square. Apabila rnelihat pada Pasal 10 huruf e 

Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta di Propinsi 

170 Trickle down effect artinya efek penetasan kebawah. Dimana kctika gerai Carrefour 
beroperasi di Indonesia, tnaka diharapkan masa.Iah-masalab seperti pengangguran dapat 
mengalami peourunan. Hal ini disebabkan didalam rnenjalankan usahanya. Carrefour 
membuhthkan tenaga kerja yang cukup banyak baik dalam pengoperasloo manajemen kooangan, 
kebersihan, maupun keamanan gedung. Trickle down effect juga diperoleb melalui ketentuan atau 
peraturan yang dibuat oleh pemcrintah daerah, misa!.nya dalam penyelenggaraan usaha perpasatan 
wajib mcnyediakan tempa.t untuk usaha kecil atau usaha informal/ pedagang kakilima sebesar 20% 
dari luas efektif bangunannya. Dengan demikian, keberadaan Carrefour memberika.n dampak 
posltlfterbadap usaha lain di sekelillngnya. Libat Sulrisno Iwantono, "Filosofi dan Law BeJakang 
UU No.5/1999 (secara ekonrunis) dan Stalus/K.elembagaan, Wewenang &. Tugas KPPU," dalam 
Presiding Undang-Undmrg No.S/1999 Dan K.PPU_, diedit o!eh Emmy Yuhassarie (Jakarta: PPH, 
2004), baL4. 
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DKI Jakarta, disebutkan bahwa usaha perpasaran swasta yang luas lantainya 

diatas 4.000 m2 barus berjarak radius 2,5 km dari pasar lingkungan dan terletak di 

sisi jalan_ kolektor/ arteri. Mengacu pada ketentuan ini, Carrefour akhirnya diberi 

izin untuk-menibuka gerainya seluas 7,165 m2 di Blok M Square. Pemberian izin 

dilakukan dengan alasan yang diatur dalam. Perda adalah mengenai zonasi dari 

pasar lingkunganm, sementara Blok M Square bukan merupakan renovasi dari 

pasar Jingkungan melainkan renovasi dari pasar kota Sehingga keberadaan 

Carref6ur dengan tujuan untuk menciptakan keramaian konsumen tidak 

menyalahi Perda khususnya Pasal 10 huruf e. 

Adapun pemberian izin -terhadap Carrefour sebagai ritel raksasa yang 

mempunyai posisi tawar kuat sebaiknya memperhatikan pada kondisi sosial 

lingkungan masyarakat dan pelaku usaha kecil, khususnya pasar tradisional yang 

juga melakukan kegiatan usahanya pada Blok M Square. Mengingat Hypermarket 

Carrefour dengan modal raksasa dapat menyediakan barang dengan jumlah dan 

yaitu: 
Menurut \okasi dan kemampuan pelayanannya pasar digolongkan dalam 5 jenis, 

l. Pasar Regional yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan 
pennanen dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah ko~ 
serta barang-barang yang diperjualbelikan lengkap dan dapat memenuhi kebutuhan 
masyarakatnya. 

2. Pasar Kola meliputi Pasar Jnduk dan Pasar Grosir, yaitu pasar yang tempatnya 
strategis dan luas, banguilan permanen, mempunyai keinampuan pelayanan meliputi 
Seluruh wilayah kota dan barang-barnng yang dipCrjualbelikan lengkap. Pasar ini 
melayani antara 200.000~220.000 pcnduduk. Pasar Grosir adalah pasar dimana 
lerdapat permintaan dan penawaran· dalam jumlah besar, sedangkan Pasar lnduk 
sifatnya lebih besar dari Pasai" Grosir, dimana merUpakan pusat pengumpulan dan. 
penyimpanan bahan-bahan pangan untuk disalurkan ke grosir-grosir d9.n pusat 
pembelian. 

3. Pasar Wilayah atau distrik yaitu pasar yang tempatnya cukup strategis dan luas, 
mempunyai kemampuan pelayanan meliputi beberapa lingkungan dalam suatu 
wilayah tertentu dari barnng-barang yang diperjualbelikim cukup lengkap dan 
bangunan permanen. Termasuk dalarn pasar ini adalim pasar eceran, pasar khusus, 
pasar induk. Pasar ini melayani sekitar 50.000-60.000 penduduk. 

4. Pasar Lingkungan yaitu pasar yang tempatnya strategis, bangunan-bangunan 
permanen alau semi pennanen, mempunyai kemampuan pelayanan meliputi 
lingkungan pemukiman saja dan barang-barang yang diperjualbelikan kur.mg 
lengkap. Termasuk dalam pasar ini adalah pasar eceran. Pasar ini melayani sekitar 
10.000-15.000 penduduk. 

5. Pasar Khusus yaitu pasar yang tempatnya strategis, bangunan-bangunan permanen 
atau semi perrnanen, mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota dan 
barang-barang yang diperjualbelikan terdiri dari satu macam barang yang khusus, 
seperti pasar bunga, pasar burung, pasar hewan. 

Linda Silitonga, "Stimulus Pasar Rp.335miliar Pergudangan Tingkatkan Daya Saing 
Produk," <http://indocashregister.com/2009/04117/stimulus-oasar-ro335-miliar-pergudangan-
lingkatkan-daya-saing-produk-mesin-kasir/>, diakses 17 April2009. 
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jenis yang sangat bervariasi serta harga yang murah karena dibeli dengan skala 

besar. Dengan kemampuan keuangan yang besar, Carrefour mempunyai posisi 

tawar yang kuat terhadap pemasoknya sehingga didalam penetapan syarat 

perdagangan Carrefour cenderung memiliki penill yang cukup tinggi. Namm>, 

karena budaya masyarakat yang terbuka terhadap kehaditan Carrerour menjadikan 

Garrefour amat diminati oleh para konSumennya. Sehlngga pemasok akan , 

berupaya untuk dapat memasokkan produknya ke gerai Carrefuur dengan harapan 

turn over cepat. Demikian dapat tnenjadi sumber keuntungan hagi Carrefour 

untuk: menentukan posisi tawarnya karena dapa.t memiliki bargaining power yang 

lebih murah untuk ditawarkan kepada konsumen, sehingga harga produknya lebih 

murah daripada harga kompetitornya. Hal lain yang me'\iadi keunggalan 

hypermarket adalah didalam pemhayarnn terhadap pemasok, produsen maupun 

distributomya dapat dilakukan dikemudian hari. Sehaliknya, pasar tradisional 

yang sebagian besar mempakan pengusaha kecil dengan modal terhatas tidak 

mempunyai posisi tawar yang cukup kuat untuk menentukan tata cara pembayaran 

terhadap pemasoknya di kemudian hari. Pada pasar tradisional tidak ada 

kesempatan untuk melakukan trade promo karena lokasi yang knrang strategis 

dan luas gerai terbatas. Oleh sehab itu penting untuk rnelaknkan analisa kondisi 

oosial ekonorni ma.'yaraknt dan keberadaan Pasar Tradlsional dan usaha kecil 

menengah yang bemda di sek.itarnya serta penting untuk melakukan: analisa 

terhadap dampak positif dan negatif pada Pasar Tradisional yang telah ada 

sehalumnya 

Penempatan Carrefour di lantai 2 dan 3 merupakan lokasi yang strategis, 

sebaliknya Pasar Tradisional ditempatkan pada lantai basement yang kurai:tg 

strategis. Pemberlaknan zoning oleh pengelola gedung (MJR) yang disetujui oleh 

PD Pasar Jaya ini disesuaikan dengan biaya yang sanggup dibayarkan oleh para 

pengisi gedung. Tentunya biaya untuk dapat menempatkan gedung basil renovasi 

pasar blok m tersebut tidaklah murah. H. Ralunat172
, pedagang sayur-sayuran, 

mengatakan keberatannya atas biaya yang hams dikeluarkan untuk dapat 

111 "Pedagang Pasar B!ok M Tempati Gedung Baru,"' <ltttp://www.astroawani.eo.id/ 
20()9/01109/video/prima-warta/stmy-pw/pedagang-pasar-blok-m-tem.pati-gedung-baru.astrol>, 
dlakses 9 Januari 2009. 
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beDuaian di Blok M Square. Biaya yang dikeluarkan setiap bulannya sebesar Rp 

1.250.000,00 dan dibayarkan selama dua !ahun. Meskipun merasakan keberatan, 

H. Rahmat tetap melakukan kegiatan usahanya di Blok M Square dengan a!asan 

sudab menjadi baknya untuk berusaha di sana Keberatan lainnya juga dirasakan: 

oleh Sunarti (padagang sayuran dan makanan kemasan), selain barga beli kios 

yang cuk:up tinggi, terdapat biaya lain yang barus dikeluarkan misalnya biaya 

listrik. Hal ini jauh lebih memberntkan dibanding ketika dahulu berjualan di pasar · 

Blok M sebehuu kebakaran. Sunarti berpendapat pedagang tradisional yang . 

berjualan di sini tidak akan bertaban apabila tidali: memiliki pelanggan. Ia sendiri 

memiliki pelanggan dalarn partai besar. Tidak semua pedagang. tradisional eks 

pasar blok m berkenan menggunakan haknya untnk menempati lokasi yang telah 

disediakan oleh pihak pengembang gedung. Seperti balnya M. Saleh, pedagang 

pasar mandiri yaitu pasar yang dibuat oleb pedagang pasar tradisional seeara 

mandiri dan berada tepa! di depan blok m square. Menurut M. Saleh, penempatan 

atau zoning pasar tradlsional di lantai bawab Blok M Square tidak strategis 

ditarnbab dengon biaya yang lebih mabal daripada biaya di pasar mandiri. 

Dari penjelasan di alas dapat disirnpulkan babwa pembangunan Blok M 

Square pasca kebakaran memang dipersiapkan uatuk menampung pedagang larua 

yang terkena musibab beberapa tahun yang lalu. Narnun, barga jual maupun barga 

sewanya terlampau tinggi hingga memberatkan sebagian besar pedagang lama_ 

Pasar Blok M. Pada akbirnya pedagang lama pasar blok m yang merasa keberaian 

mengenai penetapan barga di Blok M Square memilih untuk bergabuag 

membentuk. pasar mandiri (dibawab Federasi Organisasi. Pedagang Pasar 

Indonesia atau FOPPI) dengan uang sewa bulanan yang ditanggung bersallllL 

Harga sewa per bulan antara Rp.600.000 hingga Rp.700.000, dirnana harga ini 

bagi pedagang, relatif lebih terjangkau darlpada jika mereka harus menebus lcios 

los basab di Blok M Square173 Disamping itu pasar mandiri ini Jetaknya dinilai 

lebih strategis karena berada di ruko yang sering dilewati orang. Berbeda halnya 

dengan penempatan los basab Blok M Square yang berada di besement dan 

lokasinya yang tampak kecil. Dari pintu akses teduar di sisi selatan, pengunjung 

hams turun 38 anak tangga yang relatif sempit. Akses tersebut juga digunakan 

m "Pedagang Blok M Buka Pasar Mandiri," <http://www.kompas.com>. 7 Januari 2009. 
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untuk keluar-masuk barang Iogistik pedagang los hasah. Akses lain bisa ditempuh 

melalui bagian dalam Blok M Square. Di los basah Blok M Square itu saat ini 

banya sek.itar enam pedagang lama Blok M yang berjualan dari total kapasitasnya, 

yaitu 48 pedagang 174
• 

Ditinjau dari Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha sebagaimana telah 

dijdaskan diatas, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undaag Nomor 5 tabun 1999 

mengandung substansi punting tentang demokrasi ekonomi, yang berupa perlunya 

memperbatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku nsaba dengan 

kepentingan _umum, serta substansi untuk meningkatkan e:fisiensi ekDnomi dan 

peningkatan kesejabteraan ralcyat. Didalam penerapanaya mengacu pada Pasal 3, 

Pasal 4, dan Pasal 5 Tap MPR XV!IMPR/1998, dimana pengnsaba ekonomi 

lemab hams memperoleh kesempatan ulama, dukungan, perlindungan dan 

pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakau yang tegas kepada 

kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan usaha besar dan 

Badan Usaba Mi!ik Negara Berpedoman pada substansi Pasal 2 dan Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 5 tabun 1999 maka dapat disimpulkan: 

I. Pada dasaroya persaingan Carrefuur dengan pedagang pasar tradisional 

merupakan persaingan yang tidak seimbang (unequal level playing 

field). Pasar modem (Can:efour) menggunakau prinsip ekooomi pasar 

yaitu ·sistem kapitalis yang memfukuskan efisiensi dan inovasi-inovasi 

dalam menjalankan nsabaoya, sedangkan pasar trndisional meoggunakan 

prinsip sosial deogan modal keci1175
• Oleh sebab im keduanya tidak 

dapat dipersaingkan. Carrefour yang tergoloog puritel raksasa 

· mempunyai kemampuan keuangan yang tiriggi, fasilitas yang memadai, 

dan distribusi produk yang relatif cepal se!ringga peroa'ok akan 

berlomba-lomba untuk dapat mernasokan produkoya ke gerai tersebut 

dan melakukan trade promo sebagai wujud e:fisiensi dan inovasi. 

Sementara itu, pasar tradisional identik dengan kebersihan yang kurang, 

IN Ibid. 
175 Indah Sri Wulandari, Peritei Modem Versus Pasar Tradisional: Apa Jalan 

Keluarnya, <h.!!n;{/iswe1<on.wordpr~~2009/0 l/21[peritel~m2Qern-versus-pasar-tradisional~ 
~~-keluamya/>, diakses 18 Febuari 2009. 
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fasilitas yang kurnng, kemampuan keuangan yang tergolong rendah, dan 

mengedepankan .ispek sosial didalam setiap transaksinya. 

2. Bahwa kegiatan Carrefuur dan pasar tradisional yang ditempatkan pada 

lokasi yang sama, dapat menimbulkan gangguan keseimbangan terhadap 

kepentingan umum k&-ena pedagang pasar tradisional yang mayoritas 

merupakan penguiaha kecil terancam sehingga potensi meningkatnya 

pengangguran dapat bertamhab, mengingat pasar tradisional memilild 

dampak langsung dalam penciptaan tenaga kerja. 

3. Bahwa persaingan yang tidak seimbang ini berpetensi menimbulkan 

kerugian terhadap kesejahteraan pedagang pasar tradisional karena 

kemunduran usaha, dan kemungkinan kalah bersaing dengan Carrefuur 

yang merniliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, pemasok 

pilihan, dan akses sumber barang yang lebih bail<. 

4. Bahwa belum adanya keberpihakan pemerintah dalam mewujudken 

perlindungan terbadap go Iongan ekonorni lernah. Dimana ketika tempat 

kegiatan ekonorni musnah akibat kebakeran, maks secara langsung 

kepemilikan bak usaha pedag-dllg iket musnah. Namun, biaya renovasi 

atas bangunan itu memiliki pengaruh yang eukup lruat dalam penetapan 

harga yang pada akhimya seringka!i memberatkan golongan ekonomi 

lemah. Masih banyak celah htikeril yang terdapet peda Perpres NoJ 12 

tahun 2007 juklak Permendag No.53 tahun 2009, dan Perda No.2 tahun 

2002, sehiogga peraturan pemndang-undangan ini dinilai belum dapat 

mengakomodir dan menciptakan persaingan usaha yang sehat serta adil 

dan makmur bagi para pedagang. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

I. Penetapan Peraturnn Presiden Nomor 1 12 tahun 2007 dan petunjuk 

pelaksana berupa Pcraturan Mented Perdagangan Nomor 53 tahun 2008 

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusa! 

Perbelanjaan, dan Toko Modern rnasih kurang sesuai dengan prinsip- · 

prinsip persaingan usaba yang dianut deJam sistem ekonomi kerakyatan 

Indonesia. Hal ini dikarenakan didalam penyusunan kedua kebijekan 

diatas dinilai masib belum dapat menyeimbangkan Pasal 3, 4, dan 5 Tap 

MPR XVIIMPR/1 998 tentang Politik Ekonomi Dalam Raogka Demokrasi 

Ekonomi sebagai pedoman pelaksanaan Demokrasi Ekonomi yang berupa 

perhatian pada keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan 

kepentingan umum, serta substansi untuk meningkatkan efislensi ek:onomi, 

dan peningkatan kesejabteraan rakyut. Di bidang penataan letak/ zoning, 

Peipres No.ll2/2007 belum seeara tegas menunjukan batas jarak sehingga 

dapat menimbulkan · celab hukun:;. Ditambab lagi edanya batahatan' 

hambatan dan kurangnya political will dari pemerintah didalam 

mewujudkan iklim usaba yang sehat dan kondusif Oleh karena itu perlu 

adanya prinsip keseimbangan didalarn menciptakae persaingan sebat 

antam kepentingan pelaku usaba dengan kepentingan umum, misalnya 

dengan adanya pemberdayan dan pembinaan usaba kecil menengab agar 

memiliki usaba yang berdaya saing tinggi dan marnpu berdarnpingan 

dengan usaba besar. Disamping itu perlu adanya efektivitas kebijakan yang 

tegas terkait dengan zoning position atau tata roan& perijinan., dan 

masalab lingkungan sosial. Dengan adanya keseimbangan antara unsur 

tersebut diatas dibarapkan equal level playing field yang seimbang akan 

tercip!a sehingga pelaku usaha kecil tidak lagi merasa dirugikan oleh 

pelaku usaba besar. 
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2. Pemberian izin pendirian pasar modem dapat menghalangi, menyebabkan 

penurunan kegiatan ekonomi usaha kecil atau mematikan kegiatan usaha 

kecil, termasuk didalamnya pedagang pasar tradisional. Hal ini disebabkan 

adanya persaingan yang tidak seimbang sehingga menimbulkan kerugian 

terhadap kesejahteraan usaha kecil. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 

2007 sendiri rnasih mengandung unsur yang menghambat terciptanya 

equal level playing field yang seimbang, seperti penen~ j_arak zonasi 

yang tidak tegas dan bahkan cenderung ambigu. PerjJres diniliai cenderung_ 

masih melindungi ritel mo-dem dengan adanya beberapa pasal yang 

menguntungkan ritel modem. Disamping adanya hambatan oleh kebijakan 

Perpres itu sendiri, budaya pejabat (pemerintah daerah) juga memiliki 

pengaruh yang cukup kuat dalam mendorong terciptanya equal level 

playing field yang seimbang. 

5.2 Saran 

1. Perlunya pemahaman dan implementasi yang maksimal dengan kesadaran 

yang tinggi oleh pemerintah daerah mengenai mandat yang telah 

diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007. Disamping 

itu Pemerintah Daerah perlu memahami Undang-Undang Nomor 5 tahun 

1999 dan bekerja sama dengan KPPU dalam mensosialisasikan peraturah­

peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPPU kepada pejabat-pejabat 

pemerintah di daerah-daerah. Pemda perlu benar rnemahami aturan 

perpasaran sehingga dapat dengan tegas melakukan pengawasan di 

lapangan. Tujuannya supaya ada hannonisasi baik didalam peraturannya­

maupun didalam implementasinya _sehingga tidak keluar dari kebijakan 

nasional yang ada Disini peran pejabat yang berwenang memberikan izin 

pendirian pasar modem harus diimbangi dengan itikad baik sehingga izin 

yang keluar tidak menimbulkan pertentangan dengan prinsip-prinsip 

persaingan yang ada. Dan izin-izin yang telah ke1uar dan terbukti 

bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada harus ditinjau ulang dengan 

merevisi beberapa keputusan yang telah diambil. 
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2. Terhadap hal tersebut diatas, Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 

dirUlai masih belum dapat menciptakan equal level playing field yang 

seimbang dan iklim persaingan usaha yang kondusif dan tujuannya dalarn 

melindungi usaha kecil. Oleh sebab itu penting dilakukan adanya 

barruunisosi hukum lebih lanjut sehingga dapat berjalan seimbang sesuai 

dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang berlaku di Indonesia. 

3. Pentingnya menegaskan aturan yang berlaku. bahwa keberadaan pasar 

modem berskala besar harus mengacu pada aturan yang sudah ada dengan 

berpedoman pada prinsip perlindungan terbadap usaba kecil atau pasar 

tradisional. Sehingga didalam implementasinya pasar modern berskala 

besar tidak bnleh berada di tengah kota atau berbadapan langauug deugan 

pasar tradisional karena bal irU akan berdampak negatif pada pasar 

berskala ekonorni kecil Saran lain berupa pemberlakuan segmentasi atau 

spesiflkasi pada pasar, misalnya pasar Tanah Abang menjual barang­

barang grosir. Hal demikian ditujukan untuk mempertahankan eksistensi 

pasar tradisional. 
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PERA TORAN PRESIOEN REGULATION OF THE PRESIDENT OF 

REPUBLIK n-.IOONESIA THE REPUBLIC OF INDONESIA 

NOMOR 112TAHUN2007 NUMBER 112 OF 2Q07 

TENTANG CONCERNING 

PENAiAAN DAN PEMBlNAANPASAR TRADISIONAL, ORGANIZATrON AND DIRECTIONS OF TRADITIONAL 
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN MAR.Kh'TS, SHOPPING CENTERS AND MODERN 

, STORES 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAliA ESA Willi THE BLESSING OF GOD ALMIGHTY 

PRESIDEN REF'UBLIK INDONESIA, TilE PRESIDENT Of THE REPUBLIC OF INDONESIA, 

Menimbang: Considering: 

a. 

b. 

c. 

bahwa dengan semakin berkembangnya usaha a. 
perdaganga.n eceran dalam skala kecil dan 
menengah. usaha perdagangan eceran modem 
dalam skala besa.r, maka pasar tradisional perlu 
diberdayakan agar dapat tumbuh dan berlrembang 
semsi, saling memerlukan. saling memperkuat 
serta sating menguntungkan; 

babwa untuk membina pengembangan lndustri dan b_ 
perdagangan barnng dalam negeri serta kelancaran 
distribusi barang., perlu memberikan pedoman bagi 
penyelenggaraan pasa,r tradisional, p~at 
perbelanj<ian dan toko modern. serta nonna~norma 
keadUan. saling menguntungkan dan tanpa tekanan 
datam hubungan antara pemaSok barang dengan 
toko modern serta pengembangan kemitraan­
dengan usaha keCil, sehingga tercipta tertib 
persaingan - dan keseimbangan kepentingan 
produsen, pemasok, toko modem dan konsuinen; 

bahwa herdasarkan pertimbangan seba:gaimana c. 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
tentang Pena12an dan Pembioaan Pasar Tradi.sional. 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. 

that with small- and medium-scale retail trade and 
modem Jarge~scale retail trade progressively 
thriving. traditional markets call for empowerment 
in ordec to grow and develop with tllem in 
hlHlTKiny, in mutual needs, mutual strengthening as 
well as mutual benefits; 

that to direct the development of domestic industry 
of and trade in goods as well as the smooth flow of 
distribution of goods, it is necessary to provide 
guidelines to establishment of traditional markets~ 
shopping centers and modem stores. as weU as to 
set values of justice, mutual benefits and no duress 
in privity between suppliers of goods and modem 
stores, and to allow the deVelopment of p_artnership 
with small enterprises tQ create fait competition 
and balance of interesl amongst produrers1 

suppliers, modern stores and consumers; 

that in consideration of those as intended by point 
(a) and point (b). lt is necessary tQ issue Regulation 
of the President of the Republic of Indonesia 
concerning Organization and Directions of 
Traditional Markets.. Shopping Centers and 
Modem Markets. 

Mengingat: Bearing in Mind: 

L Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara I. 
RepubJik Indonesia Tahun 1945; 

2. Kitab Undang-Undang Hukum Peroata (!Jurgelijke 2. 
Wetboek. Staatshlad 1847 Nomor23); 

J_ Bedrijftreglementerings Ordonantie {BRO) Tahun 3. 
1934 (Staotsblad 1938 Nomor 86); 

4. Undang-Uodang Nomor 4 Tahun l9'J2 tentang 4. 

Article 4 section (1) of the 1945 Constitution of the 
State of the Republic oflndonesia; 

Civil Code (.Burge/ijke Wetboek, Staatsblad of 
1847 Number 23); 

Business Regulatory Ordinance {BRO) of 1934 
(Staatshlod 1938 Number 86); 

Law Number 4 of 1992 concerning Hous-ing and 
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Perumahan dan Pennukiman (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23. 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3469); 

5. Undang~Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 5. 
Perkoperasian (Lembaran Negara- Republik 
Jndonesia Tahun 1995 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 
3502); 

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun- 1995 tentang 6. 
Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun J 995 Nomor 74, Tambahan 
_:Lembaran N!!gara Republik lndonesia Nomor 
36ll); . 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang .7. 

8. 

9. 

Pengelolaan Linglrungan Hidup (Lemharan Neif<na 
Republik Indonesia Tahun ! 997 Nomor 68, 
Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia 
Nomor 3699); 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang 8. 
Larangan Prak-tek Monopoli dan Persaingan Usaha 
Tidak Selurt (Lembamtl Negara Republik Indonesia 
TahWl 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

Undang-Undang Nomot 8 Tahun 1999 tentang 9. 
Pertindungan Konsumen (Lembaran Negarn 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821 ); 

10. Undang-Undang Nomor :28: -Tahun 2002 tentang 10. 
Bangunan Oedung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 200:2 NomOr 134, Tambaban 
Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor-
4247); 

1 L Undang-Undang Nomor 32 Taltun 2004 tentang 1 I. 
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Thhun 2004 Nomor 1:25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4437); 

12. Undang-Undan,g Nomor 38 Tahuo 2004 teotang 12, 
Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembarao 
Negarn Republik Indonesia Nomor4444); 

13. Undang~Um:laog Nomor 26 Tahun 2007 tentang 13. 
Penataan Ruang (Lembaran Negam Republik: 
Jndonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negarn Republik [ndonesia Nomor 
4725~ 

Settlements (State Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 23 of 1992, Suppiement to State 
Gazette of the Republic of indonesia Number 
3469); 

Law Number 25 of 1992 concerning Cooperatives 
{State Gazette of 1he Republic of Indonesia 
Number 116 of1995. Supplement to State Gazette 
of the Republic of Indonesia Number 3502); 

Law Number 9 of 1995 concerning Small 
Enteqwises {State Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 74 of l995, Supplement to State 
Gazelte of the Republic of Indonesia Number 
36!1); 

Law Num~ 23 of 1997 concerning Management 
of the Environment (State Ga?.ette of the Republic 
of Indonesia Nwnbe-r 68 of 1997, Supplement to 
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 
3699); 

Law Number 5 of 1999 concerning Bans on 
Mooopolistic Practices and Unfair Business 
Competition (State Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 33 of 1999~ Supplement to State 
_Gazette of the Republic of Indonesia Number 
3817); 

Law Number 8 of 1999 concerning Consumer 
Protection (State Gazette of the Republic . of 
Indonesia Number 42 of1999, Supplement to State 
Gazette of lhe Republic of Indonesia Number 
3821); 

Law Number 28 of 2002 concerning Buildings 
(State Gazette of the Republic of Indonesia 
Number 134 of2002, Supplement to State Gazette 
of the Republic of Indonesia Number 4247); 

Law Number 32 of 2004 concerning Regional 
Governments (State Gazette of the Republk of 
-Indonesia Number 125 of 2004, Supplement to 
State Gazette of the Republic of Indonesia Number 
4437); 

Law Number 38 of 2004 concerning Roads (State 
Gazette of the Republic of Indonesia Number 132 
of 2004, Supplement to State Gazette of the 
Republic of Indonesia Number 4444}; 

Law Number 26 of 2007 concerning Spatial 
Planning (State Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 68 of2007, Supplement to State 
Gazette of the Republic of Indonesia Number 
4725); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 14. Regulat<on of lhe Government Number 44 of 1997 

2 

,­. 
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lentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tarnbahan 
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 
371&); 

IS. Peraturan Pemcrintah Nomor 32 Tahun 1998 IS_ 
tentang Pembinaan dan Peng.embangan Usaha 
Ked( (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran 
Nega.ra Republik Indonesia Nomor 3743); 

concerning Partnership (State Gazette of the 
Republic of Indonesia Number 91 of 1997, 
Supplement to State Gazette of the Republic of 
Indonesia Nutl).ber 3718); 

Regulation of the Government Number 32 of 1998 
concerning Directions and Development of Small 
Enterprises (State .Gazette of the Republic of 
Indonesia Number 46 of 1998. Supplement to State 
Gazette of the Republic of Indonesia Number 
3743); 

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 
,Tahun 2007 tentang_ Pernbagian Urusan 
Peulerintahan antarn - l'emerintah:. Pemerintfili 
Daernh .Propinsi, dan Pemerintah Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik InOOoCsia Nomor 
4737); 

16. Regulation of the President of the Republic of 
Indonesia Number 38 of2007 concerning Divisi<m 
of LabOr Among the Government. the Provincial 
GoVernments, and thC District/City Governments 
(State Gazette of the Republic of Indonesia 
Number 81 of 2007. Supplement to State Gazette 
of the Republic of IndoneSia Number 4737); 

MEMUTUSKAN; HAS DECIDED: 

Menetapkan: To issue: 

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENATAAN DAN 
PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. 

REGULATION OF THE PRESIDENT CONCERNING 
ORGANIZATION A.."''D DIRE-CI10NS OF TRADITIONAL 
MARKETS, SHOPPING CENTERS AND MODERN 
STORES. 

BABI 
KETENTIJAN UMUM 

Pasal I 

CHAPTER! 

GENERAL PROVISIONS 

.Article I 

Dalam Peraturan Preslden ini yang dimaksud dengan: In 1his Reg~lation of the President--

L 

2, 

3, 

"'Pasaf' adalah area tempat jual beli barang dengan 1. 
jumlah penjual lebih dari satu baik yang ·disebut 
sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, 
pertokoan. mall, plasa, pusat perdagangan maupun 
sebutm. talnny~ 

"Pasar Tradisi.onal" adalah pasar yang dibangun 2. 
dan dikelola oleh Pemerintah. Pemerintah Da<::rah, 
Swasta, Badan Usaba Milik Negara dan Badan 
Usaha Milik Daerah temtasuk keljasama dengan 
swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los 
dan tcnda yang dimiliki!dikelola o-Jch pedagang 
kecil, menengah., swadaya masyarakat atau 
koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan 
dengan proses jual beli barang dagangan melalui 
tawar menawar; 

''Pusat Perbelanjaan" adalah suatu area tertentu 3. 
yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang 
didirikan sccara vertikal maupun horb..Qntal, yang 
dijual atnu disewakan kepada pelaku usaha atau 

"'Market"' means a place where gOods are dealt in 
by more than one seller thai is :referred to as either 
a shopping center, traditional market, store, mall. 
plaza,. trade center or other reference; 

'Traditional Market" ·mean~ a malker that is buill 
and managed by the Govemrrient. the Regional 

, Governments, Private Entities, State-Owned 
f'..ntities and Region--Owned Entities, including 
through cooperation with private entities with such 
places of business as stores, kiosks, stalls and tents 
owned/managed by sma11 or mediwn traders, 
community self~reliance or cooperative with smalJ­
scale enterprises, small capital and dealing in 
commodities through bargaining; 

"'Shopping Center" means a specified place that is 
<:omposcd of one or several buildings built 
vertically or horizontally~ for sale or for rent to 
business actors, or self-managed to engage in the 

' 
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dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 
perdagangan barang; 

4_ .. Toko" adalah bangunan gedung dengan fungsi 4. 
usaha yang digunakan untuk menjual ba.rang dan 
terdiri dari banya satu penjual; 

S. "Toko Modem" adalah loko dengan sistem 5. 
pelayanan mandiri, menjual berbagal jenis barang 
secara eceran yang berbentuk Minimarket. 
Supermarket, Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan; 

6. "Pengelola Jaringan Minimarket"- adalah pelaku 6. 
usaha yang melakukan -kegiaWl usaha di bidang 
Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan 
sistem pendistribusian ba:rang ke outlet yang 
merupakanjaringannya; 

7. "Pernasok" adalah pclaku usaha yang secara teratur 7. 
memasok barang kepada Toko Modem dengan 
tujuan untuk dijual kemba.li meialui kerjasama 
usaha; 

8. "Usaha Kecil" adaiah kegiatan ekonomi ral..')'at 8. 
yang berskala kecil sebagaimana dim.aksud dalam 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang 
Usaha KeciJ; 

9. '"Kemitraan" adaiah ke~jasama usaha antara Us.aha 9. 
KecH dengan Usaba Menengah dan Usaha Besar 
disertal dengan pembinaan dan pengembangan 
oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan 
memperbatikan prinsip saling memerlukan, sating 
memperkuat dan saling menguntungkan, 
sebagaimana dimaksud daJam Peraturan 
Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 ~entang 
Kemitraan; 

10. "Syaral Perdagangan .. (trading terms) adalab 10. 
:s,Yaffit-syarat dalam perjanjian keJjasama antara 
Pemasok dan Toko Modero!PengeloJa Jaringan 
Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan 
produk~produk yang diperdagangkan dalam Toko 
Modem yang bersangkutan; 

activities of trade in goods; 

"Store" means a building that functions to sell 
goods and is composed_ of one seller only; 

"Modem Store"' means an independent self-service 
Sture that retails 'a large variety of goods through 
Minimarkets, Supermarkets, Department Stores, 
Hypermarkets or grocers that constitute Grocery 
Stores~ 

''Minimarket Chaln Management'" means a 
business actor that engages in a business activity of 
Minimarket thfough ~ fritcgral part of 
management and distribution system of goods to 
outlets of i~ chai~ 

"Supplier" means a business actor that regularly 
supplies goods to Modem Stores for the purpose of 
resale through bUC>iness cooperation; 

"Small Enterprise" means people's small-scaled 
economic activities as intended by Law Number 9 
of 1995 concerning Small Enterprises; 

..Partnership" means business cooperation between 
SmaU Enterprises and Medium and Large 
Enterprises, through which the Medium Enterprises 
or l.arge Enterprises foster and develop Small 
Enterprises with due regard to the principles of 
mutual needs, mutual strengthening. and mutual 
benefits as intended, by Regulatl:oJ1 of th~ 
Government Number 44 of 1997 concerning 
Partnersbi~ 

"Trading Terms" means terms of cooperation 
agreements between Suppliers and Modem 
Stores/Minimarket Chain Management with 
respect to supplies of products traded in the 
Modem Stores concerned~ 

11. "Jzin Usaha Pengelotaa.n Pasar Tradisional, Izin 
Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzln Usaha Toko 
Modem" adalah izin untuk dapat melaksaoakan 
usaha pengelotaan Pasar Tradisionai. Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem yang diterbitkan 
oleh Pemerintah Daerah setempat; 

11. "Traditional Market Management 8Usine5$ 
License, Shopplng Center Business License and 
Modem Store Business License" means a Hcens.e 
to engage in the management business of 
Traditional Market. Shopping Center and Modem 
Store, that is issued by the J()C<t) Regional 
Government; 

12. "Peraturan Zouasi" adaJah ketentuanwketentuan 12. 
Pcmerintah Daerah setempat yang mengatur 
pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengcndalian 
yang disusun untuk seliap zona peruntukan sesuai 
dengan rencana tinci tata ruang; 

"Zoning Regulations" means provisions of the 
local Regional Governments that govern block 
plans and elements of control made for any zoning 
consistent with detailed spatial planning; 
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13. "'Menteri" adalah Menteri yang bertmggung jawab 
dl bidang perdagangan. 

13. "Minister'' means the Minister that is responsible 
in the field of trade. 

(1) 

BABII CHAPTER I! 

PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

Bagian Pertama 

ORGANIZATION OF TRADITIONAL MARKETS, 
SHOPPING CENTERS AND MODERN STORES 

Part One 

Penataan Pasar Tradisional 

Pasal2 

Lokasi pendirian Pasar Tradisional wajib mengacu (l) 
pada Rencana Tata Ruang' Wilayah 
Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang 
Kabup.aten!Kota,. termasuk Peraturan Z<:tnasinya. 

Organization ofTraditional Marlcets 

Article 2 

Locations to eStablish Traditional Markets must 
refef- to the District/City Spatial Plarwing. and the· 
District/City Detailed Spatial Planning·, including 
the Zoning Regulations thereon. 

(2) Pendirian _ Pasar Tradisional wajib memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 

{2) Establishment of Traditional Markets must comply 
with the following provisions: 

a Memperhitungk:an kondisl sosial ekonomi 
masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem serta 
Usaha Kecii, ~ermasuk ko_perasi, yang ada di 
wilayah yang bersangk:utan; 

b. Menyediaka.n areal parkir paling sedikit seluas 
kebutuhan parkir I (satu) buah kendaraan roda 
empat untuksetiap 100 m2 (sera1us meter per 
segi) luas lantai penjualan Pasar Trndisional; 
dan 

c. Menyediakan fasilltas yang menjamin Pasar 
Tmdisional yang bersih, schat (hygienis), 
aman, tertib dan ruang publik yang nyaman. 

a. To extrapolate the social-economic oondltion 
of the t:ommunity and the presence of 
Traditional Markets, Shopping Centers and 
Modem Stores a.<J well as Small Enterprises., 
including cooperatives existing in the area 
concerned; 

b. To provide parking space for at least 1 {one} 
fuur~wheel motor vehicle per 100 m2 {one 
hWldred meters square) of retail space of 
Traditional Markel.s; and 

c. To provide facilities that assure that 
Traditional Markets are . clean, sanitary 
(hygienic). safe, orderly, and served with 
convenient public space; 

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana, 4imaksud 
pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan berdasarlam 
kerjasama antara pengelola Pasat Tradisional 
dengan pihak lain. 

(3) Provision of parking space as intended by section 
(2) point (b) may be made through cooperation 
between the management of Traditional Markets 
and other party. 

Bagian Kedua Part Two 

Penataao Pusat Peibe!anjaan dan Toko Modem 

Pasal3 

Organization of Shopping Centers and Modern Stores 

Article 3 

{I) Lokasi peodirian Pus.a.t Perbelanjaan dan Toko (1) 
Modem wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten/Kota,. dan Rencana Detail Tata 
Ruang Kabupaten!Kota, termasuk Pernturan 
Zonasinya. 

(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modem adalah (2) 
sebagai berikut: 

a, Minimarket, kurang dari 400m2 (empat ratus 

Locations to establish Shopping Centers and 
Modem Stores must refer to the District/City 
Spatial Planning. and the District/City Detailed 
Spatial Planning. including the Zoning Regulations 
thereon. 

The size of retail space of Modem Stores shall be 
as foU.ows: 

a. Minimarkets. Jess than 400 m~ {four hundred 
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meter per segi); 

b. Supennarket, 400 m:: {empat ratus meter per 
scgi) sampai dengan 5.000 m1 (lima ribu 
meterpersegi}; 

c. Hyperm-arket; diatas 5.000 m2 (lima ribu meter 
per segi); 

d. Departn:lent Store, diatas 400 ml (empat ratus 
meter persegi); 

e. Perkulakan, diatas 5.000 m1 {lima ribu meter 
per segi). 

- (3) Sistem penjua1an danjenis barang dagangan"Toko 
Modem 'adalah sebagai berikut: 

a. Minimarket, Supermarket dan Hypermarket 
menjual secara eceran ·barang konsumsi 
terutama produk makanan dan produk rumah 
tangga lainnya; 

b. Department Store menjual secara eceran 
barang konsumsi utamanya produk sandang 
dan perlengkapannya dengan penataan barang 
berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat 
usia konsumen; dan 

c. Perkulakan menjua1 seca.ca groslr barang 
konsumsL 

Pasal4 

{1) Pendirian Pusat Perbclanjaan dan Toko Modem 
wajtb: 

a. Memperhitungkan kondisi ws.ial ekonmni 
masyarakat, keberada.an Pasar Tradisiona1? 
Usaha Kecil dan.Usaha Menengah yang ada di 
wi!ayah yang bersangkutan; 

b. Memperhatikan jarak antara Hypermarket 
dengan Pasar Tradisionai yang telah ada 
sebelumnya; 

c. Menyediakan areal parkir paling 'sedikit seluas 
-kebutuhan parkir l (satu) unit kendaraan roda 
empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter 
per segl) luas Jantai peojualan Pusat 
Perbelanjaan danlatau Tok:o Modem; dan 

d. Meuyediakan fasilitas yang menjamin Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem yang bersih., 
scbat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik 
yang nyaman. 

(2) Penyediaan areal parkir sebag.aimana dimaksud 
pada ayat (l) buruf c dapat dilakukan berdasarkan 
Jretja<;ama antara pengelola Pusat Perbelanjaan 

meters square); 

b Supermarkets, 400 m:a (four hundred meters 
square) to 5,000 m2 (five thousand metern 
square); 

c Hypcrmarkets, above 5,000 m2 (five lhousand 
meters square); 

d Department Stores. above 400 m2 (four 
hWldred meters square); 

e Grocezy Stores, above 5,000 m2 {five 
thousand meters square). 

(3) Retail systems and types of goods of Modem 
Stores shaH be as foUows: 

a. Minimarkets, Supermarkets and 
Hypermarkets shalt retail consumer goods 
e,.<;peda11y food products and other twusehoJd 
products; 

b. Department Stores shall retail consumer goods 
especially clothing products and accessories 
thereof, the items of which shall be organized 
by sex and/or age of consumers; and 

c. Grocery Stores shall sell gmcery consumer 
goods. 

Article 4 

(1) EstabBslunent of Shopping Centers and Modern 
Stores must: 

a. Exinlpolate_ the social-economic condition of 
. the communit;y. the presence of Traditional 
Markets. Smail Enterprises and Medium 
Enterprises existing in the area wocemed; 

b. Observe the distance between Hypermarkets 
and pre~existing Traditional Markets; 

c. Provide parking space for at least 1 (one) 
four-wheel motor vehicle per 60 m2 (sixty 
meters square) of retail space of Shopping 
Centers and/or Modem Stores; and 

d. To provide facilities 1hat assure that Shopping 
Centers and Modem Stores are clean, sanitary 
(hygienic), safe, orderly, and served with 
convenient public space, 

(3) Provisioo of parking space as intended by section 
(1) point (c) may be made through cooperation 
between the management of Shopping Centers 
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dan/atau Thko Modem dcngan pihak lain. 

(3) Pedoman meugenai ketentuan sebagaimana 
dirnaksud pada ayat (1) huruf a dan huro:f b diatur 
lebih hmjut oleh Menteri. 

Pasal5 

(I) Perlrulakan hanya boleh berlokasi pada alau pada 
akses: sistem jaringan jalan arteri atau ko1ektor 
primer atau arteri sekunder. 

(2) Hyperrnarket dan Pusat P.,belanjaano · 

a. · Hany8. boleh bCriotaisl pada atau pada akseS 
sistemjaringan jalan arteri atau kolektof; dan 

b. Tidak boieh berada pada kawas3n pelaylllWl. 
tokal atau Hngktmgan di -dalam 
kotalperkotaa:n. 

(3) Supermarket dan Department Store: 

a. Tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan 
jalan lingku.rtgan; dan 

b. Tidak boleh berada pada kawasan pelayanan 
lingkungan di dalam lrota/perkotaan. 

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setlap sistern 
jaringan jalan,. termasuk sistem jaringan jalan 
lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan 
(perumahan) di dalam ko1a/perkutaan. 

(5} Pas.ar Tradisiona! balch berlokasi pada setiap 
sistem jaringan jalan. tcrmasuk sistem jaringan 
jalan lokal atau jalan lingkungan pada kaw.lsan 
pelayanan bagian kotalkilbupaten atau lokal ~u 
lingkungan (perumahan) di dalam kotalkabupaten. · 

(6) Jalan arteri ada1ah merupakan jalan umwn yang 
berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri 
perjalanan jarnk jauh, kccepatan rnta~rata tinggi, 
dan jumlah jalan masuk dibata'il secara berdaya 
guna. 

(7) Jalan kolektor ada.!ah merupakan jalan umum yang 
berfungsi mciayani angkutan pengumpul atau 
pembagi dengan ciri pefjalanan jarak sedang, 
kecepatan rata-rata sedang. dan jumlah jalan masuk 
dibatasi. 

(8) Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang 
berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri 
peljalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, 
dan jumiahjalan masuk tidak dibatasi. 

(9) Jalan 1ingkungan adalah merupakao jalan umum 
yang berfungsi mefayani angkutan lingkungan 
dengan ciri petjalanan jarak dekat. dan kecepalan 

and/or Modem Stores and other party. 

(3) Guidelines on the provisions as intended by section 
(I) point (a) and point (b) shall be provided further 

· by the Minister. 

Article 5 

(1) ~l)' Stor~ may only be located Qn access to or 
(In arterial road or primary collector road or 
secondary arterial road network systems, 

(2) Hypermarkets and Shopping Centers; 

a. May only be located on access to or on arterial 
road and collector road network systems; and 

b. May not be situated in local or neighborhood 
serviCe areas or within citicslurban areas. 

(3) Supermarkets and Department Stores: 

a. May not be located on neighboring road 
network system; and 

b. May not be situated .in neighborhood service 
areas wilhin cities/urban areas. 

(4) Minimarkets may be located on any road network 
system, including neighboring road network 
system in neighborhood service area'> (housing) 
within cities/urban areas. 

(5) Traditional Markets may be located on any road 
network system, including locai road or 
ne·lghboring road network system in service areas 
of section .Of citiesfdistricts or local or 
neighborhood service areas (housing) w!thln 
cities/districts. 

(6) Arterial roads shaH constitute public roads that 
function to serve main transportation with such 
characteristics as long~haul trip, high average 
speed, .and efficiently-IJ_mited points of entrance. 

(7) Collector roads shall constitute public roads that 
function to serve col!ootor or feeder transportation 
with such characlcristics as mcdium~haul trip, 
medium average speed. and limited points of 
entrance. 

(8) Local roads shall constii.Ute public roads that 
function to serve local tra.nsportation with such 
characteristics as short-haul trip. low average 
speed, and unlimited points of entrance. 

(9) Neighboring roads shall constitute public roads that 
function to serve neighborhood transportation with 
such characteristics as short-haul trip and speed 
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raLa-rata rendah. 

(to) Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan 
sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan 
distribusi barang dan ja'\3: uotuk peogcmbangan 
semua wiiayah di tingkat nasional, dengan 
menghubungkan semua simpul jasa di:stribusi yang 
berWujud pusat-pusat kegiatan. 

(ll) Sistem jaringan jalan sek~er adalah merupakan 
sistem jaringan jafan dengan peranan pelayanan 
distribusi barang dan jasa Wltuk masyarnkal di 
da1am kawasan perkotaan. 

Pasal6 

Pusat Perbela.njaan wajib menyediakan tempat usaha 
untuk usaha kecil dengan haiga jual atau biaya sewa 
yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang 
dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui keljasmna 
lain dalam rangka kernitraan. 

Pasal7 

(l) Jam keJja Hypermarkct, Department Store dan 
Supermarket adalah sebagai berikut: 

a. Untuk hari Senin sampai dengan Jumat. pukul 
10.00 sampai dengan pukul 22.00 waktu 
setempal 

b. Untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul iO.OO 
sampai dengan pulntl '23.00 wakiu setempat. 

(2) Untuk hari besar keagamaan, ltbur nasional atau 
hari tertentu Lainnya, Bupati!Walikota atau 
Gubemur untuk Pernerint:ih Provinsi Daerah 
Khusu.<> Ibukota Jakarta dapat menetapkan jam 
kelja melampaui pukul 22.00 waktu setempat. 

BAB Ill 

PEMASOKAN BARANG KEPADA TOKO MODERN 

Pasal8 

low on average. 

(10) Primary road network systems shall constitute road 
net.'Wl)rk systems that serve a role of distributing 
goods and services to develop all areas at the 
national level by conne<;ting all distribution paths 
that constitute nodes. 

(11) Secondary_ road network systems shall c;:onstitute _ 
road network systems that serve a role of 
distributing goods and services to communities _ 
within urban areas. 

Article 6 

Shopping Centers must provide places of business for 
small enterprises with a sale price Qr rental fee thai is 
a.ffurdable to Small Enterprises, or places of business to 
whi<:;h Small Enterprises can have access through other 
cooperation in the SC<Ipe of partnership. 

Article 7 

{1) Business hours of Hypennarkets, Department 
Stores and Supermarkets shalt be as follows: 

a. Monday through Friday, 10:00 am to 10:00 
pm local time. 

b. SattJrday and SWJday, 10:00 am to 11 :00 pm 
local time. 

(2) RegentsiMayotS or the Governor of the Province of 
Jakarta Special Capital Region may determine 

- business hours until over 10:00 pm local time oh 
religious holidays, national- Jwlidays or other 
specified days. 

CHAPTER Ill 

SUPPLIES OF GOODS TO MODERN STORES 

Article 8 

(1) Kerjasama usaha antara Pemasok dengan (1) 
Perkulakan, Hypermarket, Department Store, 
Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket 
dibuat dengan perjanjian tertulis daJam baha.sa 
Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum 
Indonesia. 

Busines.'> cooperation between Suppliers and 
Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores:, 
Supetmarkets, and Minimarket Chain Management 
shaU be made by virtue of written agreements in 
the Indonesian language, and governed by law of 
lndonesia. 

(2) Apabila dalam keJjasama usaha sebagaimana (2) 
dimaksud pada ayat (I) diatur syarat-syarat 
perdagangan, maka syarat-syantt perdagangan 
tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari perjanjian tertulis sebagaimana dima.ksud pada 

Tf business cooperntion as intended by section (I) 
provides trading terms. then such trading terms 
shall be made an inseparable part of the written 
agreement as intended by section (1 ). 
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ayat(l). 

(3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan 
berkontrak, syarat~syarat perdagangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, 
wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta 
disepakati kedua belah pibak tanpa tekanan, 
dengan ketentuan sebagai becikut: 

a. Biaya~biaya yang dapat dikenakan kepada 
Pemasok adalah biaya~biaya yang 
berhubungan langsung dengan penjualan 
produk Pemasok; 

b. Pengembalian barang .Pemasok hanya dapat 
dilakukan apabUa Ieiah dipetjanjikan di dalam 
kuntrak: 

c.- Pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak 
memenuhi jumlah dan kctepatan waktu 
pasokan, Toko Modem dapat dikenakan 
denda apabfla tidak memenuhi pe:mbayaran 
tepat pada waktunya; 

d. Pemotongan oilai tagihan Pemasok yang 
dikaitkan dengan penjualan bamng di bawah 
barga bcli dari Pemasok hanya diberlakukan 
untuk barang dcngan karak.ieristik te.rtootu; 

c. Biaya promosi dan biaya administrasi 
pendaftaran barang Pemasok ditetapkan dan 
digunakan secara trnnsparan. 

(4) Biaya yang bertmbungan langsuog dengan 
penjualan prodok Pemasok sehagaimana dimaksud 
pada ayat (3) hurufa, adalah: 

a. Potong.an harga reguler (regular discoum). 
yaitti potongan harga yang diberikan oleh 
Pemasok: kepada Toko Modern pada setiap 
trnnsaksi jual-beli~ 

b. Potongao harga le1llp (fJXed rebate), yaitu 
potongan harga yang diberikan oteh Pemasok 
kepada Toko Modem t:anPa dikaitkaO. dengan 
target penjualan~ 

c. Potongan harga khusus (conditional rebate), 
yaitu potongan harga yang dibecikan olch 
Pcmasok apabila Toko Modem dapat 
mencapai target penjualan; 

d. Potongan harga promosi (promotion 
discount). yaitu potongan harga yang 
diberikan olch Pemasok kepada Toko Modem 
dalam nmgka kegiatan promosi baik yang 
diadakan oleh Pemasok maupun olch Toko 
Modem; 

e. Biaya promosi (promotion budget). yaitu 

(3} Notwithstanding the principle of freedom of 
contract. trading terms as intended by section (2) 
must be express, fatr, just and in mutual benefits as 
well as agreed on by both parties under no duress, 
under the following conditions: 

a Charges that may be assessed against 
Suppliers shall be charges directly connected 
to Suppliers' product sale; 

b. Returns Qf Suppll.ers' .goods may be .fuade if 
already agreed upon in the contract; 

c. Suppliers q1ay be subject to a fine if failing to 
compty with the quantities and time of the 
supplies. Modem Stores may be subject tc a 
fine if fu!ling to make payments in a timely 
manner, 

d. Reductions in the value of Suppliers' invoice 
in connection wilh the sale of goods below the 
purchase price from the Suppliers shal I only 
be applied tn goods with certain 
characteristics; 

e. Promotion budget and listing fees of 
Suppliers, goods shall be detennined and used 
in a transparent manner. 

(4) Charges that are directly connected to Suppliers' 
product sale as intended by section (3) point (a) 
shall be: 

a Regular discounts. i.e., discounts given by 
Suppliers to Modem Stores at any trade 
transaction; 

b. Fixed rebates, te., rebates given by Suppliers 
to Modem Stores without connection to sales 
targets: 

c. Conditional rebates, i.e., rebates given by 
Suppliers if Modem Stores can reach sales 
tar gel>; 

d. Promotion discounts, i.e., disoounts given by 
Suppliers to Modem Stores in the scope of 
promotion activities made by either Supptier:s 
or Modem Stores; 

e. Promotion budget, i.e., budget that is charged 
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biaya yang dibebankan kepada Pemasok o!eh 
Toko Modem untuk mempromosikan barnng 
Pemasok di Toko Modem; 

f. -Biaya distribusi (disJribution ccst), yaitu biaya 
yang dibebankan oieh Toko Modem kepada 
Pemasok yang berkaitan dengan distribusi 
banmg Pemasok ke jaringan toko modem; 
dan/atau 

g. Biaya administmsi pendaftaran barBng (listing 
fee). yaitu biaya dengan besaran yang wajar 
untuk biaya pencatatan barang pada Toko 
Modem yang dibebankan kepada Pemasok. 

(5) Barang dengan karnkteristik tertentu sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) hurof d, adalah barang 
yang ket$!lllalan mode (old filshion), barang 
dengan masa- simpan rendah. barang sortiran 
pembeli dan barang promosi. 

(6) Perubaban jeni.s biaya sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 4) ditetapkan oJeh Menteri sete1ah 
mempertimbangkan situasi dan kondisi scrta 
masukan dari pernangku kepentingan, 

Pasal9 

to Suppliers by Modern Stores to promote 
Suppliers' goods at Modem Stores; 

f. Oislribution costs, i.e., cosls that are charged 
by Modem Stores to SupplietS in connection 
with Suppliers' distribution of goods to chain 
modem stores; and/or 

g. Listing fees, i.e., fees at a fair rate for stock 
recording fees at Modem Stores, that are 
charged to Suppliers. 

{5) Goods with certain characteristiCs as intended by 
section (3) point (d) shall be outmoded goods (old 
fashion), goods with a short shelf life, goods sorted 
by buyers and promotion goods. 

(6) Changes in types of charge as intended by t>-ection 
(4) shall be determined by the Minister upon 
consideration of situations and oonditions as well 
as recommendations from stakeholders. 

Article 9 

(I) Dalam nmgka pengembangan kemitman anlam (I) 
Pemasok Usaha Ked{ dengan Perkulakan, 
Hypermarket. Department Store, Supermarket, dan 
Pengelola Jaringan Minimarket, petJanJtan 
keJjasama sebagalmana dimaksud dalam Pasal 8 

To develop partnership between Small-Scale 
SuppUers and Grocery Stores, Hyperma.rkcts, 
Department Stores, Supcnnarkets., and Minimarket 
Chain Managemer.t. cooperation agreements as 
intended by Article 8 section (I) shall be made 
under the condition that: ayat ( J) di1akukan dengan ketcotuan: 

a. Tidak memungut 
pendaft.aran batang 
Kecil;.dan 

b!aya admlnistrasi 
dari Pemasok Usaha 

b. Pembayanm kepada Pemasok Usaha Kecil -
dilakukan secara tWlai, atau dengan a1asan 
teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka 
waktu 1 S (lima beias) harl setelah seiuruh 
dokumcn penagihan: ditcrima. 

(2) Pembaya.ran tldak secara tuna! sebagaimana 
dimaksud pada ayat (J) huruf b dapat dilakuk:an 
sepanjang earn tersebul tidak merugikan Pemasok 
Usaha Kecil, dengan memperhitWlgkan biaya 
resiko dan bunga untuk Pema\IDk Usaha Kecil. 

Pasai!O 

a. No listing fee shall be charged from Small­
Scale Suppliers; and 

b. Payments to Small~Sca!e Suppliers shaH be 
made in ca.-;h, or for some technical reason. 
may be made within a period of 15 (fifteen) 
days upon fuU receipt of invoices. 

(2) Noncash payments as intended by section ( l) point 
(b) may be made to the extent such methods do not 
damage Small-Scale Suppliers by ca(cutating risk 
costs: and interests for Small-ScaJe Suppliers. 

Article lO 

(l) Perkulakan, Hypennarlcet, Department Store, (!) 
Supermarket. dan Peogelola Jaringan Minimarket,. 
dapat menggunakan merek sendiri dengan 
mengutamakan barang produ:ksi Usaba KecH dan 

Grocery Stores, Hypermarkets, Department Stores, 
Supermarkets, and Minimarket Chain Management 
may use their own marks by laking precedence 
over products of Small Enterprises and Medium 
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Usaha Meneogah. 

(2) Penggunaan merek Toko Modem senditi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mengutamakan jenis barang yang diproduksi di 
Indonesia. · 

(3) Toko Modem bertanggung jawab bahwa barang 
yang menggunakan merek Toko Modem sefidiri 
telah memenuhi ketentuan perat.i.lr.m perundang­
undangan cli bldang Hak Atas Kekayaan lntelektua! 
(HKI), bidang keamanan dan kesohatan produk, 
serta peraturan perundang-undangan lainnya 

Enterprises. 

(2) Use of Modem Stores' own marks as intended by 
section (1) shall take precedence over goods that 
are produced in Indonesia. 

(3) Modem Stores sbaU be responsible that goods 
using Modem Stores~ own marks have fulfilled the 
provisions of Iaws and regulations in the fields of 
Intellectual Property Rights (HKJ), product safety 
and health as well as other laws and regulations. 

Pasal II Article ll 

DaJam rangka menciptakan bubungan kerjasama yang To create cooperation relationship that is just, in mutual 
berkeadilan,- sating rnenguntungk:an dan tanpa tekana.n benefits and under no duress betweeti Suppliers and 
antara Pemasok dcngan Toko Modem, Pernerintah dan Modem Stores, the Government and the Regional 
Pemerintah Daerah dapat memfasilit.asi kepentingan Governments may :fucilitate the interest ofSuppHers and 
Pemasok dan Toko Modem dalam merundingkan Modem Stores in consultation over cooperation 
petjanjian keJjasama seoagaimana dimaksud dalam agreements as intended by Article9. 
Pl!sal9. 

BAB VI CHAPTER VI 

PERIZINAN LICENSING 

Pasal 12 Article 12 

(1) Untuk melakukan usaha Pasar Tradisionai, Pusat (1) 
Perbelanjaan dan Toko Modem, wajib mcmillki: 

a. lzin Usaha Pengclolaan _ Pasar Tradlsional 
{IUP21) untuk Pasar Tradisional. 

b. . Izin. Usaha Pus.at Perbelanjaa.'o (lUPP) untuk 
Pertok"QWJ., Mall. Piasa . dan PuSat 
Peroagangan. 

c. lzin Usaba Toko Modem (IUTM) untuk 
Minimarket. Supermarket. Department Store, 
Hypermarket dan Perl"tliakan. 

To engage in !he businesses of Traditional 
Markets, Shopping Centers and Modem Stores. the 
following lirenses must be hoid: 

a- Traditional Market Management Business 
Licenses {IUP2T) for Traditional Markets.. 

b. Shopping Center Business Licenses (lUPP) 
for Stores, Malls, Plazas and Trade Centers. 

c. Modem Store Business Licenses (IUTM) for 
Minimarkets, Supennarkets, Department 
Stores, Hypcrmarkets·and Grocery Stores. 

(2) IUTM untuk Minimarket diutarnakan bagi pelaku 
Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat 

(2) Itn:Ms for Minimarkets shalt take primacy of local 
Small Enterprise and Medium Enterprise 
entrepreneurs. 

{3) lzin meiak:ukan usaha sebagaimana dimaksud pada (3) 
ayat (I) diterbitkan oleh Bupati!Walikota dan 
Gubemur untuk Pemerintnh Provinsi DKl Jakarta. 

Pasal 13 

Licenses to engage in the businesses as intended by 
section (i) shall be iS>ued by Regents/Mayors and 
the Governor of the Province of Jakarta Special 
Capital Region. 

Article 13 

Permintaan IUP2T, IUPP dan lUTM dHengkapi dengan: Requests for IUP2Ts, IUPPs and IUTMs shall be 
accompanied by: 
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a. Studi kelayakan termasuk analisis mengenai a. 
dampak lingku.ngan, terutama aspek sosial budaya 
dan dampaknya bagi pelaku perdagangan cceran 
setempat; 

A feasibility study including the environmental 
impact assessment, especially social-cultural 
aspe<;ts and their impacts on local retail traders; 

b_ Rencana kemitraan dengan Usaha Kecii. b. A pian for Partnership with Small Enterprises. 

Pasal 14 Article 14 

Me.nteri membuat pedoman tata cara 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. 

perizinan The Minister shall make guidelines on procedures for 
licensing as intended by Article 12. 

BABV 

PEM13INAAN DAN PENGA WASAN 

Pasall5 

CHAPTER.V 

DIRECTIONS AND SUPERVISION 

Article 15 

(I) Pemcrintah dan Penterintah Daerah balk secam (I) 
sendlriMsendiri maupun bersama~sama sesuai 
dengan bidang tugas masing~masing melakukan 
pembinaan dan pengawasan Pasar Tradisionai, 
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem. 

The Government and 1he Regional Governments 
shall, either jointly or severely subject to their 
respective duties,. make directions and supervision 
of Traditional Markets. Shopping Centers and 
Modem Stores. 

(2) Dalam rangka pembinaan Pasar Tradisional, 
Pemerintah Daerah: 

a. Mengupayaka.n sumber-sumber altcmaHf 
pendanaan untuk. pemberdayaan Pasar 
Tradisional sesuai ketentuan peraturnn 
perundang-undangan yang berlaku; 

b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan 
pengdola Pasar Tradisional; 

c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh 
tempat usaha bagi pedaga:ng Pasar TradisiOnat 
yang tclah ada sebelu.m dila.kukan renovasi 
at:a:u relokasi Pasar T radisional; 

d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional. 

(3) Dalam rangka pembinaan Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modem, Pemerintab Daerah agar: 

a. Memberdayakan Pusat Perbeianjaan dan Toko 
Modern daJam membina Pasar TradisionaJ; 

b. Mengawasi pelaksanaan 
sebagaimana di.maksud da1a.m 
Presidcn ini. 

Pasall6 

kemitraan 
Pernturan 

Dalam rangka pengawasnn o1eh f'emerintah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, atas permintaan 
Menteri maka Pusat Pcrbelanjaan dan Toko Modem 
wajib memberikan data dan/atau informasi penjualan 
.sesuai ketentuan peraturan pertllldang~undangan. 

(2) To direct Tradllional Markets, the Regional 
Governments shall: 

a. Seek alternative funding sources in order to 
empower Traditional Markets in accordance 
with provisions of prevailing laws and 
regulations; 

b" Improve the competency of traders and the 
management of Traditional Markets; 

c. Take priority oVer opportunities to have 
access· _to places of business 'for ·traders at 
Traditional Markets p~~existi.ng renovation or 
relocation of the Traditional Markels; 

d. Evaluate the management of Traditional 
Markets. 

(3) To direct Shopping Centers and Modem Stores, the 
Regional Governments sbaiE 

a. Empower Shopping Centers and Modem 
Stores to direct Traditional Markets; 

b. Supervise the perfOrmance of partnership as 
intended by this Regulation of the President_ 

Article 16 

rn terms of supervision by the Government as intended 
by Article 15. at the request of the Minister, Shopping 
Centers and Modem Stores must issue data and/or 
information concerning sale in accordance with 
provi.o;ions of laws and regulations. 
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BABY! 

SANKS! 

Pasal17 

Pelanggaran terhadap Pasal6, Pasal 7 ayat (I) dan ayat 
(2), Pa5al8 ayat (3), Pasal9, Pasal10 ayat (2) dan Pa5al 
I 6 daJam Peraturan Prcsidcn ini dapat dikenakan sanksi 
administratif secara bertahap berupa perlngatan tertulis:., 
pembekuan dan pencabutan izin usaha. 

BAS Vll 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasall8 

(I) Izin Usaba yang dimiliki Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern sebelum berlakunya Peratunm 
Presiden ini, dipersamakan dengan Jzin Usaha 
Pusat Perbelanjaao (IUPP) danlalau Izin Usaha 
Toko Modem (IUTM) herdasarkan Peraturan 
Presiden ini. 

(2) lzin Pengclolaan yang dimiliki Pasar TrddisJonal 
sebelum beriaku:nya Peraturnn Presiden ini. 
dipersamakan dengan l:lio Usaha Pengelolaan 
Pasar Tradisional (IUP2T) bcrdasarkan Pcraturn.n 
Presiden inL 

CHAPTER VI 

SANCTIONS 

Article 17 

Any violation of Article 6, Article 7 se<::tion (I) and 
section (2), Article g section (3), Article 9, Article I 0 
section (2) and Article 16- of this Regulation of the 
President may be imposed administrative sanctions by 
progressi\le ·stages through written warnings, freezes 
and revocations ofb1,1siness licenses. 

CHAl'TERVII 

TRANSITIONAL PROVISIONS 

Article 1& 

(1) -Business Li<:enses held by Shopping Centers and 
Modem Stores prior to effectiveness of this 
Regulation of the President shall be equivalent to 
Shopping Center Business Licenses {fUPP) and/or 
Modem Store Business Licenses (IUTM) under 
this Regulation of the President. 

{2) Management Licenses held by Traditional Markets 
prior to effecti~ness of this Regulation of tile 
President shan be equivalent to Traditional Market 
Management Business Licenses (IUP2T) tmder this 
Regulation of the President 

{3} Pasar TradisionaJ. Pusat Perbelanjaan dan Toko (3) 
Modem yang sedang da.lam proses pembangunan 

Tradition:.d Markets, Shopping Centers and 
Modem Slores that are being built or finished 
being built but have not yet held business lieenses 
prior to effectiveness of this Regulation of the 
President shall be deemed to have fulflUed locat-ion 
conditions and may be" iSsued Business Licenses_ 
under lb1s Regulation of this President. 

atau sudah selesai dibangun namun belum 
memiliki izin usaha sebelum berlakunya Peraturan 
Prestden ini, dianggap telah memeouhl pen.-yaratan 
lokasi dan dapat diberikan lz:in Usaha berdasarkan 
Peraturim Presiden ini. 

(4~ Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang teJah 
memilild izio lokasi yang diterbi:tkan Pernerintah 
Daerah dan belum dibangun sebelum bcrlakunya 
Peraturan Presiden tm, sclanjutnya wajib 
menyesua.ikan . dengan _ ketentuan Peraturao 
Presiden ini. 

(5} Pusat PerbeJanjaan dan Toko Modem yang telah 
berdiri, beroperasi dan belum melaksanakan 
prognun kemitraan, wajib melaksanakan program 
kernitraan dalam waktu paling larnbat 2 (dua) 
tahun sejak berlakunya Peraturan Presiden ini. 

(4) Shopping Centers and Modem Stores that have 
held a location permit issued by the Regional 
Governments and have not yet been built prior to 
effectiveness of this Regulation of the President 
must thereafter adjust themselves to the provisions 
of this Regulation of the Pre:sidenl 

(5) Shopping Centers and Modem Stores that have 
been established,_ operating and not yet performed a 
partnership program must perform a partnership 
program within a period of not exceeding 2 (two) 
years upon effecti~ness of this Regulation of the 
President 

(6) PeJjanjian keljasama usahaantara Pemasok dengan (6) 
Perkulakan, HYJ>Crmarket, Department Store~ 
Supermarket dan Penge1ota Jaringan Minimarket 
yang sudah ada pada saat bcrlakunya Peraturnn 
Presidcn ini, tctap berlaku sampai dengan 
berakhlmya perjanjian tersebut. 

Business cooperation agreements be~'eell 
Suppliers and Grocery Stores,. Hypermarkets, 
Department Stores. Supermarkets and the 
Minimarket Chain Management already exisling at 
the time this Regulation of the President is in effect 
shall remain valid until Sl!Ch agreements terminate. 
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Pasall9 

Dengan berlakunya Pemt!.IniD Presiden ini maka 
ketentuan tentang Pena.taan dan Pembinaan Pasar dan 
Pertokoan sebagaimana ditetapkan daiam Keputusan 
Bers:ama Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan 
Menteri Da1am Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 
dan Nomor 57 Tahun 1997 ta.nggal 12 Mei t997 dan 
peratunrn pelaksanaannya, dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak bertentangan dan/atau beh.nn diganti 
dengan yang baru berdasarkan Pemturan Presiden ini. 

BABVIII 

KETENTUAN PENU11JP 

Pasal20 

Article 19 

Upon effect:lveoess of this Regulation of the President, 
then the provisions conooming Organization and 
Directions of Markets and Stores as provided f<Jr in 
Joint Decision of the Minister of -Trade and the Minister 
of Domestic Affairs Number 145/MPP/Kep/5/1997 and 
Nwnber 57 of 1997 dated May 12, ·1997 and the 
ancillary regulations thereof are declared to remain in 
effix:t to the extent not against and/or not yet replaced 
by new_ones under this Regulation of the President. 

CHAPTER Vlll 

CONCLUDING PROVISIONS 

Article 20 

Peraturan Preslden ini mula.i berlaku pada tanggal This Regulation of the President shall be in effect from 
ditetapkan. the date it is issued. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal27 D=mber 2007 
PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ltd. 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Issued in Jakarta. 
on December 27, 2007 
PRESIDENT OF TirE REPUBLIC OF INDONESIA, 

sgd. 
DR. H. SUSlLO BAMBANG YUOHOYONO 
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PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 
· Nomor : 53/M-DAGIPER/1212008 

TENTANG 

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, 
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTER! PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tenlang 
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem, per1u dialur Pedoman 
Penalaan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modem; 

b. bahwa berdasarl<an pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu ditelapkan Peraturan Menteri 
Perdagangan. 

Mengingat 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie (BRO) Tahun 1934 
( Staatsblad 1938 Nom or 86); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 
tenlang Wajib Daflar Perusahaan (lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3214); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (l.embaran Negara 
RepubHk Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 

4 .. Undatlg-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang · 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidal< Sehat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3817); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 
tenlang Pemerinlahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Repubflk Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Ielah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang RepubHk 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 
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Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor : 53/M-DAG!PF.Rll212008 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 
tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4724); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007 
tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta 
sebagai lbukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia T a hun 2007 Nom or 93, 
Tambahan Lembaran Negara Republik lndon.esia Nomor 4744); 

8. Undang-Undang Nomor 20 T a hun 2008 tentang Usaha Mikro, 
Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 1)3, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 
1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negata Repub!ik Indonesia 
Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3718); 

10. Peraturan Perr.erintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemertntahan Daerah Propinsi, dan Pemetintahan 
Daerah KabupateniKota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 
tenlang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha 
Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman 
Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2007; 

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 
~ tentang Penataan dan ·Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 

Perbelanjaan dan T oko Moll em; 
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan 
Tata Ke~a Kementarian Negara Republik Indonesia 
sebagaimana Ielah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008; 

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 
tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian 
Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia 
Nomor 21 Tahun 2008; 

15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 
2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu, 
sebagaimana Ielah diubeh dengan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 171/M Tahun 2005; 
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Peraruran Menteri Perdagangan Rl 
Nomor: 531M~DAGIPERI12/2008 

16. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
01/M-OAG/PER/312005 tenlang Organisasi dan Tala Kerja 
Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Peraturan - Mentert Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/812007; · 

17. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 
36/M-DAG/PER/912007 tentang Penerbitan Sural lzin Usaha 
Perdagangan. 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTER! PERDAGANGAN TENTANG PEDOMAN 
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menter! ini yang dimaksud dengan: 

i, Pasar adalah area tempat jual bell barang dengan jumlah 
penjual lebih dari satu balk yang disebut sebagai pusat 
perbelanjaan, pesar tradisional, pertokoan, mall, piasa, pusat 
perdagangan maupun sebutan lainnya. 

2. Pasar T radisionat adalah pasar yang dibangun dan dike lola oleh 
Pemerinteh, Pemerintah Daerah, Swasta. Badan Usaha Milik 
Nagara dan Badan Usaha Milik Daerah tennasuk keljasama 
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan 
tenda yang dimilikildikelola oleh pedagang kecil, menengah, 
swadaya masyarakal atau koperasi dengan usaha skala kecil, 
modal kecil dan dengan proses jual bell barang dagangan 
melalui tawar menawar. -

3. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area lertentu yang terdirl dari 
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 
maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku 
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 
perdagangan barang. 

4. Toko adalah bangunan gadung dengan fungsi usaha yang 
digunakan untuk menjual barang dan terdirt c!arl hanya satu 
penjuaL 

5. T oko Modern adalah loko dengan sis! em pelayanan mandirl, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbenluk 
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 
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Peraturan Menteri Perrlagangan Rl 
Nomot ~ 531M~DAGIPER/121200S 

6. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang 
melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu 
kesatuan manajemen dan sistem pend~stribusian barang ke _ 
ouilet yang merupakan jalingannya. 

7. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok 
barang kepada Toko Modem dengan tujuan untuk dijual kemball 
melalui kerjasama usaha. 

8. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disei>ut 
UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan . 
menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang · 
Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil · dan 
Menengah. 

9. Kemitraan adalah ke~asama usaha antara usaha kecil dengan 
usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan 
dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar 
dengan memper!latikan prinsip saling memertukan, saling 
mempell<uat dan saling menguntungkan, sebagaimana 
dimaksud dalam Peraturan Pemetintah Nornor 44 lahun 1997 
tentang Kemitraan. 

10. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam 
perjanjian l<eljasama antara Pemasok dan Toko Modern/ 
Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan 
pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko 
Modem yang bersangl<utan. 

11. lzin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut 
IUP2T, lzin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP 
dan lzin Usaha Toko Modem selanjutnya disebut .IUTM adalah 
izin untuk Oapat melaksanakan usaha -pengelolaan Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modem yang 
dif<>rbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat. 

12. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah 
Daerah set..mpat yang mengatur pemanfaatan ruang dan 
unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona 
peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. 

13. Pejabat Penerbit lzin Usaha Pengelolaan PasarTradisional, lzin 
Usaha Pusat Perbelanjaan dan lzin Usaha Toko Modem, yang 
selanjutnya disebut Pejabat Penerbit adalah Bupatl!Walikota 
atau Gubemur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta. 

14. Sural. Pennohonan adalah sural pennintaan penerbitan lzin 
Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, lzin Usaha Pusat 
Perbelanjaan dan lzin Usaha Toke Modern. 

15. Menten adalah Menlen yang tugas dan tanggung jawabnya di 
bidang perdagangan. 
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BAB II 

Pcraturan Menteri Petdagangan Rl 
Nomor: 531M·DAG/PER!I21200&. 

PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN 
DAN TOKO MODERN 

Pasal2 

· (1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan Toko Modem wajib mengacu pada Rencana Tala Ruang 
Wilayah · Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tala Ruang. 
Wilayah Kabupaten!Kota, tennasuk peraturan zonasinya. 

(2) Kabupaten/Kota yang belum memiliki Rencana Tata Ruar\g 
Wilayah Kabupaten!Kota dan Rencana Detail Tala Ruang 
Wilayah Kabupa.ten/Kota fidak diperbolehkan memberi izin 
lokasi untuk pembangunan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan T oko Modem. 

Pasal3 

(1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko 
Modem selain Minimarket harus memenuhi persyaratan 
ketentuan peraturan perundang-undangan dan harus 
metakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, 
keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM yang berada di 
wilayah bersangkutan. 

(2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan 
Pasar T radisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pad a 
ayat (1) meliputi: 

a. Struktur penduduk menurut mala pencaharian dan 
pendidikan; 

b. llngkat pendapatan ekonomi rumah tangga; 
c. Kapadatan penduduk; 
d. Pertumbuhan penduduk; 
e. Kemitraan dengan UMKM lokal; 
f. Penyerapan tenaga kerja lokal; 
g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai 

sarana bagi UMKM lokal; 
h. Kaberadaan fasifitas sosial dan fasili!as umum yang sudah 

ada; 
i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak 

antara Hypermarket dengan Pasar Tradisional yang telah 
ada sebelumnya; dan 

J. Tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social 
Responsibility). 
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Pcraturan Menteri Perdagangan Rl 
Nomor: 531M-DAGIPER/l:Y2008 

(3) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i 
harus mempertimbangkan: 

a. Lokasi pendirtan Hypermarl<et atau Pasar Tradisional 
dengan Hypennarketai1Ju Pasar Tradisional yang sudah ada 
sebelumnya; 

b. lklim usaha yang sehat antara Hypennarket dan Pasar 
Tradisional; 

c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas); 
d. Dukungan 1 ketersediaan infrastruktur; dan 
e. Perkembangan pemukiman bam. 

(4) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakal sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), berupa kajian yang dilakukan oleh 
badanllembaga independen yang berkompeten. 

(5) Badanllembaga independen sebagaimana dimaksud pada 
ay"t (4) melakukan kajian analisa kondisi sosial ekonomi 
masyarakat di wilayah yang bersangkutan. 

(6) Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen pelengkap yang 
tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan 
Surat Permohonan: 

a. lzin pend irian Pasar T radisional a tau Pusat Perbelanjaan 
a tau T oko Modem selain Minimarket, atau 

b. lzin usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbe!anjaan atau 
Toko Modem selain Minimarket. 

(7) Toko Modem yang lerintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau 
bangunan .lain wajib memiliki _persyaratan sebagalmana 
dimaksud pada ayat (2). 

(8) Toko Modem sebagaimana ~dimaksud pada ayat (7) 
dikecualikan untuk Minimarl<et. 

(9) Pendirian Minimarket baik yang berdiri sendiri maupun yang 
terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain 
wajib memperhalikan: ~ 

a. Kepadatan penduduk; 
b. Perkembangan pemukiman baru; 
c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas}; 
d. Dukungan I ketersediaan infrastruktur; dan 
e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warungftoko diwilayah 

sekitar yang lebih kecil daripada Minimarket tersebut. 

(10) Pendirian Minimarket sebagaimana dimaksud peda ayat (9) 
diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang 
domisilinya sesuai dengan tokasi Minimarket dimaksud. 
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Pasal4 

Pernturan Menteri Perdagangan Rl 
Nomot: 53/MMDAGIPER/1112008 

(1) Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern 
harus menyediakan areal parkir yang cukup dan sarana umum 
lainnya. 

(2) Penyediaan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), dapat dilakukan bemasarkan keljasama dengan pihak 
lain. · 

BAB Ill 
.KEMITRAAN USAHA 

Pasal5 

(1) Kemitraan dengan pola peroagangan umum dapat dilakukan 
dalam bentuk keljasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, 
atau penerimaan pasokan dan Pemasok kepada Taka Modem 
yang dilakukan secara terbuka. 

(2) Keljasama pemasaran sebagairr.ana dimaksud pada ayat (1) 
dapat dilakukan dalam bentuk: 
a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau 

dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang, 
T oko Modem atau merek lain yang disepakati dalam rangka 
meningkatkan nilai jual barang; atau 

b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui eta/ase atau outlet 
dari Toko Modem. 

(3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Taka Modern 
kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal 
Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem. 

(4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus 
memanfaatkan ruang usaha sesuai deilgan · f.)eruntukan Yang 
disepakati. ~ 

Pasal6 
(1) Keljasama usaha dalam bentuk penerimaan pasokan barang 

dan Pemasok kepada Toko Modern dilaksanakan dalampnnsip 
saling menguntungkan, jelas, wajar, berkeadilan dan 
transparan. 

(2) T oko Modem mengutamakan pasokan barang hasil produksi 
UMKM nasional selama barang tersebut memenuhi persyaratan 
alau standar yang ditetapkan Toko Modern. 

(3) Pemasok barang yang termasuk ke dalam kri1eria Usaha Mikro, 
Usaha Kecil dibebaskan dari pengenaan biaya adminislfasi 
pendaftaran barang (listing fee). 

(4) Keljasama usaha kemilfaan antara UMKM dengan Toke 
Modem dapal dilakukan dalam bentuk kerjasama komernial 
berupa penyediaan tempat usaha/space, pembinaanlpendidikan 
atau permodalan atau bentuk kerjasama lain. 
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Peraturan Menteri Perdagangan Rl 
Nomot: 53/M-DAG/PER/1212008 

(5) Ke~asama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
dibuat dalam peljanjian tertulis dalam bahasa Indonesia 
berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah 
pihak tanpa tekanan, yang sekurang-kurangnya memuat hak 
dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat 
penyelesaian perselisihan. 

Pasal7 

(1) Dengan tidakmengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat­
syarat perdagangan antara Pemasok dengan T oko Modem 
harus jelas, wajar, berkeadilan, dan saling menguntungkan serta 
disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan. 

(2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1 ). maka wajib memenuhi pedoman sebagai berikut: 

a. Potongan harga reguler (regular discount) berupa potongan 
harga yang diben"kan oleh Pemasok kepada Toko Modem 
pada setiap transaksi jual-beli. Potongan harga reguler ini 
tidak berlaku bagi Pemasok yang memberlakukan sistem 
harga netto yang dipublikasikan secara transparan ke semua 
T oko Modem dan disepakati dengan T oko Modem; 

b. Potongan harga tetap (fixed rebate) berupa potongan harga 
yang diberikan oleh Pemasok kepada Toko Modern tanpa 
dikalt!<an dengan target penjualan yang dilakukan secara 
periodik maksimum 3 (tiga) bulan yang besarnya maksimum 
1% (satu persen); 

c. Jumlah dari Potongan harga reguler (regular discount) 
maupun potongan harga tetap (fixed rebate) dilentukan 
berdasarkan presentase terhadap transaksi penjualan dart 
pemasok ke T oko Modern baik pada sa at transaksi maupun 
secara periodik; 

d. Potongan harga khusus (conditional rebate) berupa 
potongan harga yang diberikan oleh Pemasok, apabila T oko 
Modern dapat mencapai atau melebihi target penjualan 
sesuai peljanjian dagang, dengan krileria penjualan: 

1. Mencapai jumlah yang ditargelkan sesuai peljanjian 
sebesar 100% (seratus persen) mendapat potongan 
harga khusus paling banyak sebesar 1% (satu persen); 

2. Melebihi jumlah yang ditargetkan sebesar 101% 
(seratus satu persen) sampai dengan 115% (seratus lima 
belas persen). maka kelebihannya mendapat potongan 
harga khusus paling banyak sebesar 5% (lima persen); 

3. Melebihi jurnlah yang dilargetkan di alas 115% 
(seratus lima betas persen), maka kelebihannya 
rnendapat potongan harga khusus paling banyak sebesar 
10% (sepuluh persen). 
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Peraturan Menteri Perdagangan RI 
Nomor; 53/M~DAGIPER/1212003 

e. Potongan harga promosi (Promotion Discount) diberikan 
oleh Pemasok kepada T oko Modern dalam rangka kegiatan 
promosi baik yang diadakan oleh Pemasok maupun oleh 
T ol<o Modern yang diberikan kepada pelanggan a tau 
konsumen akhir dalam waktu yang dibatasi sesuai 
kesepakatan antara Toko Modem dengan Pemasok; 

f. Biaya Promosi (Promotion Cost) yailu biaya yang 
dibebankan kepada Pemasok oleh T oko Modem sesuai 
kesepakatan kedua belah pihak yang terdiri dari: 
1. Biaya promosi melalui media massa atau. cetakan seperti 

brosur atau mailer, yang ditetapkan secara transparan 
dan wajar sesuai dengan tarif harga dari media dan 
biaya-biaya kreativitas lainnya; 

2. Biaya Promosi pad a T oko Setempat (In-Store PromoUon) 
dikenakan hanya unluk area promosi di luar 
dfsplay/pajangan regu!er tol<o seperti floor display, 
gondola promosi, block shelving, tempat kasir (Check out 
Counter), wing gondola, papan reklama di dalam dan 
di luar toko, dan tempal lain yang memang digunakan 
unluk tempat promosi; 

3. Biaya promosi yang dilakukan alas keljasama dengan 
pemasok untuk melakukan kegiatan mempromosikan 
produk pemasok seperti sampling, demo produk, hadiah, 
games, dan lain-lain; 

4. Biaya yang dikurangkan atau dipolongkan alas ak!ivitas 
promosi dilakukan maksimal 3 (liga) bulan se!elah acara 
berdasarkan konfirmasi kedua belah pihak. Biaya 
promosi yang belum !erpakai harus diman1aa!kan untuk 
aktivitas promosi lainnya baik pada periode yang 
bersangkutan maupun untuk periode yang berikutnya_ · 

g. Biaya-biaya lain di luar biaya sebagaimana dimaksud pada 
huruf f tidak diperkenankan untuk dibebankan kepada 
Pemasok; 

h. Biaya yang dikeluarkan unluk promosi produk baru sudah 
lennasuk di dalam Biaya · Promosi sebegaimana dimaksud 
pada huruf f; 

i. Pemasok dan T oko MOdem bersama-sama membuat 
perencanaan promosi bail< untuk produk baru maupun unluk 
produk lama unluk jangka waktu yang telah disepakati; 

j. Penggunaan jasa distribusi Toko Modem tidak boleh 
dipaksakan kepada Pemasok yang dapat mendistnbusikan 
barangnya sendiri sepanjang memanuhi kri!eria (waklu, 
mutu, harga produk, jumlah) yang disepakati kedua belah 
pihak; 
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Pernturnn Menteri Perda.gangan R1 
Nomor; 53/M*OAGIPER112tl008 

k. Biaya administrasi pendaftaran barang (Us/ing fee) hanya 
unruk produk baru dengan besaran sebagai berikut: 

1. Kategori Hypennarl<et paling banyak Rp150.000,00 
(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap jenis produk 
setiap gerai dengan biaya paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap jenis 
produk di semua gerai; 

2. Kategori Supermarl<et paling banyak Rp75.000,00 
(tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap jenis produk 
setiap gerai dengan biaya paling banyak 
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) unluk setiap jenis 
produk di semua gerai; 

3. Kategori Minimarket paling banyak Rp5.000,00 
(lima ribu rupiah) untuk seliap jenis produk seliap gerai 
dengan biaya paling banyak Rp20.000.000,00 
(dua puluh juta rupiah) untuk satiap jenis produk di 
semua gerai. 

I. Perubahan biaya administrasi pendaftaran barang 
sebagaimana dimaksud peda huruf k dapat disesuaikan 
seliap lahun berdasall<an perkembangan inllasi; 

m. Toko Modern dapat mengembalikan produk baru kepada 
Pemasok tanpa pengenaan sanksi apabila setelah dievaluasi 
selama 3 (tiga) bulan tidak memiliki prospek penjualan; 

n. Toko Modem harus memberikan infonnasi tertulis paling 
sedik~ 3 (tiga) bulan sebelumnya kepada Pemasok apabila 
akan melakukan swp order delisting atau mengurangi item 
produk atau SKU (Stock Keeping Unit) Pemasok; 

o .. Pusat Pert>elanjaan dan Toko Modem harus berlaku adil 
dalam pemberiaQ pelayanan kepada mitra usaha baik 
sebagal pemilik-Jpenyewa ruangan usalla maupun sebagai 
pemasok; 

p. Toko Modem dilarang melakukan promosi penjualan dengan 
harga lebih murah dibandingkan dengan harga di Pasar 
Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok 
masyarakat 

Pasal8 

( 1) Pembayaran barang dari T oko Modem kepada Pemasok Usaha 
Mikro dan Usaha Kecil wajib dilakukan secara tunai untuk nilai 
pasokan sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), 
alau dalam jangka waklu 15 (lima belas) hari setelah seluruh 
dokumen penagihan diterima. 

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 
1 (satu) ou/lelatau 1 (satu) jaringan usaha. 
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BABIV 

Peratumn Menteri Perdagangan R1 
Nomor: 53/M-DAG!PERJ1212008 

BATASAN LUAS LANTAI PENJUALAN TOKO MODERN 

Pasa!9 
(1) Ba!asan luas lan!ai penjualan Toko Modem adalah sebagai 

berikut 
a. Minimarket, kumng dari 400 m2 (empat mtus meter 

persegi); 
b. Supetmarket, 400 m2 (empat ratus meter persegi) sampai 

dengan 5.000 m2. (lima libu meter persegi); 

c. Hypermarket, lebih dari 5.000 m2 (flma ribu meter persegi); 
d. Deperlment Store, lebih dan 400 m2 (efnpat mtus meter 

persegi); dan 
e. Perkulakan, lebih dan 5.000 m2 (lima ribu meter persegi). 

(2) Usaha Toko Modem r1engan modal dalam negeri 100% (seratus 
persen) adalah: 
a. Minimarket dengan !uas lantai penjualan kurang dari 400 m2 

(empat ratus meter persegi); 
b. Supermarket dengan luas lantai penjualan kurang dari 

1.200 m2 (seribu dua ratus meter persegi); dan 

c. Deparlment Store dengan luas lantai penjualan kurang dari 
2.000 m2 (dua ribu meter persegi). 

BABV 

JENIS DAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN 

Pasal10 

Pelaku usaha yang akan me!akukan kegiatan usaha di bidang Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memilikt 
a. IUP2T untuk Pasar Tradisional; 
b. IUPP untuk Pertokoan, Mall, Piasa dan Pusat Perdagangan; 
c. IUTM untuk Minimarket, Supermarket, Deplf!rtment Store, 

Hypermarket dan Perkulakan. 

·Pasal11 

(1) lzin Usaha sebegaimana dimaksud dalam Pasal 10 diterbilkan 
oleh Bupati!Waliko!a atau Gubemur Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

(2) Bupafi/Wa!ikota selaln Gubemur Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus lbukota Jakarta melimpahkan kewenangan penerbHan: 

a. !UP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di 
bldang perdagangan a!au dl bldang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat; 
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Peraturan Menteri Perdagangan Rl 
Nomor: 53/M:-DAGJPER/1212008 

b- IUPP alau IUTM kepada Kepala Dinas/Unit yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
T erpadu Satu Pintu setempat · 

(3) Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukola Jakarta 
melimpahkan kewenangan penerbitan: 

a_ IUP2T kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di 
bidang perdagangan alau di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat; 

b. IUPP atau IUTM kepada Kepala DinasiUnit yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat 
yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan 
T erpadu Satu Pintu setempat · 

Pasal12 

(1) Pennohonan izin usaha sebagaimana dimaksud dala;n Pasal10 
diajukan kepada Pejabat Penernit izin usaha. 

(2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional 
yang berdiri sendiri alau IUTM bagi Toko Modem yang berdiri 
sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi: 

a. Persyaratan IUP2T melampirl<an dokumen: 
1_ Copy Sural lzin Prinsip dari Bupati/Walikota atau 

Gubemur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota 
Jakarta; 

2. Hasn Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta 
rekomendas! dari instansi yang berwenang; 

3- Copy Sura! lzin Lokasi dari Bad an Pertanahan Nasional 
(BPN); 

4. Copy swat lzin Undang-Undang Gangguan (HO); 
5. Copy Sural lzin Mendirikan Bangunan (1MB); 
6. Copy Ak:te Pendirian Perusahaan dan pengesahannya; 

dan 
7. Sllrat pe>myalaan kesanggupan melaksanakan dan 

mematuhi ketentuan yang berlaku. 

b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen: 
1_ Copy Sural izin prinsip dari Bupeti!Walikota atau 

Gubernur Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukola 
Jakarta; 

2. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat; serta 
rekomendasi dari instansi yang berwenang; 

3. Copy Sural lzin Lokasi dan Badan Pertanahan Nasional 
(BPN); 

4_ Copy Sural lzin Undang-Undang Gangguan {HO); 
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Peraturnn Menteri Perdagangan RI 
Nomor: 53/lvt-DAO/PER11212008 

5. Copy Surallzin Mendirikan Bangunan (IMB); 
6. Copy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya: 
7. Rencana kemilraan dengan Usaha Mikro dan Usaha 

Kecil; dan 
8. Sural pemyataan kesanggupan melaksanakan dan 

memaluhi kelenluan yang berlaku. 

(3) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi ·Pasar Tradisional 
alau IUTM bagi Toko Modem yang lerinlagrasi dengan Pusal 
Perbelanjaan atau bangunan lain lerdiri dari: 

a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayal (2): 

b. Copy IUPP Pusat Perbelanjaan alau bangunan lainnya 
lempat berdilinya Pasar Tradisional alau Toko Modem; 

c. Copy Akle Pendirian Perusahaan dan pengesahannya: 
d. Sural pemyataan kesanggupan melaksanakan dan 

mematuhi ketentuan yang berlaku; dan 
e. Rencana kemilraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil 

untuk Pusal Perbelanjaan atau Toko Modem. 

(4) Penmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
kepada Pejabat Penerbit izin usaha dengan mengisi Fonmulir 
Surat Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I 
Peraturan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dengan Peraturan Menteri ini, dengan mefampirkan dokumen 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 

(5) Penmohonan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) 
ditandalangani oleh pemilik alau penanggungjawab atau 
pengelola perusahaan. 

(6) PenmohOnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). yang 
diajukan secara benar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin 
usaha dapat menerbilkan lzin Usaha paling lambat 5 (lima) harl 
kelja terhilung sejak ditelimanya Sural Penmohonan. 

(7) Apabila Penmohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dinilai belum banar dan lengkap, maka Pejabat Penerbit izin 
usaha memberitahukan penolakan secara tertulis disertai 
dengan alasan-alasannya kepada pemohon paling lambat 
3 (tiga) hari kelja terMung sejak tanggal diterimanya Sura! 
Permohonan. 

(8) Perusahaan yang ditolak penmohonannya dapat mengajukan 
kembaH Sural Penmohonan izin usahanya disertai kelengkapan 
dokumen persyaralan secara benar dan lengkap. 

(9) Rencana kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b angka 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
Peraturan Menteri in!. 

(10)Pengurusan penmohonan izin usaha tidak dikenakan biaya. 
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Pasal13 

Peraturan Menteri Perdag<mgan RI 
Nomm: 531M·DAG!PER1121200S 

(1) Pejabat PenerM lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam 
Pas a I 12 ayat (1) sella gal berikut 

a. Penerbit I UP2T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 
huruf a, Dinas Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di 
bidang perdagangan atau di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Pintu Setempat; 

b. Penerbit IUPP dan I UTM sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 10 huruf b dan c, Dinas Kabupaten/Kota yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pelayanan 
T erpadu Satu Pintu Setempat; 

c .. Penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a 
dan huruf b sesuai dengan pelimpahan wewenang darf 
Bupali!Walikota atau Gubemur unluk Pemerintah Provinsi 
Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagalmana dimaksud 
datam Pasal11. 

(2) Apabila penerbitan IUP2T oleh: 

a. Dinas yang bertanggung jawab di bidang pembinaan Pasar 
Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu Plntu, maka 
rekomendasl sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) huruf a angka 2, dfterbltkan oleh Dinas yang 
bertanggung jawab di bidang perdagangan; 

b. Dinas yang bertanggung jawab dl bidang perdagangan, 
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2) huruf a angka 2 mengenai kelayakan pemberian izln 
usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, dilakukan 
oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan. 

(3) Apabila penerbitan IUPP atau IUTM oleh: 

a. Dimis yang bertanggung jawab di bidang perdagangan, 
maka rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (2} huruf b angka 2 mengenai kelayakan pemberian lzin 
usaha kepada perusahaan yang bersangkutan, diiakukan 
oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan; 

b. Pelayanan Terpadu Satu Pinlu, maka rekomendasi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b 
angka 2, diterbitkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di 
bidang perdagangan. 

Pasal14 

(1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan 
dan T oko Modem yang Ieiah memperoleh lzln sellagaimana 
dimaksud dalam Pasal 10 tidak diwajibkan memperoleh Sural 
lzin Usaha Perdagangan (SIUP). 
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Peraturan Menterl Pcrdagangan R1 
Nomor: 53/M~DAGIPER/12/2008 

(2) Apabila teljadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, 
Pusa! Perbelanjaan, dan Toko Modem, pengelolalpenanggung 
jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru. 

(3) lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal10 berlaku: 
a. hanya un!uk 1 (satu) lokasi usaha; 
b. selama masih melakukan kegiatari usaha pada lokasi yang 

sama. 

( 4) lzin Usaha sebagaimana dimaksud pada aya! (3) huruf b wajib 
. dilakukan daflar ulang setiap 5 (lima) tahun. 

BABVI 
PELAPORAN 

Pasal15 

(1) Pejabat Penerbit lzin Usaha sebagaimana dimaksud dalam: 

a. Pasal 11 ayat 2 huruf a wajib menyampaikan laporan 
penyefenggaraan penerbitan 1z1n usaha kepada 
BupatiNValikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas 
Provinsi yang membidangi perdagangan atau di bidang 
pembinaan Pasar Tradisional atau Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu se!empat, setlap bulan Juli tahun yang bersangkutan 
untuk semester perlama dan bulan Januari tahun berikutnya 
untuk semester kedua; 

b. Pasal 11 ayat (2) huruf b wajib menyampaikan laporan 
penyelenggaraan penerbitan 1z1n usaha kepada 
BupatiNValikota dengan tembusan kepada Kepala Dinas 
Provinsi yang membidangi perdagaogan atau Pelayanan 
Terpadu Satu Pinlu setempat, setiap bulan Juli Ia hun yang 
bersangkulan untuk semester pertama dan bulan Januari 
Ia hun berikutnya untuk semester kedua; 

c. Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud huruf b 
menyampaikan laporan kepada Gubemur dengan 1embusan 
kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, sefiap 
bulan Juli tahun yang bersangkutan .un1uk semester perlama 
dan bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua; 

d. Pasal 11 ayat (3) wajib menyampaikan laporan 
penyelenggaraan penerbitan izin usaha kepada Gubernur 
Daerah Khusus lbukota Jakarta dengan tembusan kepada 
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, setiap bulan 
Juli tahun yang bersangkutan untuk semester perlama dan 
bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua. 
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(2) Lapomn penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: 
a. Jumlah dan jenis izin usaha yang diterbitkan; 
b. Omset penjualan setiap gerai; 
c. Jumlah UMKM yang bermitm; 
d .. Jumlah tenaga ke~a yang diserap. 

Pasal16 

( 1) Pelaku us aha S..bagaimana dimaksud dalam. Pasal 10 wajib 
meyampaikan laporan berupa: 
a. Jumlah gerai yang dimiliki; 
b. Omset penjualan seturuh gerai; 
c. Jumlah UMKM yang bennitra dan pola kemitmannya; 
d. Jumlah tenaga ke~a yang diserap. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) disampaikan 
setiap semester kepada: 
a. Kepala Dinas yang membidangi perdagangan 

Kabupaten/Kota kecuali untuk Pemerintah Provinsi Daerah 
Khusus lbukola Jakarta; 

b. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan unluk 
Pemenntah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

(3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan setiap bulan Juli tahun yang bersangkutan unluk 
semester pertama dan bulan Januari tahun berikutnya unluk 
semester kedua. 

. BAB VII 

PEMBEROAYAAN PASAR TRADISIONAL · 

Pasal17 

(1) Pengelolaan Pasar Tradisional dapat dilakukan oleh Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD), koperasi, swasta, pemerinlah, maupun pemerintah 
daerah. 

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah baik sendirt maupun 
secara bersama-sama melakukan pemberdayaan terhadap 
pengelolaan Pasar Tradisional berdasarkan sistem manajemen 
profesional. 
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BABVIII 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal18 

(1) Menterl menetapkan kebijakan pembinaan dan pengawasan 
terhadap pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, 
dan T oko Modern. 

(2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam . 
Negeri untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan 
pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap 
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko 
Modem dilakukan oleh Bupati/Walikota atau Gubemur untuk 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 

Pasa119 

(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, 
pelatihan terhadap sumberdaya manusia, konsultasi, fasi!Hasi 
keljasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun 
prasarana pasar. 

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) 
dilakukan terlladap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan T oko Modem. 

Pasal20 

Gubernur danlatau BupatiiWalikota melakukan koordirtasi 1.1ntuk: · 
a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam 

pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modem; · 

b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk 
menyelesaikan pennasalahan sebagai akibat pendirian Pasar 
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Taka Modem. 

BABIX 

SANKS! 

Pasal21 

(1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam: 
a. Pasal 1 ayat (2), Pasal 8, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 

dikenakan sanksi administratif: 
b. Pasal 10 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan 

pera11.1ran perundang-undangan. 
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(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf a, berupa: 
a. Pembekuan lzin Usaha; 
b. Pencabutan lzin Usaha. 

(3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pacta ayat (2) 
huruf a apabila telan dilakukan peringatan secara tertulis 
berturut-turut 3 (!iga) ka!i dengan tenggang waktu paling lama 
1 (satu) bulan. 

(4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf b di!akukan apabila Pe!aku Usaha !idak mematuhi 
peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat {3). 

BABX 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal22 

(1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modem yang sudah operasional 
dan Ieiah memperoleh Sural lzin Usaha Perdagangan (SIUP) 
sebelum ditetapkannya Peraturan ini wajib mengajukan IUPP 
a!au IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya 
Peraturan Menteri ini. 

(2) Pusat Perbelanjaan atau T oko Modem yang sudah operasional 
dan te!ah memperoleh lzin Usaha Pasar Modem (IUPM) 
sebelum ditetapkannya Peraturan ini dipersamakan dengan 
IUPP atau IUTM sepanjang tidak bertentangan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

(3) lzin pengelolaan yang dimiliki oleh Pasar Tradisional sebelum 
berlakunya Peraturan ini dipersamakan dengan IUP2T 
sepanjang !idak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini. 

(4) Pasar Tradisional, Pusa! Perbelanjaan atau Toko Modem yang 
belum operasional dan belum memperoleh izin pengelo!aan 
atau SIUP sebelum dibe!lakukannya Peraturan ini wajib 
mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP 
atau IUTM sesuai dengan Peraturan Menteri ini. 

(5) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan alau Toko Modem yang 
Ieiah rnemiliki izin lokasi yang diterbi!kan oleh Bupati I Walikota 
atau Gubemur untuk Pemerintah Provinsi Daerah Khusus 
lbukota Jakarta dan belum dilakukan pembangunan sebelum 
dibertakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan 
Peraturan Menteri ini. 

(6) Pusa! Perbelanjaan atau Toko Modern yang !elah beroperasi 
sebelum diberlakukannya Peraturan ini dan be!um 
melaksanakan program kemitraan, wajib me!aksanakan 
program kamitraan dalam waktu paling lamba! 1 (satu) tahun 
sejak diber!akukannya Peraturan Men!eri ini. 
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(7) Perjanjian kerjasama usaha antara Pemasok dengan 
Perkulakan, Hypetmarket, Department Store, Supennarket dan 
Pengalola Jaringan Minimarket yang sudah dilakukan pada saat 
berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku sampai dengan 
berakhirnya peljanjian dimaksud. 

(8) Pusat Perbelanjaan atau Taka Modern selain Minimarket 
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat {1) yang baru 
memiliki izin prinsip dari Bupati/Walikota atau Gubemur 
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta dan belum 
dibangun pada saat berlakunya Peraturan 101, wajib 
menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling !arnbat 
1 (satu) tahun. 

Pasal23 

{1) IUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal22 ayat {2) atau lzin 
pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat {3) 
wajib dat!ar ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat {4), 

(2) Dat!ar ulang IUPM atau lzin Pengelolaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila izin yang diperoleh 
Ieiah melampaui 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbitan. 

BABXI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal24 

{1) Apabila dipandang perlu, Menteri dapat membentuk Forum 
Kom.unikasi yang anggotanya terdiri wakil-wakil dari para 
pemangku kepenlingan di bidang Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Taka Modem, yimg masing-masing bertindak 
alas nama pribadi secara profesional. 

(2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertugas memberikan rekomendasi kepada Menteri dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan PaS.r Tradisional, 
Pusat Peibelanjaan dan T oko Modem. 

Pasal25 

(1) Setiap pelaku usaha dilarang melakukan pral<tek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehaL 

(2) Penilaian dan penyelesaian pelanggaran pral<tek monopoli dan 
persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dimaksud pad a ayat 
(1) baik antara sesama Pemasok atau sesama Toko Modem 
maupun antara Pemasok dengan Toko Modem dilakukan oleh 
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). 
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Petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri ini d~etapkan lebih lanjut 
·aleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

1. Keputusan Bersam!) Menterf Perindusbian dan Perdagangan dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 145/MPP/Kep/5/1997 dan Nomor 
57 Tahun 1997 tentimg Penataan dan Pembinaan Pasar dan 
Pertokoan; 

2. Keputusan -Menteli Perindustricin dan Perdagangan -Nomor 
2611MPP/Kepl7/1997 tentang Pembentukan Tim Penataan dan 
Pembinaan Pasar dan Pertokoan Pusat; 

3. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemer 
420/MPP/Kep/10/1997 tentang Pedoman Penataan dan 
Pembinaan Pasar dan Pertokoan; 

4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nemer 
107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tala Cara 
Pemberian lzin Usaha Pasar Modem; 

dicabut dan dinyatakan lidak bertaku. 

Pasal28 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Agar setiap or~ng mengetahuinya, memerintahkan pengumuman 
Peraturan Menteri ini dengan penerripatarinya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. -

Salinan sesuai dengan aslinya 
Pit Kepala Biro Hukum 

Departemen Perdagangan 

Rahayubudi 
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